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ABSTRAK 

: LISCA PRESYLIA 
: 0706190603 
: Pengkajian Ketahanan Nasional 
: Kl\jian Stiatejik Perencanaan, Stmtegi dan 

Kebijakan 
: EFEKT""I""Fl""TAS SOSIALISASI PROGRAM 

PENGARUSUTAMAAN GENDER DI 
LINGKUNGAN DEPARTEMEN BUKUM 
DAN HAM RI (l'eriode Tahun 2002 sampai 
dengan 2008). 

Pengarusutamaan gender (PUG) saat ini telah menjadi konsep yang 
banyak diterapkan di berbagai saktor. Pentingnya kesetaraan gender babkan sadah 
pada level kobijakan pemerintah dimana dengan dikeluarkannya Inpres no 9 tahun 
2000, penerapan PUG menjadi kebarosan, salah satunya di Depa:rtemen Hnkum 
dan HAM. Sejak tahun 2002 Ielah diadakan serangkalan kegiatan sosialisasi 
program PUG ini di lingknngan Departemen Hnkum dan HAM untuk 
memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dasar gender 
kepeda pegawai Departemen Hnkum dan HAM. Tesis ini membnhas mengenaj 
efekiifitas program sosialisasi PUG di lingkungan Depertemen Hnkum dan HAM, 
disamping itu juga berusaha untuk mengetahui fuktor epe saja yang 
mempengaruhi efuktifitas sosialisasi program PUG di lingkungun Departemcn 
Hukum dan HAM. 

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan knaiitatif 
dengan metnde penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan tujuan untuk 
mendapatkan gambaran yang lebih mendalarn dan lengkap mengenai objek 
penelitian dengan mcngesampingkun generalisasi. Dalam melakukan pengambi!an 
data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi 
literaturlkepustakaan mengenai pelaksanaan sosialisasi program PUG di 
Departemen Hnkum dan HAM dan literatur pendukung lainnya. Analisis tethadap 
data lapangan disajikan dalam bentuk anaiisis data wawancara dan observasi 
tethadap kegiatan sosialisasi serta peserta sosialisesi setelab mengikuti sosialisnai 
khsusunya mengenai isu geader. 

P.asil pene!itian menunju.kY.an bahwa proses sosialisasi program PUG 
masih menemui berbagru llambatan. Meskipun dengan adanya sosialisasi relah 
mampu membangun pemahaman yang balk mengenai konsep dasar gender di 
kalangan peserta namun belum erektif dalam mengubah perilaku peserta dalam 
isu-isu gender. Menurut peneliti, hal ini disebabkan tidak adanya opinion leaders 
yang mampu menjarli pemimpin sekaligus suri tauladan yang balk dalam 
pelaksanaan konsep PUG di kobidupan sebari-bari. Samn yang diberikan oleh 
peneliti antara lain perlu adanya evaillliSi menyelurah atas kegiatan sosialisasi 
yang telah dilalrukan, disamping itu perlu dikcmbangkannya forum informal agar 
muncul opinion leadel:s yang mumpuni. 

Kata Kunci : Efektifitas, Sosialisasi, Geader 
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ABSTRACT 
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: 0706190@3 
: National Resilience Studies 
: Strategic Planning, Strategies And Policies 
: The F;{fectlveness of Socialization of Gender 

Mainstremning Program in The Department 
of Law anti HulfUln Rights 

Gender mainstreaming today is a very well known concept and has been 
adopted in many sector, Including in public sector. In Indonesia. the gender 
mainstreaming, since the Inpres no. 9 I 2000 being adopted in mDny governmental 
organization. including the Department of Low anti Human Rights. Therefore, since 
2002, the Department planned and conduct some socialization program in order to 
giving some broader knowledge about basic gender concept to their administration 
This graduate thesis discusses the effecth:eness of the socialization of gender 
mains/reaming program in the Department of Law and Human Rights. The purpose of 
this research. is not only to know the effectiveness, but also to identify the factf.ff's that 
affecting the effoctiveness of the socialization 

In conducting research, the researcher applies qualitative approach with 
descriptive type of research. The method incorporated is case study~ which is aimed at 
obtaining deeper and more complete picture of the object untkr research putting 
aside broader generalization. This research used field observation and in-depth 
interview as a data collection techniques. Data analysis is performed through the 
field data and the concept of effective irlformation dissemination by Duggan and 
Banwe/1. 

The result brings out some com:lusions and insights about the program's 
socialization process, which is still had problems occurred during the socialization. 
Although the socialization program took some success in giving a great 
understanding about the basic concept of gender, but if's still ineffective in terms of 
changing the gender behavior. According to the researcher's, its because of the lack 
of opinion leaders among the employees. Opinion leaders whom can lead and give 
some great selfexomple about haw the gender concept applied in the doily basis. Tile 
researcher's recommendation for the socialization program is try to evaluate the 
program in order to flnd gaps and the second recommendation is to create informal 
forum, so later, from the forum can emerge good opinion leaders about gender 
concept. 

Key words : Effectiveness, Socialization, Gender 
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BABI 

PENDAHULUAN 

l.l Latar Belabng Permasalaban 

Perbedaan konsep gender secara sosiaJ tdah melahirkan perbcdaan peran 

percmpuan dan laki-laki dalom masyarakalnya. Dari Konfercnsi Dunia tentang 

Perempuan yang pertama pada tahun 1975 di Mexico City, dipcroJeh gambaran 

bahwa di ncgara manapun status perempuan lebih rendah daripada laki-!aki dan 

terbeiakang dalam bcrbagai aspek kehidupan baik sebagai pelaku maupun 

penikmat basil pembangunan (~v.yappika.o.Lict. diunduh pada tanggall Agustus 

2009). Pcrbedaan gender illi rnelekat pada cara pandang kila, sehingga kita sering 

lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi 

sebagaimana pennanen dan abadinya ciri biologi yang dimiliki oleh perempuan 

dan laki-laki. PerbOOaan gender telah melahirl<an perbedaan peran, sifu~ dan 

fungsi yang terpola sebagai berikut: 

Konstruksi biologis dari ciri primer, sekunder, maskulin, feminin 

Konstruksi sos:iai dan peran citra baku 

Konstruksi agama dan keyakinan kitab suci agama 

Dalam realita di Indonesia. menurut Hastuti (2004) secara umum masih 

sedikit yang menyadari dan memahami bahwa perempuan menghadapi perSoalan 

yang gender spesiflk, artinya persoalan yang muncul karena seseorang atau suatu 

kelompok orang menyandang gender perempuan. Masih banyak pihak: yang 

belum mengerti hetul menga:pa persoalan pcrempuan harus dibahas dan 

diperhatikan secara khusus. Menurut Tjandraning.sih dalam l{astuti (2004) hal 

tersebut terjadi karerJa kentalnya nllai laki·laki dan perompuan. Nilaifnorrna yang . 

berlaku di masyarak:at Indonesia saat ini adalah sudah merupakan kodrat 

percmpuan untuk menjadi "ratu dan pengurus rumah tangga", atau yang lebih 

keras lagi adanya pemyataan bahwa aktivitas perempuan hanya seputar dapur dan 

kasur saja. 

La.himya konsep kesetaraan dan keadilau gender tidak terlepas dari proses 

perjuangan hak~hak azasi manusia (HAM) yang dideklarasikan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948, dan dipelkuat oleh komitmcn berskala 
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intemasiona! seperti Convention On The Elimination Of Ail Discrimination 

Against Women (CEDA W) pada !ahun 1979. Namun di Indonesia sebenarnya asa 

akan kesetaraan gender sudah terasa sejak lama. ditandai oleh ikonnya yaitu Ibu 

Kartini, dan dil"'l.iutkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yang rnenjunjnng tinggi 

kesetaraan. keadilan sosial serta penegak:an HAM tanpa kecuali. Petaksanaal"j 

HAM memberikan aspirasi bagi kaom perempuan dalam mengatasi kepincangan 

dan ketidakadilan perlakuan sebagai konstruksi sosia~ yang menempatkan 

perempuan dalam status di belakang laki-laki. 

Konsep kesetaraan gender ruenjadi sangat penting. dimana perempuatt dan 

lald-laki merupakan mitm sejajar yang hams memperoleh kesempatan yang sama 

untuk berkembang dan mempunyai andiJ yang seimbang terhadap pembangunan 

di berbagai bidang sektor. Pennasalahan muncul ketika di dalam pengambitan 

keputusan pembangunan dan politik nasional, posisi perempuan masih 

dimarjina1kan. Meskipun komposisi penduduk di Indonesia separuhnya adalah 

perempuan, tetapi kondisi ketertinggalan perempuan dapat menggambarkan 

adanya ketidakadilan dan ketidak setaraan antara perempuan dan lak:i-Iaki di 

Indonesia. Hasil pengukuran Gender Development Index (GDI) di Indonesia 

menunjukkan realita tersebut dimana Indonesia hanya berperingkat 90, :masih 

klllah jauh bahkan olch Vietnam yl!llg berada di urutan 87 (Farnz, 2006). Seperti 

yang dikatakan oleh Hubeis (1998) di dalarn masyarakat seperti ini, belum ada 

kesadatan akan kesetllraan berpartisipnsi dalarn kekuasaan dan pengambilan 

keputusan, yang disebebkan purpanjangun keisolasian. 

Untuk mewujudkan kesetarnan dan keadiian gender di berbagai bidang 

kehidupan dan pembangunan. diperlukan strategi yang matang. Gender 

mainstreaming (GMS) atllu pengarusutamaan gender (PUG), merupakan suatu 

strat:egi yang dibaugnn untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi 

integral dalarn kebijakan dan program pernbangnnan nasional untuk 

mengernbangkan kapasitas kelembegaan dalam rangka menciptakan kesetataan 

gender, mulai dari proses pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan 

program, sampai dengan pelaksanaan tugas dan fimgsi rnasing-masing, sehinggs 

dapat mencapai basil dan dampak kesetaraan gender dalam pengelo1aan dan 

pembangunan sektoraL Djsebut mainstreaming at.au pengarusutamaan karena 
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upaya ini diterapkan pada sebanyak-banyaknya aspek pembangurum yang 

meliputi pemaha!nan idoologi, pengambilan keputusan serta pengalokasian 

sumber daya pembangunan. Sehingga mengarusutamakan gender tidak hanya 

sekedar mengintegrasikan permasalahan gender daJam seluruh aspek 

pembangunan tetapi mencakup upaya mengubab arus utama pembangunan agar 

lebih sensitif dan responsif terhadap pennasalahan yang ada di masyaraka.t. 

Dengan begitu tujuan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat dapat secara nyata diras.akan dan dinikmati oleh semua anggota 

masyarnkat, baik lelaki maupun perempuan. 

Pengarusutamaan Gender (PUG)!Gender Mainstreaming merupakan suatu 

konsep yang disepakati pada Konferensi Perempuan Tmgkat Dunia lV di Beijing 

pada tahun 1995. Seluroh rekomendasi dan basil konferensi tersebut tertuang 

dalam Deklarasi Beijing dan Kerangka Tindak (Be!fing Declaration and Plaifann 

for Action). Salah satu pasal menjelaskan bahwa negara-negana anggota PBB 

berketetapan untuk menjamin akses dan perJakuan yang sama antara laki-laki dan 

perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Dengan dcmik.ian diperlukan 

kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang mooempatkan gender 

perspektif untuk meningkatkan sosial-budaya, ekonomi, dan poJitik dengan 

memberdayakan perempuan dalam pembangunan. 

Di Indonesia, peran dan kedudukan perempuan dalam pembangunan mulai 

mendapat perhatian 11Scrius" dari pemerintah dengan dimasukkannya isu 

pen:mpuan dalam GBHN 1978. Selanjulnya, dibentuldah 1embaga Menteri 

Peranan Wanita pada 1978 yang kemudian berubah menjadi Menteri 

Pemberdayaan Perempuan pada akbir tahnn 1999. Indonesia juga telah 

rnengambil langkab kebijakan melalui GBHN 1999 yang menyatakan bahwa 

Pengarusutamaan Gender merupakan kebijakan nasional yang harus diembau oleh 

Lembaga yaag mampu mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). 

Kesepakatan intemasional separti MOOs yang diprakarsai oleh PBB dan Bank 

Donia pada tahun 2000 juga menjadi acuan dalam penentuan peran perempuan 

dalam pembangunan di Indonesia 

Pelaksanaan dati program aksi khususnya do lam upaya mencapai kesetaraan 

dan keadllan gender,mendapat perhatian dari pemerintah lndonesla yang 
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dituangkan dalam GBHN !999 dan Propenas 2000-2004. Dan melalul Jnpres No. 

9 tahun 2000 tentang "Pengarusutamaan Gender da.lam Pembanguna.n Nasional", 

diinstruksikan kepada Menteri, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan 

Tinggi Negara,. Panglirna TNI, Kapo1ri, Jak.~ Agung, Gubemur. dan 

BupatVWalikota agar melaksanakan pengarusutamaan gender guna 

terselenggaranya Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan,Pemantauan dan 

Evaluasi atas Kebijakan dan Program Pembangunan Nasionai yang berperspektif 

gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. 

Untuk melaksanalqm amanat GBfiN 1999 secara nasional dan strategis 

mclalui lnpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam 

Pembangunan Nasiona1 kepad:t setiap kementerian diinst:ruksikan "untuk 

melaksanakan~ memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dilinglrungannya 

masing~masing" guna terselenggaranya perencanaan, penyusun~ pelaksanaan, 

pemantaua.n dan evaJuasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Di 

lingkungan kemcnterian dan Iembaga ne~ yang menjadi proyek percontoha.'i 

awal dari program PUG ini antara lain di Departemen Hukum dan HAM, 

Departemen Kesebatan, Depa.rtemen Sosial dan Departemen Keuangan. 

Di linglrungnn Departemen Hukum dan HAM pelaksanaan lnpres Nomor 9 

tahun 2000 telah dimulai sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini oleh Sekretariat 

Jenderal de:ngan menyusun kebijakan yang diiakukan sebagai berikut : 

J. Membentuk Tim Kesetaraan dan Keadilan Gender yang diketuai oleh Kepala 

Biro Perencanaan dan Sekretaris Jendeml Si:.':bagai Penanggung Jawab dengan 

anggota para Sekretaris Unit Kepela Badan/Pusat dan para Kepala Biro 

dengan lingkup kegiatan melakukan sosialisasi gender kepada para pejabat 

struktural dan staf dalam bentok kegiatan yang bervariasi : 

• pemahaman konsep dasar gender; 

• komitmen bersama untuk me,aksanakan gender; 

• komunikas~ informas~ edukasi (Ide); 

• bedah kasus gender; 

2. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Unit Daerah yang diketuai oleh Knpala 

Biro Perencanaan dengan anggota para pejabat Eselon III di Hngkungan 
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Sekretariat Jenderal dan Staf Pullahta dengan lingkup kegiatan melakukan 

sosialisasi gender keseluruh Kantor Wilayah untuk para pejabat struktural, 

Kopala UPT dan staf. 

Tabe!Ll 

Matrik Pelaksanaan PUG di Dep.Hukum & HAM RI Tahun 2002 s/d 2008 

Tbn. Prognm f Sa""'"/Obyek T"Ujuan -~ Output/Outoome 

2002 ··-
l>rogram PUG Bid, ~ Hakim Pemahnman Meml:mka 'Wawa..:m 

Hukum pd jajaran - Pcjabat Pusat/ Konsep Gender para Hakim & pejabat 

D;..-p. Kchakiman Daernh pus:.ll I dacrah "'"' menambah 

pengctahuan tlg 

gender 

2003 Program PUG Bid. - Aparntur HukW1l di - Menyamakan Meningkatnya 

Hukum pd jaj&ron Jingkung.an -Dcp. pcfSCpSi dWl pemahaman matcrl 

Dep. Kehakiman Kehakittum pemalw.mllll Gend~ bagi Aparatur 

{Cakim.. Tan1na tcnll'lflg lmnscp llukum. 

AKrP. Taruna dasar gender 

AIM) """" 
- Dharma Wuni\3 implcmentasinya 

Unit Utama di Bidang 

- Pepwni di IO Hukum 

Kanwil Depkeh 

2004 l'rogrnmPUG - Pejabat Eselon U1 - Membangun - Da'Pat memahami 

Bidaog Hukum & lV Pusat/Daers:h komittucn Hukum, Kebijakan 

pada jajwun Dep. - Widyoiswara bcrs<mla untuk danl'rogrnm 

Hukum dan HAM - Pn.raStaf mela:kuluin Pembangunan yang 

Depkumham kegiatan PUG berlcadil:m Gender 

- Putro/putri pegnwai dalam :rangka - Meningkabl.ya 

Depkumham mewujudkan kesadaro.n gender 

-Dharma Wanita Visi dan Misi paraAparot 

UnitUtruna Depkumhum dilingkungan Dcp. 

- 8 Kantor Wihxynh ,... ... Hukum&HAM 

Dcpkumbam terwujudnya • Terwujudnya alat & 

Supremasi metode untuk 

Hukumyg melakokan PUG. J berkcadilan 
'--
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2005 Program 

Penguatan 

Kctembagaan 

Pengarusut<unaan 

Gender d;ln 1\nak 

2006 Program 

Penguat.an 

Kelembagaan 

ll'engarusutamann 

Gender-dan Anak 

··-~ 

tEselon lll -P-<:jaba 

&I 

·!'am 

sejabo 

V PusatJDacrah 

KcpalaUPT 

tabek 

, ·Para Staf 

kumham I Dep 
I 

• Pultal putri pegawai 

umham D<.vk 
- Oharm 

Vn 

a Wan!ta 

it Ulama 

ntor Wilayah - l3 K.il 

Dop kumhmn 

bat F.selon III - Peja 

&IV 

Pusnt 

Uni:l Utama, 

dan Dacr.lh 

at Esclon ll, 

IV dart Staf 

~ Pejab 

Ill, 

di9 

Dep 

Kantorwi!ayah 

kumham 

6 

- - --
Gender 

- Mcmbangun - Meningkatnya 

komitmcn Kcsetarnan Gender 

bersama untuk Aparatur diling-

meJakukan kungan Depkumham 

kL"gial.an PUG - Mcningkatnya 

dalum l11Ilgka koalitas pcnyu\uh 

mev.11judknn hukum yang :;ensiUf 

Visi dan Misi g.;nder 

Depkumham - Terwujudnyajuminb 

yaitu tt.•r..,,..u•Jdnya Aparatur Dep. 

supmmasi Hukum & HAM yg 

Hukumyang berkcsetaraan Gender 

berkcadilan . Tersusunnya PUG 

Gen<l.> dim pcrencanaan d 

prog. Pembangunan 

hukum yg rcsponsif 

gender. 

-Mcmbangun -®pal 

komltmen bersama menGCfnbangltan 

untuk melakuknn kemampuan yang 

PUG mela.lui dimiliki dan dapat 

.rosialisasl KlE & memfasilitasi 

bcdah kasus. pclalihan berikutnya 

serta dapat 

mcnyelengga.ralmn 

kcgiatan PUG 

d<."tlgt<!t anggamn 

masing-masing lllliL 

- Mcmaharoi prosedur 

k langkah-langhh 

dlm mewujudkan 

K=lru'aan& 

Keadilan Gmder 

dim bidang hukum, 

- Sctiap issu gender 

mulai tahap 
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-
Perencaoaan, pclaksa 

na.an. Jlemantauan 

& ¢Vfl)uasi cia pat 

di implementasil<an 

da!am ket»jakanlprt>-

gram kegiatan scsual 

hid tugas & fungsi 

ser.a kewcnangan rna 

sing-masing unit. 

• Dapal mcnyusun 

programlkcgiatan 

pernbangunan 

hukum yg responsif 

gcnder musing-

nms:lng Wlit. 

- Mcningkatnya 

pernahaman materi 

gender bagi Apamtur 

' Hukwn 
···----··· 

2007 Prognm - Pejabat F.::;elon Ill - Mcmbangun - dapat 

PengwWu> & IV Unit Utama, komitmen met1gemba.ngkan 

Kelernbagaan Pusut dan Daernh bersame lremampuo.n yang 

Pengarusutama<m - P~nbat Ese!un u. untuk dimiliki dan dapal 

Gender dan Anak IU.lV dan Stafdl mefakuka.n memfasilitasi 

9 Kantor wiiayuh kegiatan PUG pelatihan 

Depkumham dalam rangka berikutnya serta 

mewujudkan dapat 

Visi dan Misi mcnyclenggaraka 

Deplwmham n keginlml PUG 

yaitu dCllgnn angg;nn 

terwujudnya masing-mMing 

Supmnasi unit. 

Hukum yg 

berkeadilan 

Gender. 

200& - - 11 unit uWna - - Pcmbentubn 

Penguatan Depkumham ire!ompok kcrja 

Kelembagaan pada 11 Wlit 
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Cl=~l 
Surnbc:r. Dtrt:l Tabulasi Program PUG di Sekretariat Jenderal Dq>hukHAM 

Secara. garis besar pelaksanaaa kegiatan PUG dalam kurun waktu tujuh tahun 

terakbir oJeh Departemcn Hukum dan HAM baru sampai pada tahap sosiaiisasi 

dan be\um pada integrasi secara penub daiarn kegiatan Departemen Hukum dan 

HAM. Namun, efektifitas sosialisasi tersebut masih perlu dite1aah lebih s.eksa:ma 

mengingat kegiatan PUG sendiri sudah menjadi semacam tuntutan zaman dengan 

tujuan yartg juga mulia yaitu keselaraan gender dalam setiap aspck kehldupan 

man usia. 

1.2 Perumosan Masalab 

Dengan dlsosialisasikannya program PUG di iingkungan Departemen Hukum 

dan HAM, diharapkan tercipta Jrondisi dimana muncul kesadaran akan kesetaraan 

gender di lingkungan kerja Departemen Hukum dan HAM. Dengan begitu, 

diharapkan pada perkembangannya, tidak akan ada lagi diskriminasi dan bias 

gender di Departemen Flukum dan HAM, maupun dalam produk-produk 

peraturan·perundangan yang dikeluarkan o!eh Departemen Hukum dan HAM. 

Tahapan lregiatan sosialisasi program PUG di Departemen Hukum dan HAM 

telah berlangsung dalam kurun waktu hingga tujuh tahun anggaran, yaitu sejak 

tahun 2002. Namun belwn ada upaya untuk meneiaah apakah kegiatan sosialisasi 

yang dilakukan selama ~i telah cukup efektif atau tidak. Oleh kanma itu 

diperlukan suatu studi mendaiam Wltuk mencari tabu seberapa efektifkah kegiatan 

sosia!isasi program PUG di Departemen Hukum dan HAM. Sebingga dapat 

diketahui kegiatan sosialisasi mana yang paling berdampak positif dan 

memberlkan basil. 

Da!am melakukan penelitian, pene!iti merujuk peda pene!itian sebe!umnya 

yaitu penelitian yang betjudul "Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar 

Lampung MeJalui Media Massa Cetak" yang dilakukan oleh Feni Rosalia dalam 

rangka penelitian mandiri kerjasama DIKTI-Universitas Lampung pada tahun 
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2007. Penelitian tersebut dijadikan sebagai acuan untuk sudut pandang SQSialisasi 

kebijakan. 

Da1am peneliHan tersebut Feni RosaJia memiliki persamaan pandangan 

dengan peneliti di dalam melaksanakan penelitian, yakni meneliti dalam hal 

sosialisasi kebijakanlprogram pemerintah. Namu~ sosiarisasi kebijakan daJam 

penelitian tersebut mengambil sudut pandang kerjasama antara pemerintab dengan 

media massa. khususnya media cetak Serlangkan dalam penelltian ini~ skema 

sosialisasi kebijakan tidak rlifokuskan pada media cetak saja meJainkan hampir 

sem.ua media sosialisasi yang dimugkinkan seperti seminar, lokakarya. brosur dan 

lain sebagainya. Hal yang membedakan lainnya adalah contoh kasus yang 

diambil, dimana Feni Rosalia mengambil kasus kebijakan pemerintah kota Bandar 

Lampung yang diJakukan melalui media cetak l'anpa secara spesifik menyebutkan 

kf:bijakan dalam sektor apa. Sedangkan dalam penelitian in~ peneliti 

memfokuskan penelitian pada sosiaJisasi program Pengarusutamaan Gender di 

Departemen Huk.um dan HAM. 

Hasil penelitian dari Feni Rosalia menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan 

pemerintah kota Bandar Lampung lewat media cetak sudah hetjalan dengan baik 

namun kurang erektif kurena tidak semua masyaral<at kota Bandar Lampung 

membaca surat kabar setiap hari, terutama bagi mereka yang tinggal di pelosok. 

Rekomendasi yang dihasilkan antara Jain perlunya pemerintah kota Bandar 

Lampung melakukan diversifikasi media sosialisasi, disamping itu agar 

penyampaian sosialisasi ~ewat media cetak .lebih efektif,pemerintah perlu 

mendorong pembangunan infrastuktur hlngga ke peJosok kota. 

Peneliti juga merujuk pada penelitian oleb Yudhy Cbaerudin yang 

mengambil tema "Efektifitas Penyelenggarnan Diklat Ke:samaptaan bagi Petugas 

PAS", untuk ditinjau dari segi strategi efektifitas program yang dilaknkan oleh 

sebuah institnsi pemerintahan. DaJam penelitian terselmt Yudhy Chaerudin 

meneliti efekti!ilas pelaksanaan Diklal Kesamaptaan dilihal dari basil (result) 

ped<embangan pengatahuan dari pesem diklat sebelum dan sesudah mengikuti 

diklat, serta respons peserta atas materi dan kurikulum yang disampaikan. Hasil 

penelitian dari Yudhy Chaerudin menunjukkan bahwa kualitas pengajar/pemateri, 
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skema pengajarao serta materi ajar perlu ditingk:atkan Iagi sesuai dengan 

l<ebutuhan di lapangan. 

Berdasarkan pene1ilian sebelmnnya tersebut:, maka peneliti tertarik: untuk 

mengambil tema penelitian terkait efektifitas sosialisasi sebuab program kebijakan 

di institusi pemerintahan, sebingga adapun pertanyaan peneJitian yang diajukan 

oleb peneliti adalah: 

I, Bagaimanakah efektifitas kegiatan sosialisasi Program Pcngarusutamaan 

Gender di lingkungan Departemen Hukum dan HAM? 

2. Faktor-faktor apa saja yang rnempengaruhi efektifitas sosialisasi program 

Pengarusutarnaan Gender di Hngkungan Departemen Hukum dan HAlvl? 

1.3 Tujuan Penclitian 

Penelitian ioi bertujnan untuk : 

1. Mengetahui tingkat pencapaian dan efektifitas: dari kegiatan sosialisasi yang 

telab dilakukan. 

2. Mengungkapkan filktur-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas 

sosia1isasi program PUG di lingkungan Departemen Hukum dan HAM. 

1.4 Maufaat Peuelitiao 

Manfuat yang dihampkan dati penelitian ini adalab : 

1. Secara Akademis 

Memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektiftas 

penyelenggarnan sosialisasi Program Pengarusuts.maan Gender serta 

Kendala-kend:llamya. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini dihampkan dapat menjadi masuknn, khususnya bagi 

penentu kebijakan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI apekah 

pcnyelenggaraan sosiallsasi Program Pengarusutamaan Crt:nder sudah 

efektif dan sesuai dengan tujuan I sasaran yang diharapkan . Dengan 
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demikian akan timbul suatu pemikiran apakah pe-laksanaan sosialisa'ii 

pengarusutamaan gender yang ada perlu diperbaharui ataukah perlu ada 

pembenahan terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender itu sendiri di 

lihat dari hasil I output yang diharapkan selama ini. 

1.5 Sistematika PenuJisan 

Penutisan penelitian ini dihagi menjadi lima bab denga.n sistematis sebagai 

berikut: 

Bab pertama rnerupakan bab pendahuluan, terdiri dari fcnomena yang 

melatarbelakangi penelitian sehingga menjadi runmsan masalah yang akan diteliti~ 

!ujuan penelitian, kerangka pcmikiran yaog dikaitkan dengan tema penelitian, 

ruang lingkup penelitian untuk membatasi penelitian yang dilakukan serta 

ma.nfuat has.il penelitian. 

Bab kedua berisi teori atau konsep yang dijadikan sebagai Iandasan berpikir 

serta analisls terhadap perrnasalahan di lapangan. Tcori Efektifitas Organisas4 

Teod Sosialisas~ faktor-faktor serta Konsep-konsep Gender digunakan sebagai 

pijakan pengetahuan yang mendasari pelaksanaan program dan kegiatan yang 

dimaksud. Tinjauan teori terschut bersumber dari buku~buku pul:>taka, laporan 

penelitian serta artikel-artikel dengan menjelaskan definisi..definisi konsep kunci 

dan kcterkaitan antar konsep tersebut. yang dlgunakan sebagai dasar teori untuk 

melakukan pembahasan. 

Bab ketiga merupakan metodologi dan metode yang digunakan untuk 

rnelakukan penelitian • Pendekatan pene1itian yang digunakan dengan pendekatan 

kualitatif. Secara konkrit jenis penelitian adalah kualitatif-deskriptif. Bab ini juga 

menjelaskan teknik pengumpulan dan pengolahan data serta infonnan yang akan 

diwawancarai. Dalam memaknai data, peneliti menggunakan anaUsis data 

kualitatif menggunakan data kualitatif serta mengungkapkan keterbatasan 

penelitian yang dimiliki. 

Bab keempat menjabarkan Gambaran Umum Lokasi Penelitian serta 

mcmbabas basil peneHtian mengenai efektifitas penyelenggaraao sosialisasi 
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program dan kegiatan pengarusu-aan gender di Deprutemen Hukum dan HAM, 

proses, scrta menjelaskan faktor-fuktor yang timbul dari pclaksanaan program 

terse but. 

Bab kelima menguraikan secarn. singkat kesimpulan peneliti mengenai hasil 

penelitia.n dan memberikan saran kepada pihak-pihak yang teriroit dalam proses 

pelaksanaan program dan kegiatan, dengan harapan agar kendala~kendata yang 

selama ini timbul dari peluksanaan sosiaUsasi tersebut dapat diminimalisir. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Gender Dalam Pembangunan 

Setiap pemerintahan dalam suatu negara bertanggung jawab terhadap 

keJangsungan pembangunan negarn baik secara politik, ekonomi. sosial 

kema.syarnkatan maupun hudaya. Pembangunnn juga harus menjunjung tinggi 

nilal-nilai kcadilan dan pemerataan sebagai aspek penting. Namun sedngkali 

dttemui bahwa tenJapat ketimpangan~ketirnpangan baik dari sisi perencanaan) 

impleruentasi hingga hasH pembangunan. Apabila indikatomya secara kcmajuan 

ekonomi, maka akan ada daerah yang berhasil (kaya), ada pula daerah yang 

tertinggat (miskin). Begitupun dalam petspektif gender dimana pembangunan 

belum menyentuh kcadiian antara laki-laki dan pcrcmpuan. Agar pembangunan 

dapat mencapai sasaran dan tujuannya diperlukan pendekatan yang lebih tepat dan 

tidak bias. 

Gender mengidentifika'lli hubungan sosial antara laki~laki dan perempuan) 

yang tidak: ditetapkan oleh perbedaan blologis. tetapi lebih dipertajarn oleh 

pembedaan pembeJajaran dan nila.i-nilai budaya (Hastuti, 2004). Pembedaan 

biologis menetapkan apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilakuk:an oleh 

perempuan di mata masyarakat. Koentjaraningrat (1974) menyatakan bahwa niJai 

budaya adalah faktor mental yang menentukan perbuatan seseomng atau 

masyarakat Gender yang didasarkan pada pembedaan nilai-nilai menentukan 

peran perempuan dalrun semua aspek keh.idupan, termasuk dalam hal 

pembangurum di suatu negara, Di banyak negara di dunia; termasuk di Indonesia, 

budaya patriarki (dominasi laki-lak:i terhadap pcrempuan) masih sangat kenta~ 

sehingga peran perempuan secara aJamiah diminimalisir. Bahkan pada konteks 

budaya dan bangsa tertentu~ peran perempuan secara sistcmik ditekan dan 

diminimalisir. 

Konsep keterkaitan antara gender dengan administrnsi publik teJah dlajukan 

oleh banyak ahH dan kemudian menjadi salah satu wacana penting sejak tahun 

1992, salah satunya dengan dimasukkanyya isu gender dalam ensiklopedi 
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pemerin1ahan dan politik yang diterbitkan di Eropa., maupun studi-studi yMg 

dilakukan oleh Bank Dunia sejak tahun 2000. namun, secara umurn, isu gender 

dalam adminis:trasi publik: dan pembangunan belumlah menjadi isu pokok. Hal ini 

auta.ra lain ditunjukkan dari belum hadirnya isu gender dalam salah satu buku 

pegangan umum dalam administrasi publik yang diterbitkan tahun 1996 

(Nugroho, 2008). Wacuna gender dalam administrasi publik pun amat terbatas, 

dan sebagian besar berkisar pada women and po/ilics alilu gender and politics. 

Untuk ito, pendekalan gender dan pembangunan (GDP) mengacu pad a dcsain 

program yang mengintcgrasikan dan lebih rnengutarna.kan aspirasi; kebutuMn dan 

minal dari gender (baik laki-laki maupun perempuan) dalam semua aspek 

pembangunan (VH.alya, 1995). Oleh karena itu perencanaan dan implementasi 

program-program pembangunan dikembangkan dengan lebih berpihak pada 

kebutuhan strategis gender. Sedangkan pendekatan perempuan dalam 

pernbangunan (PDP} didesaio untuk menjembatani kesenjangan antara laki~laki 

dan perempuan dalam semua aspek pembangunan. Perbedaan antara kedua 

pendekatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini 

Tabelll.l 

Perbedaan GDP dan PDP dalam Pengarusutamaan Gender 

ASPEK GDP PDP 
-· -- ~ 

Pcndekatan Dalam pcmbangunan, pcrempunn Sumber masalah terletak pada model 

dianggnp bcban pemban:gunan itu sendiri 

Fokus Pcrempuan Pol a rclasi pcn:mpuan dan lakl~laki 

Masotah Proses pcmbangunan tidak Relasi kekuasaan yang tidak seimbang 

mcnglkutscrtaktm perempuan (kaya-miskln, perempuan-laki lllki, 

ncgara-masyttrakat) yang 

mcnyebabkan pcmbnngunan tidak 

adil, yang tidak mengikulsertakan 

perentpuan seau:u optinml 

Tujuan Pembanganun yang !etlib efektif dan Pembangunan y.mg adil dan 

merata berkcsinambungan deng:m percmpuan 

dan laki-lakl sebagai pengarnbil 

kepulusnn 

Sclusi Mengintcgrnsikan pcnnpmm da!am proses I Pemberdayaan pcrempuan marginaL 
~~-
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StraLegi 

pcmbnng:unan dan mcmbetdeyakan 

pcrompu;m yang tersisitt dalam 

pcmbangunan 

• MemllSukkan pen;mpuan dalam 

semua nspck perencanaan proyck 

• Pruyckwproyek khusus untuk 

pcNinpuan 

• Meningkalkan protluktlvita.s 
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mcogub<ili pola relasi pcrempuan dan 

1aki-Jaki yang ticlak seimbang 

• Mengldentifikasi kcbutuhan 

praktis sebagaimana y11ng 

difor.nulasikan oieh pcrempmm 

dan [aki-lnki un!.uk mcningkatkan 

kualitas kehidupan mcrekn 

perempuan • Mennnttani kcpcnlingan s\!'<ltcgi." 

• Meaing,kutkan pcndap<dan pcrcmpu.11'1 percmpuan 

• Pcnlng,btan kclerampihm pcrempuan • Mengang(mi kcpentingan sir:~legis 

dan mclaksmmkan perm Lmdisi 

(rumuh tangga atau domc::.tik) 

kaum miskin melalui 

p•.:rntmngunan untuk manusia, dan 

perempuan secara terpisa.h • Mengurangi beban kCJja tradisi 

perempunn 
_ ___!_,_<~~ , __ _ 

Sumber; Endang Lestrui. Hastuii, fit'Jf1tbatan Svsio1 Hudayu dalam Pengamsmamaan Gender di 

l11donesia.Bogpr: Puslitbang Sosek Pertanian, 2004. hal 4 

Caplan (1978) mcnegaskan bahwa perbedaan perilaku antara perempuan dan 

laki-laki, sclain disebabkan oleh faktor biologis, sebagian besar justru terbentuk 

dari proses sosio dan kultural. Olch karena itu gender dapat berubah dari waktu ke 

waktu, tempat ke tempat bahkan antar kelas sosial ekonomi rnasyarakat. 

Kesadarnn gender berarti bahwa laki-!ak.i dan perempuan bekerjasan1a dalam 

suatu keharmonL'1Hn cara, memiliki kesamaan dalam hak, tugas, posisi. peran dan 

kesempatan., dan menaruh perha.tian terhadap kebutuhan~kebutuhan spesitik yang 

saling memperkuat dan molengkapi (Vitalaya, 1995). 

Pengarusutamaan gender (PUG) menjadi wadah, saluran sekaligus 

mekanismc yang tepat agar isu gender dalam ranah publik ditempatkan secara 

proporsional. Konsep PUG scndiri, nantinya akan sangat ditentu.kan oleh 

bagaimnnakah administrasi dan kebijakan publik yang diambil. Keterkaitan ini 

dapat disirnak dalam gambar berikut ini: 
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Gambar II. I 

Peran Strategis Administrasi PublikDalam PUG 

Isu Gender 

I Perilaku warga I 
' T 

I Sistem Nilai Bersama I 
Sumber: Riant Nugroho.Ge.nder dan Administrasi Publik. Yogyak:atta: Pustaka Pclajar. 

2008. hal127-128 

Dad gambar tersebut nampak babwa administrasi publik sangat strategis 

peranannya dalam mengarosutamakan gender, karena fimgsi pokok dari 

administrasi publ!k adalah merumuskan kebijakan publik. yaitu kebijakan yang 

mengikat seluruh warga tanpa kecuali. Dengan menjndikan administrasi publik 

scnsitif gender, m.aka proses PUG selanjutnya relatif dapat berjaian lebih cepat 

dan efektif. 

Kebijakan yang sensitif gender adalah kebijakan yang meneerrninkan 

kepentiugan laki-laki dan perempuan secara setara (Syaifudin dalam Hastuti, 

2004). Di dalam lingkup publik, sumber daya dialokasikan melalui kebijakan 

publik. Alokusi somber daya dalam lingkup publik pun sayangnya belum terbulcti 

memberikan kesempatan yang sama berdasarkan gender. Pilihan-pilihan serta 

partisipasi perempuan dalam proses kebijakan sangat1ah terbatas akibat dari 

proses sosialisasi yang selama ini berjalan, menyebabkan perempuan harus 

melewati jalan yang penuh riotangan untuk masuk ke daiam dunia politik dan 

kebijakan. Politik dan kebijakan dipercayai sebagai dunianya laki-laki. 

Bahkan timbul anggapan bahwasanya memasuld dunia ini adalah hal yang 

tabu karena melanggar kodrat perempuan. Oleh karena itu berbagui program 
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kebijakan dari pusat harus ditelaah apakah sesuai dengan kenyataan di dalam 

masyarakat Norma yang selama ini dijadikan acuan harus ditinjau ulang, agar 

kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran. Penyeragaman kebijakan tidak dapat 

dilaksanakan karena pe:ran gender berbeda baik itu antara tempat, waktu dan 

kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada. 

Pada tingkatan terakhir adaiah terciptanya sebuah sistem nilai bersama yang 

kondusif dan pro kepnda tata kelola pemerlntahan yang baik (good governance). 

Pada intinya, kualitas kesetaraan gender daiam sektor pembangunan akan bcrjalan 

paralel dengan tingginya kuafitas good governance, yang salah satunya ditandai 

dengan rendahnya tingkat korupsi (Nugroho, 2008). Apabila kondisi tersebul telah 

tercapai. maka akan semakin vital posisi konsep kesetaraan gender di berbagai 

bidang kehidupan bernegarn. 

2.2.Efektilitas Organisasi 

Etzioni (1964) menyatakan bahwa eli:ktifitas dapat dinyatakan sebagai 

tingkat keberhasilan organJsasi dalam usaha untuk mcncapai tujuan atau sasaran. 

Sasaran atau tujuan sendiri masih menurut Etzioni adalah suatu keadaan yang 

ingin dicapai olch suatu organisasi dalam jangka waktu yang panjang ataupun 

jangka pendek. Sasaran merupakan salah satu aspek yang dapal digunakan 

sebagai acuan dalarn mengukur efektifitas organlsasi dalam hal pelaksanaan 

kcinginan yang diwujudkan dalam suatu program. 

Sedangkan Bustomi sebagaimana yang dikutip oleh Pujatmiko (2007) 

mendefinisikan efektifitas sebagai keterkaitan antara tujuan dan hasH yang 

dinyatakan dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan 

dengan hasH yang dicapai. Berkaitan dengan efcktifitas organisasi~ Chung & 

Megginson (2000) memberikan definisi efektitilas sebagai bcrikut : 

"An organization's ability to realize its multiples (.<::uch as profit 
productivity, employee satisfaction, social respomibility, financial 
stability, and so fort) and ils ability to adapt and survive in a changing 
environment (through adaptability, environmental control, survival and 
sa fort". 

Unive:rsltas Indonesia 

Efektivitas Sosialisasi..., Lisca Presylia W., Pascasarjana UI, 2009



18 

Konsep efektifitas organisasi sccara langsung mempengaruhi basil akhir dari 

suatu manajemen kerja. Menurot Annstrong (1994) konsep tersebut antara Jain: 

• Kebutuhan akan keje!asan tentang sttategi dan nilai~nUai 

• Pentingnya menyediakan saluran untuk komunikasi dua arab 

• Memperoleh manfaat dari operasi sebagai suatu pelajaran organisasi 

Selanjutnya Gibson (1984} menjabarka11 kriteria efektifitas suatu organisasi 

kedalam tiga indikatOI' yang didasarkan pada jangka waktu, ya'itu: 

" Efektlfitas jangkn pendek: produksi, efisiensi, kepuasan 

• Efektifitas jangka menenguh: kemampuan adaptasi diri~ dan 

pengembangan diri 

• Efektifitas jangka panjang: keberlangsungan a tau hidup baru 

Seperti yang tercantum dalam skala efektifitas jangka pendek, efektifitas 

dalam organisasi merupakan konsep yang sering bcrgandengan dengan efisiensL 

Namun kedua konsep ini merupakan konsep yang berJainan, walaupun keduanya 

saling melengkapi. Efektifitas organisasi menganduug makna yang lebih luas dan 

bahkan memasukkan efisiensi sebagai salah satu kriteria keefektivitasan 

organisasi_ Efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teQri 

organisas~ karena marnpu memberilam gambaran mengenai keberhasHan 

organisasJ dalam mencapai sasarrumya. Tetapi pengukuran efcktifltas organisasi 

bukanlah suatu hal yang sederhana. Pengukuran efek:tifitas dHakukan dengan 

acuan berbagai bagian yang berbeda dari organisasi. 

Disarnping itu, menurut Barnard, sebagaimana dikutip oleh Prawirosentono 

(1999) pengertian efektif dan efisien dikaitkan dengan sistem keJjasarna seperti 

dalam organisasi perusahaan atau lembaga pemerintahan sebagai berikut: 

HE.ffectiveness of Cooperative effort relates to accomplishment of an 
objective of the system (1.TU}. it is detennined with a view to the system ~s­
requiremenJ_ The efficiency of a cooperative system is the resultant of 
the efficiency of the individuals fomishing the constituenJ effort, that is, 
as viewed by them". 
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Dengan demikian etek:tifitas organisasi adalah kemampuan organisa..si untuk 

dapat mewujudkan berbagai tujuan dan kemampuannya untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya sehingga organis!ISi tersebut daplll hidup. Efektif 

mengandung mengandung pula pengertian kualitatlf sedangkan efisien hams 

selalu bersifat kuantitatif serta dapat diukur (measurable). Efektif juga diartikan 

lebib mcngarah k:e pencapaian sasaran. 

2.3. Komuoikasi Organisasi 

Pace (2000) mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai pertunjukan Uan 

pcnafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian-bagian 

dari sualu organisasi tertentu. Sedangkan Goldhaber (1990) menyalakan bahwa 

komunikasi di dalam suatu organisasi adalah suatu proses penciptaan dan 

pertukaran pesan didalarn sebuah jaringan yang saling berhubungan dan 

bergantungan satu sama lainnya agar dapat menyesuaikan diri dengan faktor 

ketidakpastian kondisi yang ada lingkungan sekitar. Berikut ini adalah sistem 

komunikasi organisasi yang pada umumnya ditemui. 

Gamlr.lrU.l 

Sistem Komuoikasi Org:anisasi 

Unit komunikasi (aran,e d.ahnnjabatwl} suaru hlmrki 

Sumber: Wuync Pace, Komunikasi Orgoniwsl. Ba.ndung: PT Rcmaja Risda Karya. 2000. hal 31 
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Dari gambar tersebut. komunikasi dalam suatu o.rganisasl dipengaruhi oleh 

struk:tur dari organisasi itu sendirt Struktur menurut teori klasik dihagi menjadi 

dua jenis yaitu lini dan staf. Sttuktur iini menyangkut salura.n-saluran kewenangan 

organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan utarna organisa'ii, fungsi­

:fimgsi utama dari organisasi formal dan mnyediakan alirnn langsung komunikasi 

organisasi fonnaJ. Sedangkan struktur staf menunjukkan jabatan-jabatan yang 

memberikan bantuan kepada jabatan lini untuk melaksanak:an pckerjaan mereka 

dengan leb1h baik yaitu dengan cara membcrikan nasehat; bantuan dan pela.yanan 

(Pace and Paules, !998). 

2.4. Komunikasi dan Sosialisas.i Kebijabn Publik. 

Pengertian .. sosialisasJ" adalah suatu mekanisme penyampaian infonnasi 

mengenai sesuatu hal kepada masyarakat atau sekelompok orang tertentu melalui 

berbagai pola dan bcntuk: kegiata~ baik secara langsung maupun tidak langsung 

,Dengao mekanisme lni, masyarakat menjadi tahu bahkan memahami snatu hal 

yang mereka belum ketahui. Sebagai tindak Janjut atas infonnasi tersebut 

diharapkan dapat dijadikan referensi dalam pengambiJan keputusan. Pada 

hakekatnya k.egiatan sosialisasi merupakan bagian dari proses komunikasi dalam 

rangka peningkatan kesadaran pemahaman sesuatu- hal (Aziz, 2006). Pengertian 

komunikasi itu sendiri secara umum mengandung makna bersama-sama 

(common) yang berasal dari bahasa latin "communicatio" yang berarti 

pemberitahuan atau pertukam (Trenholm, !996). 

Seperti yang teJah dijeJaskan bahwa kegiatan sosialisasi sebagai proses 

komunikasi sangat erat kait.annya dengan disiplin ilmu komunikasi, yang menurut 

Scoot (2000) dipengarulli oleh 5 (lima) fu.ktor, yaitu: 

L the Act (Perbuatan). 

Perbuatan komunikasi menginginkan pemakaian simbol-simbol atau 

lambang yang telah disepakati dan dimengerti dengan balk dalam 

hubungan-hubungan antar manusia. Pada umumnya lambang-lambang 

tersebut dinyatakan dalarn bahasa atau dalam keadaan tertentu tanda-tanda 

lain dapat dipergunakan. 

Universitas Indonesia 

Efektivitas Sosialisasi..., Lisca Presylia W., Pascasarjana UI, 2009



21 

2. the Scene (Adegan). 

Adegan sebagai saJah satu faktor dalam komunikasi menekankan 

hubungannya dengan lingkungan komunikasL Adegan ini menjelaskan apa 

yang dilakukan. simbol apa yang digunakan> dan arti darj apa yang 

dikatakan. Dcngan pengertian ini adegan merupakan apa yang 

dirnaksudkan yakni sesuatu yang akan dikomunikasikan dengan mcla!ul 

simbol apa. sesuatu itu dapat dikomunikasikan. 

3. the Agent (Pelaku) 

Para individu yang mengambil bagian dalam bubungan komunikasi 

dinamakan pelaku-pc1aku komunikasi. Pengirim dan penerima yang 

terlibat dalam hubungan komuolkasi ini, adalah contoh dari pelaku-pelaku 

kornunikasi tersebut dimana peranannya seringkali saling menggantikan 

dalam situasi komunikasi yang berkembang dan bersifut interaktif. 

4. the Agency (Perantara). 

A1at-a1at yang dipergunakan dalam komunikasi dapat membangun 

terwujudnya perantarn itu. Alat-alat itu selain dapat berwujud komunikasi 

Hsan. tatap muka. dapat juga merupakan alat komunika.si tertulis scperti 

surat perintah, memo~ buletin, nota., surat tugas dan lainnya yang sejents. 

5. the Putp<>se (Tujuan). 

Terdapat empat macam tujuan komunikasi yaitu: 

• Tujuan fungsiona1 yaitu tujuan yang secata pokok bermanfitat 

untuk. mencapai tujuan-tujuan organisasiltembaga 

• Tujuan manipulasi dimana tujuan ini dimaksudkan untuk 

menggerakk.an orang-orang yang rna~ menerima ide-ide yang 

disarnpaikan baik sesuai ataupun tidak dengan nilai dan sikapnya 

sendiri. 

• Tujuan keindahan yang dimaksudkan untuk menciptakan tujuan­

tujuan yang bersifat kreatiE Komunikasi ini dipergunakan untuk 

memungkinkan seseorang mampu mengungkapkan perasaan 

sesoorang yang akan diwujudkan dalam kenyataan. 

• Tujuan keyakinan yang bermaksud untuk meyakinkan atau 

mengembangkan keyak.inan orang~orang pad a lingkungan. 
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Pada hakekatnya sosialisasi merupakan penyampatan informasi dengan 

melipatgandakan pihak-pihak penerima pesnn (receiver) yang dalam hal ini 

adalah publik, dimana pubHk yang rerdiri dari banyak individu memiliki skala 

intelektualitas yang berbeda Sebagal contoh. seseorang yang berpendidikan 

seko!ah dasar den gao universitas lentu saja berbeda dalam menanggapi sosialisasi 

tentang pengarusutamaan gender. 

Dari pengcrtian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosiallsasi 

dibedakan dari kcgiatan komunikasi antar persona {interper:umal communication) 

dtmana komunikasi antar persona merupakan proses pcnyampaian informasi, 

gngasan dan sikap ;Jari seseor.ang kepada orang lain. Kegiatan sosialisasi 

pengarusutamaan gender Iebih cendenmg pada proses komunikasi yang bersitat 

massal (mass communication), dimana perbedaannya dengan komunika.si antar 

persona adalah sebagai berikut ; 

L Sumber (pelaksana) komunikasi massa dibadapkan pada suatu 'beban, tugas 

yang berat dalam menyampaikan gagasan kcpada audiens. Hul ini teljadi 

karena beragamnya audiens dari kegiatan sosialisasi terscbut. Para pelaksana 

komunikasi massa secara demografis mungkin saja mengctahui usia raUHata,. 

kondisi ekonomi mapun Iatar belakang pendidik.an audi_ens secara rata-rata, 

namun pelaksana komuni.kasi tidak akan tahu secara pasti tingkah laku 

individu para pembaca,. penonton atau pendcngamya. 

2. Dibandingkan dengan komunikasi antar persona, feed back (umpan balik:} 

komunikasi massa Jebili sukar diperoleh. 

3. Audiens komunikasi massa dibandingkan komunilrnsi antar persona Iebih 

besar kemungkjnannya menyalahartikan pesan komunikasi melalui selective 

attention, perception dan retention. Dalam selective attention,biasanya 

seseorang cenderung mengckspos dirinya terhadap hal-hal yang dikehendaki 

Dalam selective perception, individu yang berhadapan dengan suatu 

peristiwa komunikasi akan cenderung untuk menafsirkan komunikasi sesuai 

decgan pra~konsepsi yang sudah dimiliki sebetumnya. Hal ini erat kaitannya 

dcngan kecenderungan berpikir secara stereotype. Sedangan selective 

retention, pernahamnn seseorang kecenderungannya akan dipengaruhi oleh 
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daya ingat dari individu yang benninat terhadap rnasalah tertentu yang 

memang ingin diingat 

4. Datam sistem komunikasi massa jauh tebih rumit dibandingkan dengan 

komunikasi ant.ar persona, mengingat gagasan dari kegiatan sosialisasi 

merupakan produk bersama dan akan mendnpatkan respon yang saling 

berbcda bahkan dapat sating bertcntangan. 

2.5. Efcktifitas Sosialisasi Kebijakan Publik 

Efektifitas dalarn melakukan sosialisasi suatu program atau kebijakan 

meliputi seberapa baik jawabao yang didapat atas pertanyaan-pertanyaan berlkut: 

1. Apakah sosiaHsasi yang akan atau telah dilakukan memang 

diperlukan? 

2. Bagaimuna sosialisasi te:rsebut dilaksanakan secara efisien? 

3. Apak.ah basil sosialisasi tersebut efektif dalam membentuk kesada.ran 

(wareness)? 

4. Seberapa banyak peserta ataupun target sosialisasi? 

5. Bagaima.namenentukan langk.ah-Jangkah sosialisasi selanjutnya? 

Sedangkan menurut Hoyle (2006) daiam penyelenggaraan suatu sosialisasi 

yang efektif; teriebib dahulu pcrlu didapatkan jawaban atas matrilr;s pertanyaan­

pertanyaan dasar dibawah ini yang dirumuskan kedalmn ko115ep 5 W (Why, Who, 

When, Where, dan What) sebagai berikut: 

l. Why (M<:ngopa)? 

• Menyampaikan manfaat event 

• Menjelaskan latar beiakang penyelenggaraan event 

2. Who (Siapa)? 

• Audiens: Nasiona~ Regional, Wilayah, Lokal 

• Bidang Profesi Audiens (Mahasiswa, Profcsiona~ PNS,dll) 

• Ketepatan event bagi audiens 

• Tingkat Pengalaman audiens (tidak sld sangat beq>engolaman) 

3. When (Kapan)? 

• Jadwal (run dawn) 
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•Waktu 

• Jurnlab 1-lari!Minggu 

• Jumloh!Tahun 

4. Where (Dimana)? 

" Kenyamanan 

• Akses Perja!anan 

• Ketersediaan Aiat Transportasi 

5. What (Apa)? 

• Jelaskan apa tujuan event 
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• Ungkapan apa harap.an-harapan penyelenggara dan pcserta (pada umumnya 

discbarkan dalam bentukjeed backfonn) 

• Jelaskan apa materi programnya 

Lebib lanjut, Duggan dan Banwel (2004) menyatakan bahwa efektifitas suatu 

penyebaran informasi dapat diukur dari setidaknya 1 (satu) dari 3 (tiga) indikator 

hasil yaitu: 

I. Peningkat.an pengetahuan spesiftk nudiens berkaitan dengan informasi yang 

disampaikan. 

Penyampaian informasl dan data mampu memberikan penambahan 

pcngetaiman yang stgnlfikan namun spesifik: terkait dengan konteks 

informasi. Pengetahuan yang bertambah antara Jain dapat diketahui dengan 

melaksanakan evaluasi sederhana semisal menanyakan ulang I konflrmasi 

perihal informa::;i yang dis:ampaikan. 

2, Perubahan da!am sikap mental audiens tcrhadap suatu hal tertentu. 

Suatu informasi juga dapat dikatakan efektifbilamana te:rjadi perubaban dari 

segi mental dan pola pikir audiens. Perubahan ini dapat dilihat dari 

bergesemya pola pikir dari per.;pektif lama ke perspektif bam, dari yang 

sebelumnya kontra terhadap suatu isu, menjadi lebih lunak: bahkan 

mendukung isu tersebut. Dan semuanya berkat adanya informasi yang 

diberikan. 

3. Perubahan sikap dan perilaku audiens dalam kurun waktu atau pcriode yang 

leblh panjang, 
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Audiens }'llllg perilaku kesehariannya berubah dikarenakan mendapatkan 

infurmasj tertentu menjadi indikator iainnya bahwa informasi yang 

disampaikan telah efektif dalam penyebarannya. Perubahan lni dapat diiihat 

dari tingkah laku illdividu sebelum dan sesudah mendapatkan suatu 

informasi tertentu. 

Alum tetapi ketiga indlkator hasil tersebut bukanlah faktor penentu untuk 

mengetahut a.pakah suatu intOrmasi telah tersebar atau tersosinlisasi dengan baik. 

Menurut Duggan dan Banwell, ada beberapa fak:tor kunci yang mempengaruhi 

sosialisasi I penyebaran informasi yang dapat dilihat pada gam bar berikut ini 

GambarU.3 

Fakfur-faktor yang Mempengaruhi Peoyebaran lnformasi 

Key factors 
Provider Recipient~ 

-/ ~ - / ..,,.., 
lffio,di:FnJieu Culnn.lc<:t!'!StRinl:s Pm:U:uednW~e Rec~ofmtd 
mt~Jru:· uf the irlfom11ti:ln far:ntwia\Gwh~e 

""""' "' s oc :io.. iK Cl1'lall. ic 

"'""""" {ll.ctal'$ Inlmtctian with Irlftm Uian stHI!ing 
ChUige ih~Jt.titl.!.dt 

., __ 
""~ 

""""'*' Oth.u ~Ol'lttlS 

""""''"'" Pm:icj.ll:!t Avrutnutci ReinfmemUJta£ 
txisti:lglmowltdgt tmoltf!!lltllt:intht ibfOlllii atian smm:ts 

con ""'"'"' 
R.uur<hbtUd W~s;;t> ,._ 
iafatm.ttilm. ch&J:lgt u' nSIJh. of 

new :infmm.1Lt:b:n\ 

Sumbcr! Fiona Duggan and Linda Banwdl, Camtrucling a model cf efftXlive inform(Jfion 

disseminatiOn lit a crisis, DBLP, Vofume 9, Number 3~ Aprif 2004 

Faktor-faktor tersebut tidak tcrsusun secara hirarkis, melainkan seimbang dan 

saling mempengaruhi satu sama Iainnya dalam kaitan efek:tif atau tidaknya suatu 

inforrttasi dapat «:rsebar dengan baik. Duggan dan Banwel kcmudian 
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mengelaborasikan faktor-fakror tersebut hingga menyatakan bahwa terdapat 3 

(tiga) faktor yang menjadi penghubung antara konsep penyedia/pemberi informasi 

dengan penerima infonnasj, yaitu: 

1. Kemauan dari audiens untuk menerirna pengetahuan atau infotmasi baru, 

dapat dikatakan bahwa scbagian besar publik/audiens 

berkeinginanlbcrkcmauan untuk mengetahui lebih mcndalam mengenai 

pcngarusutamaan gender, sehingga sangat membantu dalam efektifitas 

penyebaran informasi. 

2. Infonnasi yang disampatkan harus spesifik pada target tertentu dan tidak: 

bias atau tidak terarah. 

3. Pengaruh opinion leaders terbadap publik atas sesuatu informasi. Hal ini 

karena opinion leaders tidak hanya menyampailam informasi tetapi juga 

ma.mpu mempengaruhi dan menjadi contoh perilaku di da.lam 

Ungkungannya. 

nternal 

Factors 

GambarlL4 

Konstruksi Konsep Penyebanm Informasi 

External 

argetlng 

Information 
pinion 

Leaders 

Factors 

to accept 
new 
knowledge 

Internal 

Factors 

Snmber: Fiona Duggan and Linda Banwo!l, Col'iSinu:l;ng a nuHkl aj effective informmian 

disseminalifm in 11 crisis, DSLP, Volume 9, Number 3, April 2004 

Keseiuruhan faktor tersebut harus dipandang sebagai sebuah kcsatuan elcmen 

dan bukan terpisah salu sama lainnya. Untuk penyedia infurrnasi rnisainya, 

metode sosialisasilpenyebarnn yang digunakan harus scsuai dengan sasaran 
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penerima informasi tersebut. Siapa yang berperan sebagai opinion leaders juga 

harus diiclentitikasi sesegera mungkin dan digunakan sebagai sebuah sumber daya 

dalam strategi sosialisasi. Kesemuai itu berujung pada kondisi maks!mal untuk: 

penetimaan sehuah pengetahuan baru dengan keterHbat.an peserta dalam 

prosesnya. 

Bcgitupun ketika informasi sangat dipengaruhi nleh optmon leaders, 

sehlng,ga sebisa mungkin infonnasl tersebut harus mencermlnkan latar belakang 

budaya dan sosio-ekonomi sehingga interaksi dengan suatu informasi akan 

mempcngaruhi secara positif keinginan dari sasaran audiens unluk mengubah 

perilaku ataupun sikap mereka. 

2.6. Tujuan Sosialisasi Kebijakan Publik 

Hedebro da1am Nasution (2002) mencutat 12 peranan komunikasi dalam 

konteks sosialisasi program dan kebijakan publik yaitu antara lain: 

I. Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi pcrubahan dengan 

membujukkan nilai-nHai. sikap mentai dan bentnk perilaku yang 

menunjang modemisasi 

2. Komunikasi dapat mengajarkan keterampiian-keterampilan baru 

:3. Media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya 

pengetahuan 

4. Media massa dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang seolah­

olah dialami sendiri sehingga mengurangi biaya psilds 

5, Komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan stimulus untuk 

bertindak nyata 

6. Komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan nonna-nonna barn 

dari masa transisi 

7, Komunikasi dapat membuat orang lebih mau untuk berpartlsipasi dafam 

pembuatan keputusan di tengah kehidupan masyarakat 

8. Komunikasi dapat rnengubah struktur kekuasaan pada rnasyarnkat yang 

bercirikan tradisonal 

9. Komunikasi dapat menciptakan ras kehangsaan sebagai sesuatu yang 

mengatasi kesetiaan lokal 
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l 0. Komunikasi dapat membantu mayoritas popuiasi menyadari pentingnya 

arti mereka sebagai warga negara, sehingga dapat meningkatkan aktivitas 

politik 

1 1. Komunikasi memudahkan perencanaan dan irnplementasi program­

program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk 

12. Komun!kasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial dan po!itik 

menjadi suatu proses yang berlangsung sendiri. 

Dari pcnjelasan tersebut, tergambar arti penting komunikasi dalam rn.ngka 

mencapai keberhasilan program yang akan dijalankan. Melalui sosialisasi yang 

baik dan komunikasi yang efcktif antar semua efemen stakeholders kebijakan, 

maim program tersebut akan cepat dipahami, diinterpretasi dan dilaksanakan. Dan 

pada gilirannya., publik dapat mengevaluasi bersama dengan pemerintah atas 

berhasH atau tidaknya program kebijak:an tersebut. 

2. 7 .Jenis-Jenis Kegiatan Sooialisasi Kebijakan Publik 

• Publikasl 

Sosialisasi dl!a.kukan dengan metode-metode seperti pembuatan poster 

pengumwnan. penyebaran brosur, pamflet ataupun leaflet rada target 

audiens. Namun dcngan perkembangan teknologi internet, pub1ikasi juga 

dapat dilakukan melalui medium sepcrti e-mail, blog, intranet message, 

website dan lain sebagainya 

• Media Massa 

Pemanfaatan media massa dalam mcnsosialisasikan suatu kebijakan 

merupakan suatu hal yang lummh. Mekanismenya antara lain: 

o Media Cetak 

Misalnya memasang ildan di surat kabar, majaJah dan lain 

sebagainya. Mrulfaat yang didapat antara lain biaya yang Jebih murah 

dengan scgmen audiens yang sudah spesifik. 

o Media Eiel<lronik 

Misalnya memasang iklan di televisi. radio. internet dan lain 

sebagainya. Kendala yang rnuncu1 adalab biaya yang relatif maha1 
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{terutama untuk berildan di televisi). namun memang memiliki 

cakupan audiens yang luas dan masif apabila dibandingkan dcngan 

media cetak 

• Peiatihan, lokakarya dan seminar 

Pemberian pelatihan ataupun penyclenggaraan lokakarya dan seminar 

dap<!t dijadikan ajang untuk sosialisasi kebijakan dcngan segmcn audicns 

yang lebih spesifik. Pada umunya sosialis.asi yang diadakan lewat seminar 

dan sebagainya tebih efektif dalam hal pcnyampaian pesan secara utuh 

dan bukan hanya scpotong-sepotong. 

• Klinik 

Metode sosialisasi seperti ini mesti ditunjang sumber daya yang mumpuni 

untuk pelaksanaannya. Namun klinik ini dapat sangat efektif dalam 

membcrikan penjelasan selengkapnya mengenai suatu kebijakan 

• Korespondensi dan kchumasan 

Contoh sosialisasi daalm bentuk korespondensi adaiah penyediaan no 

kontak (caJI center) untuk penjelasan mengenai suatu kebijakan. 
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METODE PENELITIAN 

Penggunaan metode di dalam penelitian merupakan salah satu hal mutlak 

yang haros dilakukan peneliti, kan;:na didalamnya terdapnt teknik penelitian dan 

pengumpulan data yang menjadi indikator berhasil tidaknya pe!aksanaan 

penelitian. Pemilihan rnetode yang tepat dan sesuai dengan jcnls penelitian akan 

menjadikan hasil penelitian iebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk 

lebih memperjelas jenis metodc yang digunakan dalam penelitian ini, bcrikul 

adalah pcnjelasan mcngenai penggunaan metode berdasarkan pendekatan 

penelitian dan jenis-jenis penelitian, side atau fokasi penelitian. teknik 

pengumpulan data, teknlk pengolahan data, teknik analisis data, serta keterbatasan 

peneJitian. 

3.l.Pendekatan Penelitian 

Penelitian fni menggunakan metode penelitian kualitatif~ yang menurut 

lrawan (2006) disebut Participanl-Obsermtians karena pencliti itu sendiri yang 

hams menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data dengan cara 

mengobservasi langsung obyek yang diteJitinya, Sedangkan menW"Ut Bogdan dan 

Taylor dalam Moleong ( 1994) mengalalmn bahwa metode kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata~kata tertuUs 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Dari kedua pengertian di atas makna penelitian kualitatif sangat bergantung 

dengan basil pengamatan peneliti tidak terbatas pada urusan data dokumen dan 

objek ll"nelitian saja. Dalam pendekatan k:ualitrtif, teori tidak menjadi 
' 

pembimbing sentral bagi peneliti dalam merancang penelitian dan menafsirkan 

data peneUtian. Sumber pokok jawaba.n permasalat~n penelitian terletak pada 

data-data yang dikumpulkan l!"neliti di lapengan, bukan bersumber dari teori. 

Sedangk:an teori di dalam penelitian ini digunakan untuk membantu mempeJjelas 

karakteristik data. 
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Melalui proses yang dUakukan secara bertahap~ teori dapat dibangun dengan 

mengumpulkan konsep dan data yang ditemukan di lapangan, dianalisis dengan 

teori yang digurutka.n dalam penelitian, kemudian akan membenruk suatu 

penafsiran yang komprebensif terhadap konsep-konsep tersebut sehingga 

diharapkan dapat membentuk teori baru atau menyempumakan teori yang sudah 

ada sebdumnya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh 

Cresswell (2007) mengenai pentingnya penelitian kualitatif dalam pengumpulan 

data, yakni sebagai berikut: 

''In qualitative research, the text or word data are analyzed using 
increasing levels of abstraction. From coding texi segments, the 
researches forms themes and may interrelate tire themes form broad 
generalizations". 

3.2. Jenis Pezre!itian 

Berdasarkan jenisnya penelitian ini dikategorikan menurut tujuan penelitian, 

manfaat penclitian, pcnggunaan waktu penelitian, dan teknik pengumpuian data. 

Berikut ini akan dijabarkan keterkaitan hubungan antara jenis-jenis penclitirm 

yaag ada dengan peneJitian yang akan diJakukan. 

Apabila dikaitkan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka 

penelitian ini dapa.t digolongkan ke dalam jenis penelitian deskriptif yakni 

penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu gejala 

atau fenomena sosial. Sementara itu menurut Nawawi (1998), metode peneHtian 

deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang disclidiki dengan 

menggambarkan atau meJukiskan keadaan suhyek atau obyek penelitian 

(seseorang, Jembaga. masyarakat dan lain sebagainya) pada. saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagairnana adanya. 

Sementara itu menurut Babbie seperti dikutip oleh Hamidi penelitian 

deskriptif adalah suatu penelttian yang bertujuan menyajikan infurmasi secara 

tepat dan teliti (accurately and precisely) ten tang kamkteristik yang sangat luas 

dari suatu poputasi {Hamidi, 200&). Sehingga menurut pengertian tersebut, tujuan 

peoclitian deskriptifmenggambarkan mekanisme sebuah proses untuk menyajikan 

informasi~informasi. rnenjelaskan tabap-tahap atau seperangkat tatanan dengan 
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teliti, serta menciptakan seperangkat kategori atau pola alas karakteristik yang 

luas. Sehingga penelitian ini disebut penelHian deskriptif~kualitatif yaitu data 

yang disojik:an berupa cerita dari responden atau inforrnan. 

Sesuai dengan judul penelitian yaitu Efektifitas Sosialisasi Program 

Pengarusutamaan Gender di 11ngkungan Dcparternen Hukum dan HAM R l , 

penelitian ini akan mengungkapkan prose." pe1aksanaan sosiatisasi program PUG 

apakuh telab cfektif dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Dalam penelilian ini peneliti sendiri yang menentukan fokus peoelitian dan 

rancangan penelitiannya.. Kemudian berdasarkan penggunaan waktunya. 

penelitian ini tcrmasuk ke da1am jenis cross seclional research, kan:na hanya 

dilakukan pada waktu tertentu yakni pada saat melaksanakan praktek lapangan 

un1uk mengumpulkan data. Penelitian cross seciional dilakukan dalam satu waktu 

tertentu, bersifat sederhana dan berbiaya murah, dan dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan penelitian_ Dalam penelitian ini, penelitian lapangan mengambil 

waktu antara bulan September 2009 sampai dengan bu'an Desernber 2009. Dari 

segi manf.:u1t, penditian inl termasuk dalam pcneJhian terapan. Hal ini kaTena 

peneliti mcncoba menyelesaikan masalah tertentu secara spesifik, yaitu rnengenai 

efuktlfitas sosialisasi program PUG di. Departemen Hukum dan HAM. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Selainjenis penelitian berdasarkan tujuan, manfaat, dan penggunaan waktu,. 

teknik pengumpulan data juga memegang peran yang sangat penting daJam 

menghasilkan dan mcmperoleh data yang ak.urat sesuai dengan kebutuban peneliti 

untuk mcnjawab pertanyaan penclitian. Taknik pengumpulan data bertujuan untuk 

mencari dan menentukan informasi yang sesuai dengan lopik penelitian, sehingga 

dapat menjelaskan pennasalahan penelirlan secara objektif (Manalo, 2003). 

Untuk rnencapai tujuan tersebut. teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data primer dan sekunder adalah: 

L Studi lapangan (field research) 
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Dalam melaksanakan studi lapangan pencliti dapat memulainya tanpa 

perumusan gagasan penelitian yang kuat Setelah itu peneliti akan mengamntl 

dan berinteraksi secara langswtg dengan lingkungan subjek penelitiannya 

selarna periode waktu tertentu. Hal ini dikarenakan peneliti akan mengenal 

secara personal tidak hanya subjek pcnelitiannya saja namun juga lingk:ungan 

alami mereka. Pemabaman tersebut dapat diperoleh pcnelili melalui 

percakapan-pcrcakapan yang bersifat informal dengan subjek pcnelitian. 

Selain itu metode penelitian Japanganjuga berfungsi untuk menaungi berbagai 

teknik yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan dan proses bertlkir 

mengenal pengetahuan tersebut. dalam hal ini menyangkut usaba mcmpeJajari, 

mernahami, atau mendeskripsikan sekelompok orang yang mclakukan 

interaksL DaJam penelitian ini studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan 

data primer mengenai sosialisasi program pengarusutamaan gender serta 

mengungkap berbagai kendaJa dalam pelaksanaan oosiafisasi program 

tersebut. 

Data primer diperoleh tangsung dari sejumlah informan melalui 

wawancara mendalam. Sedangkan pertanyaan yang akan diberikan peneliti 

kepada informan adalah pert.anyaan terbuka (open-ended qucslions), dengan 

tujuan agar peneliti mengetahui dengan tepat jawaban yang diberikan 

informan, karena peneliti tidak membatasi pilihan jawaban sehingga mereka 

dapat menjawab =am bebas. Berdasarl<an pendapat Neuman (2006) dalam 

pertenyaan terbuka tidak terdapat kategori j:awaban sehingga informan bebas 

menjawab pertanyaan yang dlajukan dan hasilnya direkam. Apabila jawaban 

yang dibcrik:an belumjelas, maka peneHti dapat meminta informan untuk 1ebih 

mempeljelas jawabannya agar tidak tetjadi kesalahan dalam 

menginterpretasikanjawaban infunnan. 

Di da.larn me!akukan wawancara peneliti dilcngkapi dengan inslrumen 

dalam bentuk pedornan wawancara yang dibuat secara tidak terstruktur untuk 

memperoleh data primer yang disusun berdasarkan parameter yang 

dibutuhkan dan reievan sesuai dengan mak.sud dan tujuan penelltfan. 
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Pertanyaan~pertanyaan tersebut diberikan kepada sejwn!ab informan yang 

di!ID-ggap kompcten dan representatif berdasarkan tujuan penelitian. 

Pedornan wawancara terdiri dari beberapa pertanyaan utama yang 

dijadikan pedornan bagi pencliti. Kemudian pertanyaan terscbut dapat 

dikcmbangkan pada saat wawancara sesuai dengan konteks penelitian. 

Dcngan demikiau sangat dimungkinkan bagi peneliti untuk menggali 

pertanyaan lebih rneudalarn kepada informan walaopun pertanyaan tersebut 

Udak terrnasuk dalam pedoman wawancara, sampai kepada jawaban dimana 

peneliti merusa wkup untuk dapat menjawab permasalahan penelitian. 

Teknik inl dilakukan atau digunakan unluk mendapatkan dan 

mengungkat informasi (data empiris) yang bcrhubungan dengan: pandangan 

dan sikap aktor/stakeholders dalam sosialisasi program dan kegiatan 

pengarusutamaan gender. Keterlibatao atau partisipasi masyarakat sebagai 

salah satu aktor/stakcholders penting dalam sasialisasi program dan kegiatan 

pengarusutamaan gender, faktor~faktor apa saja yang menjadi kendala terka.i:t 

dengan hal-hal daJam pelak.sanaan sosialisasi program dan kegiatan 

pengarusutamaan gender yang disebutkan di atas. 

Mengingat keterbatasan pcneliti dalam merekam dan mengingat data 

hasil wawancara yang sedernikian banyak dan kompleks, serta agar data basil 

wawancara ini dapat terekarn dengan baik. tidak ada yang terlewatkan maka 

dala.m melakukan wawanc.ara peneliti menggunakan alat bantu berupa 

pedoman wawancara dan radio kaset dan alat perekam. Penggunaa aJat 

perekam dan radio kaset sebagai penyimpan data. 

2. Studi Kepustakaan (library research) 

Da1am studi kepustakaan peneliti berusaha untuk mempe1ajarl dan 

menelaab berbagai literatur (bulru, jurnal, majalah, undang-undang, dll) untuk 

menghimpun sebanyak mungkin pengetahuan sesuai dengan permasalahan 

penelitian sehingga dapat mendukung analisa peneliti. Tujuannya adalah 

untuk mengoptimalkan kerangka teori daJam menentukan a.rah penclitian, 

serta konsep dan bahan teoritis lain sesuai dengan konteks penelittan. Kajian 
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pustaka juga digunakan untuk menyeleksi masalah~masaJah yang akan 

diangkat menjadi topik penelitian serta untuk menjelaskan kedudukan masalah 

dalam tempatnya yang lebih luas. Konstruksi teoritik yang ada dalam kajian 

pustaka akan memberikan landasan bagi penelitian. 

3. Existing statistic 

Digunakan data st.atistik yang dikumpulkan oleh Departcmen Hukum dan 

HAM, yaitu dalam hal ini Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen 

Hukum dan HAM mengcnai pe!aksanaan program dan l<egiatan 

pengarusutamaao gender. Da!am pene11Hao ini. data yang ada disusun kern bali 

dalam hentuk baru yang lebih sesuai dengan penelitian. 

Sedangkanjenis data yang dikumpulkan terdiri darl dua macam, antara lain : 

• Data kualitatif 

Yaitu data yang tidak berbentuk angka atau yang sifatnya sebagai 

penunjang dalam mclakukan analisis permasalahan, yang terdiri dari data 

primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang 

dikurnpulkan berkaitan taogsung dengan pcnelitian. dimana data tersebut 

diperoleh dari hasil observasi serta waW11l1Ca!3 yang dilakukan. Sedangkan 

data sekunder diperoleh peneliti melalui buku-buk"U, jumal. literatur~ undang~ 

undang. serta produk hukum lain yang berhubungan dengan imp1ementasi 

program dan kegiatan pengarusutamaan gender. Sumber data sekunder dapat 

berasal dari instansi terkait, perpustakaan, dan penyedia infmmasi Jainnya. 

"' Data k:uantitatif 

Yaitu data yang bertumpu pada data-data angka yang dapat menjadi 

informasi yang dibutuhkan penelit~ seperti data keuangan dan anggaran dan 

sebagainya. 

Data primer merupakan infotmasi y<lllg dikumpulk&n berkaitan Jangsung 

dengan penelitian) dimana data tersebut dtperoleh dari basil observasi serta 

wawancara mcndalarn yang dilakuk:an dcngan tim KKG dan tim Pokja Gender di 

Departemen Hukum dan HAM serta para pegawai di lingk'Jngan Departemen 

Hukum dan HAM yang telah menjadi peserta sos!alisasi PUG. Data sekunder 
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diperoleh melalui buku, jumal., literatur, peraturan pemerintah dan menteri serta 

produk hukum lain yang berkaitan dengan Program Pengarusutamaan Gender di 

Departemen Hukum dan HAM. Surnber data sekunder dapat berasal dari instansi 

terkait, perpustakaan, dan sumber jnfonnasi lainnya. 

Selain itu dalarn teknik pengumpul.an data terdapat beberapa hal yang harus 

dilakukan, yakni penentuan informan dan pemilihan lokasi penelitia.n (site). 

a. Infonnan 

Pengkajian tentang pelaksanaan sosialisasi sangat penling untuk 

mengurnpulkan data dan infomtasi yang terperinci mengenai apa yang 

dilakukan soatu program. Pertanyaan yang per!u dijawab adalah bagaimana 

pengaiaman pegawai di llngkungan Departemen Hukum dan HAM scputar 

pennasalahan sosialisasi program dan kegiatan pengarusutamaan gender, 

penernpan seperti apa yang diinginkan, apa saja yang di1akukan oleh 

pelaksana program~ apa tujuan dari program dan bagaimana program itu 

dikelola. 

Oleh karena itu, informan penelitian adalah pegawai di lingkungan 

Departemen Hukum dan HAM R1 baik pria maupun wanita, para peiaksana 

kegiatan dan program pengarnsu!amaan gender, tim pengelola program 

pengarusutamaan gender. Penentuan informan dalam peneiitlan kualitatif 

bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai 

permasalahan penelitian. Daiam penelitian ini infonnan uta:rna ditentukan 

dengan cara purposive sampling., dimana peneliti telah lebih dahuJu 

menentukan siapa saja yang akan menjadi informan dengan pertimbangan 

banyak-tidalrnyainfunnasi yang mampu didapatkan. 

Berdasarkan dcfinisi diatas maka dasar peneliti di dalam menentukan 

informan dalam penetitian k:ualitatif yakni hams mem.iliki informasi yang 

cukup mengenai fenomena yang akan diteliti sehingga peneliti dapat 

memahami fenomena yang terjadi berkaitan dengan obyek pcnelitian Selain 

itu informan yang dipilih memang dapat membantu peneliti dalam 

melak:ukun anallsis permasatahan penelitian, 
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DaJam menganalisis pelaksanaan sosialisasi program dan kegiatan 

pengarusutamaan gcnder1 hebernpa infonnan kunci adalah pejabat di 

lingkungan Setjen Departemen Hukum dan HAM meHputi berbagai pihak 

antara lain: 

• Kepala Biro Perencanaan 

• Kepala Bagian PegtUnpulan dan Pengolahan Data 

• Kepala Sub bagian Pengumpulan & Pengolahan Data I 

II Kcpala Sub l:tagian Pengumpulan & Pengo!ahan Data m 
• Peserta kegiatall sosialisasi PUG 

Wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

menganaiisa pelak:sanaan sosialisasi. program dan kegiatan pada tingkat 

organisasi. Sedangkan pada tingkat operasional, peneliti akan menggunakan 

kuesioner yang dibertkan kepada pegawai di lingkungan Sekretariat Jendcml 

Departemen Hukum dan HAM R1 yang terlibat langsung daiam pelaksanaan 

kegiatan. 

b. Site atau lokasi penelitian 

Dalam metaksanakan tesis ini penelitl melakukan penelitian pada Biro 

Perencanaan SehetarJat Jendcral Departemen Hukum dan HAM. Dengan 

menentukan lokasi tersebut sebagai Iokasi penelitian peneliti berharap semua 

data yang diperlukan, baik primer maupun sekunder ak:an saling melengkapi 

sehingga hasil peneiitian benar-benar akurat 

3.4. Analisis Data 

Setelah memperoJeh data. maka tabap selanjutnya adalah pengolahan 

atau analisjs data. Analisis data dHakukan daJam tiga tahap yaitu: 

L Dam yang diperoleh dari pengumpulan dam kualimtif disusun ke dalam 

kategori terten~ kemudian disajikan dalam bentuk matrik sehingga 

mudah untuk menarik kesirnpulan. Dengan rnenggunakan prinsip ekspansi 

untuk memperkaya inf~mnasi namun tetap rn.r.mperhatikan prinsip seleksi 
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®lam memposisikan data sehingga ruenjadi satu mak:na. maka setiap 

kesirnpulan perlu dikroscek dengan sumber informasi pendukung lainnya. 

2. Data yang dihasilkan dari pengurnpulan data melalui penelusuran data 

statistik akan diidcntifikasi dan dikategorisasi, kemudian 

menginterpretasikan data tersebut daiam bentuk skema seperti tabel dan 

scbagainya sesuai dengan kebutuhan pcnyajian infomtasi. 

3, Menggabungkan hasU data kuantitatif dengan hasH data kua1itatif agar 

dapat sa1ing menunjang dan mengbasilkan informa'>i yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawa.bkan secara ilmiah. 

Pengumpulan dat~ reduksi data, penyajian data, dan :pengambilan keputusan 

tidak bersifat Jinear, melainkan siklus yang interaktif. Akan tetapi setiap 

kesimpulan perlu dikroscek dengan sumber infonnasi pendukung lainnya. Untuk 

itu peneliti menggunakan prinsip ekspansi untuk memperkaya infonnasi. namun 

tetap memperhatikan prinsip seleksi dalam mcmposisiY..an data sehingga menjadi 

satu makna. Pada prinsipnya analisis data rnerupakan sejumlah aktivitas yang 

dilakukan oleh peneliti ketika proses pengumpulan data atau inforrnasi 

berlnngsung, berupa pencarlan pola-pola tertentu yang terdapat pada data yang 

dikumpulkan., sampai pada peuarikan kesimpulan berupa konsep atau hubungan 

antar konsep. 

Dalam peneiitian kualitatif, penarikan data diJakukan secara terus menerus 

sepanjang proses penelittan berlangsung. Sejak awaJ memasuki lapangan dan 

seJama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan 

mencari makna dari data yang dikumputkan yaitu dcngan cara tnencari pola, tema. 

hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang 

dituongkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif; akan tetapi dengan 

bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan 

diperoleh kesimpulan yang bernifat "grounded". Dengan kata lain setiap 

kesimpulan senantia.'\a. terns dilakukan veriftkas:i selama penelitian berlangsung 

yang melibatkan interprestasi peneHti. 
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Dalam memaknai data, peneiiti menggunakan anatisis data kualitatif dimana 

penelitian akan terfokus pada pcnunjukan makna. deskripsi, dan penempata.n data 

scsuai kontcksnya. Sehingga: analisis yang digunakan ak:an lebfh banyak kata 

dibandingkan angka, tlpi bukan berarti data kuantitatif tidak digunakan sebagai 

data pelengkap atau pendukung. Oleh karena itu analisis yang digunakan akan 

Iebih banyak menggunakan kala dibandingkao angka., akan tetapi bukan bcrarti 

data kuantitatif tidak digunakan. Data kuantitatif menjadi alat untuk mendapatkan 

pcngertian mendalam serta komprebensif untuk menggambarkan proses 

pelaksanaan kegiatan dan program PUG. Penggunaan kedua jcnis data tersebut 

dillampkan saling rnefengkapi satu sama lain, seperti yang diungkapkan Dabbs 

(dalam Faisal, 1992) sebagai bcrikut: 

"Qualify is the es,renlial character or nature of something: quantity is 
the amount quality is the what; quantity is the how much Qualitative 
refers lo meaning while quantitative assumes the meaning and refers 
to a measure of it" 

Dengan rlemiklan analisis dalam penelitian ini tidak haoya diiakukan 

terhadap data kuatitatif tetapi juga data kuantitatif. karena peneliti tidak hanya 

mendapatkan data kualitattf dalam bentuk wawancara, tetapi juga mempero1eh 

data kuantitatif datam bentuk basil survci, data keuangan dan data-data angka 

yang lain sehingga sangat penting untuk djJakukan W'Ullisis. 

3.!t Keabsaban Data 

Moleong dan Nasution mengemukakan bahwa ada 4 kriteria yang dapat 

digunakan untuk memeriksa keabsahan da~ yaitu derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (tronsforability), kebergantungan (dependability), dan 

kepastian (corifinnabilfty). Untuk memeriksa keabsahan data basil peneHtian ini, 

akan dilakukan kegiatan sebagai berikut: 

1. Derajat kepercayaan (credibility) 

Pcnerapan lmnsep kriteria dnpat kepercayaan ini berfungsi untuk 

melaksanakan inquiry sedemikian rupa sehingga tingk:at kepercayaan 
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penemuannya dapat dicapai. Selain itu berfimgsi untuk mempertunjukkan 

derajat kepercayaan hasil~hasil penemuan dengan jalan pembuk:tian oieh 

peneliti pada kenyataan ganda yang sednng diteliti. Kegiatan yang akan 

dilakukan untuk memeriksa kredibilitas basil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Memperpanjang masa obscrvasi. 

Dalam hal ini peneliti tidak mgm memperpanjang masa. observa.si 

dengan harapan data yang diperoleh sudah dirasa benar pada akhir waktu yang 

telah dijadwalkan. 

b. MeJakukan peer debriefing 

HasH kajian dari peneliti did1skusikan dengan orang lain yang 

mempunyai pengetahuan tentang pokok peneiitian dan juga tentang metode 

penelitian yang ditcrapkan. Pembicarnan lni bertujuan antara lain untuk 

memperoleh kritik. saran dan pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan yang 

menantang tingkat kepercayaan ak:an kebenanm hasH penelitian. 

c. Trianguiasi 

Prinsip ini menekankan pada proses pcngecekan ulang (check and 

recheck). Proses triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dalam penggunaan 

kombinasi teknik pengumpulan data. Hal ini dilakukan agar didapatkan 

realitas yang lcbih baik, gambaran yang lebih substantif, lebih kaya dan lebih 

mendatam (Berg, 2004). 

Triangulasi ini dilakukan pene1iti dengan maksud untuk mengecek 

kebenaran data tertentu dan membandingkannya dengan data yang diperoleh 

dart sumber lain. pada berbagai fase penelitian lapangan. pada waktu yang 

berlainan, dan sering dengan menggunakan metode yang berlainan. 

Triangulasi akan dilakukan dengan dua cara yaitu dengan data dan sumber 

data. 

d. Mengadakan member check. 

"Member check" akan dilak:ukan pada setiap akhlr wawancara. Cara yang 

digunakan adalah dengan mengecek ulang garis bcsar berbagai hal yang tefah 

disampnikan informan berdasarkan -::atatan lapa.'lgan. Maksud dari kegiatan ini 
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.agar infom1asi yang diperoleh dan digunakan dalam penufisan laporan 

peneJitian sesuai dengan inforrnasi. 

2. Keteral ihan (transferability) 

Keteralihan sebagai persoalnn empiris bergantung pada kesamaan antara 

konteks pcngirim dan penerima Untuk melakukan keleralihan tersebut 

peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam 

kontcks yang sama. 

3. Kebergantungan dan Kepastian 

Untuk mengetahui. mengecek serta memastikan upakah basil penelitian 

ini benar atau salab, peneliti akan mendiskusikannya dengan pembimbing, 

secara setahap derni setaha~ rnengenai konsep-konsep yang dihasilkan di 

lapangan. 

Dalam penelitian ini, tingkat kredibilitas data dilakukan dengan melakuk.an 

check dun re-check sebanyak dua kali yaitu ketika pengambilun data awal dan 

ketika proses wawancara mendalarn dengan narasumber pegawni Departemen 

Hukum dan HAM. Setelah itu dilakukan member check, sehingga diharapkan 

kualitas data peneJitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

3.6. Proses Penelitian 

Proses penelitian dimuJai dengan membuka akses ke ,vile penelitian, dalam 

hal ini adalah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Untuk 

melakukan penelitian harus memilik.i izin tertulis dari Sekretaris Jenderal 

Departemen Hukum dan HAM. Setelah mcndapatkan izin. diianjutkan dengan 

mcmbuat surat izin dari Kepala Bagian PPA agar dapat melakukan penelitian. 

Setelah mendapatkan izin, baru peneliti lebih intens dalam melakukan penelitian 

lapangan di site penelitian. Peneliti berusaha wttuk menjadikan Kepala Bagian 

PuUahta sebagai gatekeeper. Peneliti berperan sebagai peneliti totai karena 

b<:rusaha unruk mengamati perilaku gender pegawai Departemen Hukurn dan 

HAM tanpa mempengaruhi jalannya aktivitas site. 
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Pene1itian awal dilakukan dengan mengadakan wawancara mendaiam 

terhadap anggota kelompok KKG dan tim Pokja PUG yang terkait dengan 

pelaksanaan PUG. Wawancara pertama dilaknkan terhadap tim KKG, yaitu kabag 

Pullahta, Wawancara tcrsebut di!akukan agar diperoleh infonnasi dan data awal 

mengenai pelaksanaan sosialisasi program PUG di Departemcn Hukurn dan 

HAM. Pedoman wawancara yang dllakukan, terlampir dl bagian lampiran. 

Setelah itu. dilakukan wawancara terhadap tim Pokja PUG. Hal ini 

dilakukan karena tim Pokja PUG memi!iki peran yang penting dalam pelaksanaan 

sosiaJisasi. Data yang diperoleh merupakan basil jawaban yang dikemukakan 

informan. Pertanya.an yang diajukan tid&k jauh berbeda dengatt pertanyaan yang 

diajukan lrepada tim KKG. Hat ini agar diperofeh informasi yang seimbang dan 

dapat dilihat kesesuaian dan kebenaran data yang diperoleh. Terakhir !ldalah 

mewawancarai staf dan pegawai di Hngkungan Departemen Hukum dan HAM 

yang menjadi pcserta sosialisasi PUG. Wawancarn. ini dilakukan agar diperoJeh 

inforrnasi tcrakhir sebagai pembanding dan pcndukung kebenaran data dan 

informasi yang telah diperoleh, 

Seteiah data hasH wawancar:a dan observasi Iapangan serta data sekunder 

lainnya terkumpul, maka selanjutnya dilakukan proses coding data. Pcneliti 

melakukan coding sccara sederhana berdasarkan topik tertentu dan dirangkai 

menurut kerangka penelitian. Setelah itu peneliti menjabarkan hasil data lapangan 

yang telah diproses dalam pembahasan basil pene!itian. 

3.7. Keterbatasao Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa efektifitas sosialisasi program 

pcngarusutamaan gender yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal secara 

komprehensif dan mendalrun. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai 

kereroatasan. 

Pertama, keterbatasan teknis. Peneliti berupa:ya menggunakan metodologi 

dan sistematika penuiisan ilmiah untuk mendapatkan data yang objektif, valid, 

dan memiliki bias yang tidak terlalu besar, dan daiam proses penelitian tidak 
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ter1epas dari pengaJaman peneJiti yang terlibat dalam pefaksanaan kegiatan 

pengarusutamaan gender. Sementara itu jika peneHti satah daJam hal ca.ra atau 

prosedur memilih informan atau responden, bcrarti peneliti akan memperoleh data 

dari infonnan atau responden yang tidak kompeten. tidak punya kapasitas 

memberi data yang akurat. 

Kedua, kelerbatasan dokumen. Dalarn pclaksanaan pcnelitian menghadapi 

kendalan kurangnya ketersediaan data yang akurat dan up to date dari Sc:kretariat 

Jenderal. Sangat sulit mencari arsip dokumentasi karena penataan arsip yang tidak 

terorga:nisir sehingga pemyataan informan kurang kecukupan data peodukung. 

Ketiga, proses depih inteview. Seperti yang diungkapkan oleh lrawan (2006) 

yang dikutip dari Weiss dalarn proses interaktif dengan informan dalam 

mendapatkan data informan mungkin enggan berpartisipas~ atau jawaban ingin 

menyenangkan hati interviewer sendiri sadar atau tidak mencampur aduk 

pendapat sendiri dengan pendapat infomtan atau telah rnempunyai harapan· 

harapan dan dugaan tentang apa yang bakal dikatakan oleh responden. 

3.8.0perasionalisasi Konsep 

Tabel Ill.l 

Operasionalisasi Konsep Penelitian 

Konsep lndikator J~nis Data 

Efektifitas - Peningkatml - "'"' -
Pengetahuan Primer 

Speslfik Audiens 

-

PedomanWaw aoean Narasumber 

Pcngelahuan dan P=rto 

pemahaman ' epcrti apa kegiatan 

yang dimi:liki oleh anda sosialisn.'ti 

mengenai iron sep gender 

sebelum mcngikuti 

ke.giatan sosiaU sasiPUG? 

Pengelahuan don 

seperti apa 

oleh anda 

konsep gender 

pemahamnn 

yang dimiliki 

men,gensi 
... 
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- Perubah.an Sikap 

Mental A\ldiens 

- Perubahan Si~mp 

dan Perilalru 

Audiens 

kegiatan soslalisasi PUG? 

- lnfmmasllpengetahuan 

apa yang olcb anda 

dianggap penling clalam 

koosep PUG lcrkait 

deng>~n kehidupan schari­

hari?Mengapa?(scbutlron 

alasannya) 

- Bagafmamikah 

pandangan dnn sikap 

anda dalam melihat dan 

memahami pcrmasa)ahan 

isu gender sebclum ada 

sosialisas1 program PUG? 

- Bagaimanu.knh 

pandmgan dan sik<lp 

amia dalarn mclihat dan 

memahami permasalahan 

iS"J gender setelnh ada 

sosialisasi progrum PUG? 

• Bagaimanakuh earn dan 

p<Jls pfkir anda dalam 

melihal dnn memahru:ni 

pmnasalahan isu gender 1 

sebclum dun &eS\ld<lh I 
.rosialisa.si? 

- Hal/pain apa terkait 

d<m&'ID knnsep PUG 

yang telah ancla terapkan 

di kehiduJ)llll anda 

schari-hari'l 

Apa pcaguruh perubahan i 

'------''-----------L ___ _L ___ '""'_~-~~~adap is:u gender l 
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di lingkungan pekerjaan 

anda schari~hari? 

- Apn tt:Spon lingkungan 

sckitar anda ketika anda 

menjala.nkan prinsip 

PUG? 

' 
-

F:iktor - Kcmuuan - Data. - Apa molivasi anda - Pe"""' 

Audicns Prinwr mcogikuti kegiHlrul ~alistt."i 

mt.-ncrima sosialisasi pmgr.un l'UG 

pcngctabuan!lnf - "? •rn-
ormi!Sl baru - Sebcrllpa bes.<lr!.;ah 

antusiasme ;rnda dalarn 

mengikuti kcgiatan 

sosialisasi? 

- Apakah ada sernac.;ltn 

cvaluasi bngi rutda sebagai 

pcsl!ltn seLelah mcngikuli 

sosialisasi program PUG? 

' 

- Iniorma.<>i y~g - Seperii apakab konsepdan - Katmg. 

di:sampaikan stmtegi sosialisasi program PullahLa 

spesHik dan PUG yang dijal:mkan di - Kasubag. 

tcrarnh Departemen Hukum di!fl Pullahta 

HAM? 

- Poinlinfonnasi apa yang 

hcndak disampaikon di 

da!am rangkajan kegiatan 

sosialisasi program PUO 

dan apa tujuannya? 

- Media sosialisasi apa saja 

yang digunakan dalam 

nmgkll sosialisasi program 

PUG di Ji Oepartetru:rr 

' Hokum dan HAM?Apak.ah I 
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Pcngaruh 

opinion leaders 

sudah sesual dcngan.I:Ujuan 

sosialisasinya? 

AOO.k:nh eva\wsi tcrhrubp 

pelnksanaan sosialisasi 

program PUG di 

Dcpartenten Hl.lkurn dan 

HAM'! 

Menurul anda, siapa yang 

p.Wing bertMggungiawab 

dalam sosialisasi program 

PUG ill unil keTja 

:mda'lMohon jelaskan. 

Mcnurut anda, siapa yang 

paling banyak bcrpern.n 

dalam sosialisasi program 

PUG & unit kcrja anda? 

Mohon jela'ikan. 

Apa pengaruh 

pandangan,sH:ap dan 

perilaku opinion leaders 

terhadap pandangan, sibp 

dan pcrilaku anda scndiri 

dalam menyikapi program 

PUG? 

I 
I -

46 

Peserta 

sosialisasi 
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BABIV 

GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN HASIL PENELJTIAN 

Dalam gambaran umum akan dibahas profil organisasi Sekretariat Jenderal 

Departemen Hukum dan HAM denga.n sebelumnya disajikan paparan mengenai 

Dcpartemen Hukum dan HAM 

4.1. Sejarah Bcrdiri Departemen 

Sejarah Departemcn Kehakiman dimulai pada hari-hari pertama kcmerdekaan 

Bangsa Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI dalam sidangnya 

menetapkan h.'ll~hal yang bersangkutan dengan struktur Negara menurut Undang­

Undang Da."Wlf dengan mcnctapkan Kementrian Negara. Pemedntahan RepubHk 

Indonesia dibagi dalam 12 departemen (kementrian), yaitu Departemen Dalam 

Negeri, Departcmen Luar Nege1i, Departemen Kehakima~ Departemen 

Keuangan, Departemen Kema.kmuran~ Departemen Kesebatan. Departemen 

Pengajaran~ Pendidika~ dan Kebudayaan. Departemen Sosial. Departemen 

Pertahanan, Departemen Penerangan. Departemen Perhubungan, Departemen 

Peke!jaan Umum. 

Selain ditetapkan jumlah departemen telah cliatur pula secara singkat singk:at tugas 

pokok dan ruang lingkup deparremen yang bersangkutan. Adapun togas p<>kok 

Dcpartemen Kehakiman adalah mengurus hal mengenai pengadilan. penjara, 

kejaksaan, dan sebagainya, Pada waktu itu yang termasuk ruang Ungkup tugas: 

departemen a.ntara lain : Balal harta peninggalan dan pusat pendaftaran wasiat, 

notariat, catatan sipil, ijin masin, ijin tinggal di Indonesia, kepenjaraan, 

persetujuan berdirinya perkumpulan, peraturan mengenai hukum perdata, dagang, 

dan semua peraturan mengenai perndilan,. daktiloskopi1 pengurusan paspor ke luar 

negeri, dan lain-lain. 

Tahun demi tahun sesuai dengan perkembangan sejarah Republik Indonesia. maka 

susunan organisasi dan tata kerja departemen mengaJami perubahan dan 

penyempumaan pula. Secara ringkas perubahan itu sebagai berikut : 
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l. Periode sebelum iahun 1966 

Bentuk organisasi atau wadah yang menjalankan fungsi Sekretariat Jenderal pada 

periode ini bemarna Kantor Pusat Kementrian dengan mempunyai ruang lingkup 

yang sanga:t luas, disamping mengelo!a bidang administrasi juga mengeioJa 

bidang teknis. 

2. Periode tahun 1966- 1985 (masa Orde llaru) 

Mulaj tahun 1966 dengan dibcntuk tnspektorat Jenderal, Dircktorat Jenderal 

lm igr.tsi, Direktorat Jenderal Pernasyarakatan, Direktorat Jenderal Pembinaan 

Badan-badan Peradilan Umum dan Perundang-undatlgan, maka bentuk organisasi 

depnrtemen kehak.iman adalah holding company type. Masing~masing unit 

mengurus administrasi di unitnya dan mempunyai bagian anggaran tersendiri. 

Dengan keputusan Presidium Kabinet tertanggal 31 Agustus I966 Nomor 

15/U/Kep/8/J %6 te!ah diatur mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, 

wewenang, dan tata kerja Sekretaria.t Jenderal, Direktorat Jenderal, dan 

Inspektorat Jenderal. Sekretariat jenderal adalah badan staf yang berada di bawah 

menteri dan dipimpin oleh sckretariatjenderel. Tugas sekretariat jenderal adalah 

memberikan bantuan di bidang teknis dan administrasi, dalam melaksanakan 

tugasnya sekretariat jenderai diiYantu ofeh Kepa:la Biro. Adapun direktornt jenderal 

merupakan alat peJaksana utama tugas departemen dipimpin oleh seorang direktur 

jendera1, sedangkan sebagai alat peiaksana utama pengawasan departemen adalah 

inspektoratjenderal yang dipimpin oleh inspek.tur jendeml. 

3. Periodeiahun 1985 

llerdasarkan Keppres Rl No.27 iahun 1981 diadakan perubahan susunan 

organisasi Departemen Kehakiman dari bcntuk holding company menjadi 

Intergrated dengau tujuan konsep terpadu di bidang pembinaan hukum. Fungsi 

sekretarjat jenderal dalam usaha membina adrninistrasi kehaJdman semakin 

ditingkatkan serta mulai mengembangkan sistem komputerisasi untuk bidang­

bidang substantif. 

Selarna kurun waktu tersebut, saat ini Departcmen Hukurn dan HAM telah 

bebcrapa kali mengalami perubahan nomenk:Jatur. Departcmen Kehakiman RI 
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dibenluk berdasarkan Perawran Pemerintah No. 2 Tahun !945 tentang 

Pembentukan Departemen-Departemen di Indonesia, lremudian menjadi 

Departemen Hukum dan Perundang-Undangan berd.asarkan Kepulusan Menteri 

Kehakiman No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000. Dengan terbentuknya Kabinet 

Indonesia Bersatu sebagaimana tercanlum dalam Keppres RI tgl 20 Oktober 2004 

No. 187/M Tahun 2004 Nomenklatur Dcpartcmen Kehakiman Dan HAM Rl 

diubah menjadi Departemen Hukum Dan HAM RL 

4.2.Strnktur Organisasi dan Uraiao Togas 

Sekretafiat Jenderal mempunyai tugas mdaksanakan koordinasi pelaksauaan 

tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen. Untuk 

melaksanakan togas tersebut, Sek.retariat Jenderal menyelenggarakan fungsi : 

a. pengkoordinasian pe1aksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan 

Departemen; 

b. penyclenggaraan pengclolaan administrasi umum untuk mendukung 

kelancaran pelak.sanaan tugas dan fungsi Departemen; 

c. penyelenggaman hubungan ke.rja di bidang administrasi dengan Kementerian 

Kootdinator. kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah 

Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait; dan 

d. pelak.sanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. 

Susunan orga.nisasi darl sekretariat jenderal terdiri dari : 

L Biro Perencanaan; 

Biro Perencanaan mempunyai tugas meiaksanakan pembinaan, koordinasi 

penyusunan rencana dan anggaran, pengorganisasian. ketatalaksanaan serta 

evaluasi dan penyusunan Japoran Departemen berdasarkan ketentuan pe:raturan 

perundang-undangan yang berlaku. terdiri dari : Bagian Penyusunan Program dan 

Anggaran. Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data, Bagian Evaluasi dan 

Laporan, Bagian Organisasi, dan Bagian Ketatalaksanaan. 
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2. Biro Kepegawaian; 

Biro Kepegawaian mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan 

kepegawaian di lingkungan departemen, terdiri dari : Bagian Umum 

Kcpegawaian, Bagian Pengembangan Pegawai, Bagian Mutasi Pegawai, Bagian 

Pemberhentian Pensiun Disiplin Pegawai, dan Bagian Tata Usaha Kepegav.--aian. 

3. Biro Keuangan; 

Biro Keuangan rnempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan, 

koordinasi, dan pelaksanaan anggaran di tingkungan Departemen berdasarkan 

ketentuan peraturan perundangundangan yang bedaku, terdiri dari: Bagian 

Penymmnan Anggaran~ Bagian Pelaksanaan Anggamn. Bagian Akuntansi dan 

Verifikasi, Bagian Perbendabaraan. 

4. Biro Perlengkapan; 

Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan 

pengefolaan perlengkapan di lingkungan departemen, terdiri dari : Bagian Analisa 

dan Kebutuhan, Bagian Pengadaan, Bagian Penyimpanan dan Penyaluran, Bagian 

Inventarisasi, Bagian Pengahapusan. 

5. Biro Hubwtgan Masyarakat dan Luar Negeri. 

Biro Hubungan Masyarakat dan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan 

pembinaan dan pelaksanaan hubungan ketja sama dan luar negeri serta pemberlan 

informasi dan komuni.kast kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan di 

lingkungan departemen~ terdiri darl : Bagian Hubungan daan Keiembagaan 

Organisasi, Bagian Hubungan Luar Negeri, Bagian Inforrnasi dan Komunikasi. 

6. Biro Umum 

Biro Umum mempunyai tugas mcrnbinan dan mefaksanakan urusan tata usaha 

dan rumah tangga di lingkungan dep!lrtemen, terdiri dari: Bagian Tala Usaha 

Departemeo, Bagian Tala Usaha Pimpinan, Bagian Bina Sikap Mental, Bagian 

Rumah Tangga, Bagian Pengamanan. 
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Sementara itu Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data (Pullahta) sendiri 

mempunyai tugas melaksanakan pcngumpulan dan pengoJahan data, termasuk 

data terkait gender, penyajian informasi serta penataan sistem infonnasi dan 

jaringan situs . 

Untuk melaksanakan tug-as tersebut, Bagian Pul\ahta menyelcnggarakan fungsi : 

a. pengumpulan dan pengolahan data., penyajian inforrnasi termasuk data terkait 

gender serta penataan sistem informasi dan jaringan situs Departemen; 

b. pengoperasian jaringan situs Departemen dan perndiharaan tilt; perangkat 

dan jaringan situs; 

c. perencanaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan program 

aplikasi sistem informasi manajemen Sekretariat Jenderal; dan 

d. perencanaan, pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sistem 

informasi manajemen Sckrctariut JenderaL 

Bagian Peugumpulan dan Pengolahan Data (Pullahta) terdiri dari : 

a. Subbagian Pengurnputan dan Pengolahan Data I memp1Jnyai tugas melakukan 

pengurnpulan danpengolahan data terrnasuk: data. terkait gender untuk uoit 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan .Inspektorat Jenderal dan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukurn dan HAM serta Kantor 

WiJayah Departemcn Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Barat. Banten, 

DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.!. Yogyakarta, dan Jawa Tituur serta 

pelak.sanaan administrasi surat masuk dan keluar~ penyajian dan pemberian 

layanan data dan informasL 

b. Subbagian Pengumpula.n dan Pengolahan Data II mempunyai r:ugas 

melakukan pengumpulan dan pengolahan dnta termasuk dnta teri<ait gender 

untuk unit Direktorat Jcndet"'dl Hak:. Kekayaan Intelektual dan Direktarat 

Jenderal Administrasi Hukum Umum sert:a Kantor WilayahDepartemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia di Nanggroe Acch Darussalam, Sumatera 

Utara.Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera. 
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Selatan., Kepulauan BangkaBelitung, dan Lampung serta pengoperasian dan 

pemeiiharaan jaringan situs Departemen dan perangkat kerns. 

c. Subbagian Pengumpulan dan PengoJahan Data Ill mempunyai lugas 

melakukan pengumpulan da.>1 pengolaban data termasuk data tetkait gender 

untuk unit Sekretariat Jendeml, Direktotat Jenderal Peraturan Perundang­

undangan dan Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Kantor Wilaya:h Departemcn 

Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kalimantan Barat, Kalimantan 

Tengah,Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Sulawesi Selatan, Sulawe.'ii 

Tengah, Sulawesi Tenggara,Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gcrontalo, 

Maluku dan Maluku Utaro, serta perencanru:m pembangunan pengembangan 

dan pemclihnraan sistem infonnasi manajemen Sekretariat JenderaL 

d. Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data IV mempunyai tugas 

melakukan pengumpulan dan pengolahan data termasuk data terkait gender 

untuk unit Direktornt Jenderai Hak Asasi Manusia,Badan Pembinaan Huk:um 

Nasiona~ dan Badan Penelitian dan Pengcmbangan Hak Asasi Manusia, dan 

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bali, Nusa 

Tenggara Barat. Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Irian Jaya Ba.rat, serta 

perencanaan pengembangan dan pemeliha.raan program aplikasi sistem 

informasi manajemen Sekreta.riat Jendera1. 

Adapun struktur organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM 

dan Biro Pcrencanaan berturut~turut tam.pak dalam gambar berikut ini: 
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Gambar IV.l 

Struktur Organisasi Sekretariat Jendera) 
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Sumbcr: P<:raturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor: M.09.PR.07~to Tahun 2007 

Tanggal20 April 2007 Tentang Organisasi Dan T;J.ta Kerja Departcmen Hukum dan HAM. llai ii 

(Lampirun I) 
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4.3. Visi dan Misi 

Pengertian visi misi menurut Sukisno (2005) adalah suatu pernyataan tentang 

gambaran keadaan karakteristik yang in gin di capai oleh suatu lembaga pada jauh 

dimasa yang akan datang. Pemyataan visi tersebut harus selalu bcrfak:u pada 

semua kcrnungkina:n perubahan :;-ang mungkln teljadi sehingga suatu visi 

llendaknya mempunyai sifat I fleksibel. Sedangkan misi adalah pemyataan 

tcntang apa yang harus dikefjakan oleh lembaga dalam usahunya mewujudkan 

visL Dalam operasionatnya orang berpedoman pada pemyataan misi yang 

merupakan basil kompromi intepretasi visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata 

untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis hesar earn pencapaian 

visi. 

Visi Departemen Hukum dan HAM adalah ten.vujudnya sistem dan politik 

hukum nasional yang mantap dalam rangka tegaknya Supremasi Hukum dan Hak 

Asa.si Manusia untuk menunjang tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, 

bersatu, rukun, damai, adil dan sejahtern. 

Adapun misi Departemen Hukum dan HAM adalah sebagai barikut ; 

a. Menyusun perencana.an hukum; 

b. Membentuk. rnenyempumakan dan rnemperbaharui peraturan perundang-

undangan~ 

c. Melaksanakan penerapan hukum, pelayanan hukum dan penegakan hukum; 

d. Mclakukan pembinaan dan pengembangan hukum; 

e. Meningkatkan dan mernantapkan pengawasan hukom; 

f. Meningkatkan dan memantapkan kesadaran hukum masyarakat; 

g. Meningkat.kan dan memantapkan jaringan dokumentasi dan infurmasi huk-um 

nasional; 

h. Meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pernenuhan dan 

penghormatan hak asasi manusia; 

i. Melaksanakan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM; 

j. Meningkatkan pembinaan s:umber daya manusia aparatur hukum; 
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k. Meningkatkan dan melindungi karya intelektual dan karya budaya yang 

inovatif dan invetif; 

I. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum. 

4.4~ Proses Sosialisasi Program Pengarusutamaan Gender (PUG) di 

Lingkungan Departemcn Hukum dan HAM 

Di lingkungan Departemen Hukum dan HAM pelaksanaan Jnpres Nomor 9 

tahun 2000 meugenai PUG telah dimulai sejak tahun 2002 sampai dcngan saat ini 

oleh Sekretariat Jendeml. Tujuan dari pelaksa.naan program tersebut adalah agar 

perencanaan kebijakan dan program pembangunan huk:um menjadi kegiatan yang 

responsif gender. Pada tahap awalnya PUG di Iingkungan Departernen Hukum 

dan HAM memiliki sasaran yaitu mcnsosialisasikan pengertian dan konsep gender 

untuk memudahkan aparatur hukum memahami dan mengimplementasikan 

konsep dasar gender dalam bidang hukum. 

A. Kcbljilkan Makro 

UUIPP Penganti UU 
Undang-Undang 
Peratur.m Preuiden 
Pernturan Dnernh 

GambariV.3 

Kerangka PUG bidang Hukum 

Prinsip-Prinslp Dasar Dalrun: 

UUD 194S 

UU_7/1984(CEDAW) 

BPFA 

B. Kcbijukan Messo 

Peraturan Mentcri 
Sll Mcnteri 
Pernturnn Gubemur 
I'eraturan Bupni.i 
Peraturan Walikot.a 

C. Kebljaka.n: Mikro 

1. KcLijakan yang dl 

kcluarkan aparat publik 

cli bawah Menteri 

Sumber: Rinusu. Pengarusutamaan Gender dalam Bidaug Hukum, rlisampaikan poda disku&i rapat 
anggota tim KKG bida.nghukum D.El'KUMHAM, 2 Juni 2009 
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Di dalam Rencana Strategis (renstra) Departemen Hukum dan HAM tahun 

2005-2009, sudah ada keterkaitan ontara PUG dengan arah kebijakan yang 

diambil oleh Departemen, dimana dari 10 arah kebijakan dalam Renstra, terdapat 

dua poin yang terkait dengan gender, yaitu: 

L Mcnata kembali substansi hukum melafui peninjauan dan pcnataan 

peraturan undang~undang dengan memperhatikan asas umum dan hirarki 

permur..m undang-undang. 

2. Meningkatkan upaya penghapusan segala ben!:uk diskriminasi, termasuk 

ketidakadiian gender dalam rangka menegakkan prinsip babwa setiap 

warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa 

kecuali. 

Selain itu, penerapan PUG di lingkungan Departemcn Hukum dan HAM juga 

untuk mengantisipasi perubahan sistem penganggaran pemerintah secaro nasional. 

Sistem penganggaram yang mu.la\ beriaku tahun angga.ran 201012011 itu 

mensyaratkan konsep Anggaran Responsif Gender (ARG) da1am penyusunan 

terms of reference (TOR) anggamn. Daiam penerapannya, konsep ARG mencobn 

untuk memberikan ruang bagt terciptanya sistem penganggaran yang tidak lagi 

ada indikasi diskriminasi terutama dalam hal gender. 

Adapun yang menjadi target snsaran dari program PUG ini antara lain di 

tingkat eseJon satu sebagai berikut~ 

I. Sekretariat Jenderal; 

2. Ditjen. Peraturan Perundang~undangao; 

3. Di~eo. Administrasi Hukum Umum; 

4. Ditjen. Pemasyarakatan; 

5. Ditjen. lmigrasi; 

6. Ditien. Hak Kekayaan Intelektuai; 

7. Ditjen. HAM; 
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8. Inspektorat Jenderal; 

9. Badan Pembinaan Hukum Na.sional~ 

10. Badan Pengembangan SDMHukum & HAM; 

II. Badan LITBANG HAM;Staf Abli. 

Sedangkan yang unit daerah sebagai berL'<ut: 

I. 33 Kantor Wilayah; 

2. 864 unit pelaksana teknis/kantor ya!tu : 

a. Kantor lmigrasi (KANIM); 

b. Rumah Detensi lmigrasi (RUDENIM); 

c. Lembaga Pemasyarakatan (LAP AS); 

d. Balai Pemasyarokatan (BAT' AS); 

e. Rumah Tahanan Negara (RUTAN); 

f. Rumab Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN); 

g. Balai Harta Peninggalan (BHP) 

Adapun langkah awal kebijakan yang diambil terkait dengan pelakaanaan 

PUG di Departemen Hukum dan HAM antara lain schagai berikut : 

I. Membentuk Tim Kesetarnan dan Keadilan Gender (KKG) yang diketuai oleb 

Kepala Biro Perencanaan dan Sekretaris Jenderal sebagai Penanggung Jawab 

denga.n anggola para Sekrcta:ris Unit, Kepala Badan!Pusat dan para Kopala 

Biro dengan lingkup kegiatan melakukan sosialisasi gender kepada para 

pejabat struktural dan staf dalam bentuk kegiatan yang bervariasi : 

• pemahaman konsep dasar gender~ 

• komitmen bersama untuk melaksanakan gender; 

• komunikasi, infom1asi, cdukasi (kie ); 

• bedah kasus gender; 
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2. Membentuk Kelompok Kerja {Pokja) Unit Daerab yang diketuai olen Kepala 

Biro Perencanaan dengan anggota para pejabat Eselon Ill di lingkongan 

Sekretariat Jenderal dan Staf Pnllabta dengan lingkup kegiatan melakokan 

sosia1isasi gender keseluruh Kantor Wilayah untuk para pejabat strukturai, 

Kep.ala UPT dan staf. Dimana Pokja ini merniliki tugas dan deskripsi kerja 

sebagai berikut: 

I. Penasehat dan Penggung jawab 

• Mengkoordinasikan anggota pokja: 

• Merumuskan hahan kebljakan yang responsif gender 

• Merumuskan rencana aksi daerah untuk pelak.o;;a.naan pembangunan 

yang responsif gender 

2. Tim Ahli 

• Membantu ,menyusun program 

• Memberikan sasaran dalam menyusun kertas keb\jakan (posilion 

paper) 

• Menjadi fasilitator dala.m petatihan di pusat maupun daerah 

• Membantu melakukan analisis kesenjangan gender di unit pusat 

maupun daerah. 

3. Tim leknis 

• Memberikan araban kepada pelaksana program 

• MerumuskD.n konsep kertas posisi kebijakan 

• Menyusun RAD-PUG 

• Menyusun rencana anggaran (gender budget) 

• Memelihara komitnlen pembangunan berwawasan gender 

4. Sekretariat 
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• Membantu pimpinan mengkoordinasikan berbagai kegiatan 

• Mengbimpun arsip hasii kerja pokja dan pcnyelesaian administrasi. 

Meskipun telah dibentuk tim KKG dan Pokja. na.mun belum ada payung 

hokum internal Departemen 1-lukum dan HAM dalam bcntuk Surat Keputusan 

Menteri mengenai pihak-pihak yang unluk kc dcpannya bertugas khusus dalam 

menjalankan kegiarnn sosia!isasi. Hal ini scmpat dipcrmasalahkan o!eh salah satu 

anggota Pokja yang menjadi infonnan peneHtian, seperti yang diungkapkan dalam 

perr.yataan bcrikut 

'"Tapi dari sisi internal depkumham, masalahnya itu kelembagaannya .. 
Kelembngaannya belum ada untuk tingkat dcpartemen, apatagi untuk esclon 
1. Jadi banya merupakan kegiatan yang ditempelkan di satu kelembagaan, 
rnisainya di biro perencanaan dan ditempatkan di sisi infonnasi lagi, jadi 
sama sekaH ga• nyambung lab. Tapi ma.u ga mau sudah beljalan dari tahun 
2002, itu dari masalah kcbijakan" 

(Kutipan hasil wawancara dengan Olhman Nasution, K.abag Pullahta) 

Keriadaan lernbaga khusus ini menyebabkan Bagian Pullahta yang sedlanya 

menyediakan data informasi sebagai tugas po:kok dan fungs:i (tupoksi) menjadi 

pihak yang juga bertanggungjawab dalam pelaksanaan PUG. Hal ini di kemudian 

hari menurut infO.rman dapat rnenycbabkan ketidakkonsistenan dalam program 

dan mesti diselesaikan lewat mekanisme perubahan tupoksi pada Renstrn. 

Namun pendekatan kelembagaan yang terlalu kental dapat menyebabkan 

terlalu bergantungnya program PUG ini pada sisi fonnai yaitu perundangan, 

organisasi dan lain sebagainya,. yang seharusnya tidak menjadi pengbambat bagi 

pelaksanaan program. Meskipun masih ada kendala dalam kelembagaannya, 

program PUG ini berjalan terus. 

Adapun kcgiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan PUG 

antara lain: 
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• Komunikasi, infonnasi dan edukasi (KIE}, bedah kasus gender, advokasi, 

konsultasi, fasilitasi PUG; 

• Pembentukan forumftlmlpokja PUG tingkat pusat dan daerah; 

• Peningkatan kemampuan dan kapasitas pusat dan daerah; 

• Melakukan pengarusutamaan gender bidang hukum dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi gender. 

• Pemanfaatan teknologi infonnasi dalam pengembangan berbagai alat dan 

metode tennasuk materi dan bahan KIE dalam bentuk VCD; 

• Pengembangan SIM Gender; 

• PcneHtian dan pengkajian hukum bias gender; 

Gam bar IV.4 

Kegiatnn Komunikasi, Informasi dan Ednkasi (KIE) Gender di Departemen 

Hokum dan HAM 

Sumber: dokumentasi peneliti 
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Sedangkan indikator-indlkator yang digunakan oleh tim KKG dalam menilai 

k.ineija kegiatan yang diselenggarakan Polga antara Iain: 

• Meningkatnya kesctarnan gender; 

• Tersusunnya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan gender; 

• Tersusunnya pcngarusutamaan gender dalarn perencanaan dan program 

pembangunan hukum yang responsive gender; 

• Tersusunnya berbagai soJusi pennasalahan hukum yang tidak berkeadilan 

gender scrta meningkatnya. kuaiitas penyuluh hukum yang sensitif gender; 

• Terumjudnya jumiah aparat penegak hukum laJnnya yang berkesetaraan 

gender; 

• Tersedianya data dan infurmasi terpilah jenis kelamin; 

• Tersedianya laporan dan dokumentasi beiWawasan gender. 

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya. pelaksanaan PUG di Departemcn 

Hukum dan HAM dari tallUn 2002 bingga lahun 2008 masih dalam tahap 

sosialisasi. Pada tahap awal soslalisasi ditekankan pada penjelasan mengenai 

konsep dasar gender, seperti yang diungkapkan oleh inforrnan dari tim Pokja 

berikut: 

')'ah yang pertama itu pengena!an konsep dasar gender, kenapa? Karena 
dati situlah diharapkan para peserta sudah be;w~benar dipabami. Ken&pa 
ha1 itu yang diutamakan? Karena disitulab dijelaskan beda gender dengan 
kodra:t. Gender bicara kesetaraan, apa yang bisa dHakukan oleh 12ki-laki 
dan juga perempuan. K.alau kodrat, itu jelas hasi1 ciptaan dari Allah dimana 
tidak: bisa dirubah-ruhah, sedangkan gender bisa diruhah. Nah strateginya 
itu ldta memberi eehh pemahaman konsep dasar ini ke pimpinan tcrtinggi. 
karena dibarapkan ke bawahnya itu turun_ Kenapa'l K.arena kalau yang 
diatas in4 pcmbuat keputusannya tidak memabami konsep jender. kita tak 
akan bisa melaksanakan PUG. Karena disini yang ut:ama adalah 
pemahaman sehingga terbentuk perubahan pola pikir." 

(Kutipan hasil wawancara dengan Burhazir Zamda, Kasubbag Pullahta !) 
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Dari kutipan diallls, terlihal bahwa fokus pengenalan konsep gender ada pada 

level pimpinan atau para pengarnbii kebijakan di masing-masing biro maupun 

unit-unit kerja. Adapun rencana keija yang disusun dalam kebijakan PUG ini 

adalab rnelibatkan bagian perencanaan dalam perumusan kebijakan strategisnya, 

seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini: 

"Bahwasanya pembangunan sektor hukum ltu harus eee ... mencapai 
kesetaraan dan keadilan jender. Tidak ada diskriminasi jender? lidak ada 
bias jcnder. ttu rencana untuk stm!egisnya, yang nanti akan ditindak lanjuti 
dengan ee .. oleh diljen PP tentunya, pengkajian undang-undang yang bias 
jender. Pengkajiannya terus ee .. ak;m diadakan usulan ee., nisi atau 
modifikr:sinya. Tetapi itu program yang eee. .. harus ditindaklanjuti oleh PP 
dan merekalah yang akan mengkaji soal itu. Tapi kita tak masuk disana.. 
karena sangat subl::tantifsifatnya.ltuiah rencana kerja:nya." 

( Kutipan basil wawancara dengan fauzi Mahdani, Kasubbag Pullahta 3) 

Strategi ini diambil dengan maksud agar tercipta efek top~down1 yaitu 

pengenalan dan pemahaman suatu kebijakan dari pimpinan yang akan disebarkau 

ke bawahan yang dalam budaya dan sistem birokrasi mnsih sangat kental dan 

terkadang cfektif dalam bentuk perintah kerja dari pimpinan. Strategi sosialisasi 

yang melibatkan seluruh pejabat ese!on puncak (eselon satu dan dua) dilakukan 

mengingat permasalahan dan isu gender di rnasing-masing unit keJja dapat 

berbeda~beda. sehingga kegiatan sosiaHsasinya pun disesualkan dengan k:onteks 

tupoksi dan lingkup pekeljaannya. 

Meskipun pejabat eselon satu diiibatkan sebagai anggota tim K.KG, uamun 

telap dalam bal inisiatif dipegang oleh Sekretaris Jendera~ seperti yang 

diungknpkan oleh informan berikut ini. 

"iya..karena itu mereka (ese!on 1) dimasukkan anggota agar dapat melihat 
.lresenjangan gender yang ada. Baik di internal pegawai maupun yang 
pclayanan, kita kan pelayanan huk:um. Pendekatan hukum, te!ladap UU yang 
mengatur di kegiatan masing-masing, misalnya UU pemasyarakatan, 
keirnigrasian, kewarganegaraan ... rnereka harus bisa melibat itu dari aspek 
gender. Jadi semua unit bertanggung jawab. Cuma eeeh. . .leadernya, adalah 
sekretariat jenderal" 

(Kutipan hasH wawanca.ra dcngan Fauzi Mahdani, Kasubbag PuHahta 3) 
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HaJ lain yang menurut peneliti cukup menarik dalam tahap sosiaHsasi 

program PUG ini adalah mengenai materi yang disampaikan, mekanisme 

penyampaian dan narasumber yang memberikan mated, Dari segi materi isi atau 

materi pokok yang disampaikan dalam sosialisasi, yang banyak diberikun dan 

dibahas adalah masih seputar pengenalan konscp dasar gender seperti pengertian 

gender, perbedaan gender dengan jcnis kelamin, perbandingan antara konscp 

kesetaraan dengan konsep kodrati serta bentuk~bcntuk ketidak-adilan dan 

diskrirninasi gender. Pola dan mekanisme penyampaian 1ebih banyak daiam 

bentuk kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi, seperti pefatihan dan 

workshop. Terkadang mernang diselingi ofeh kegiatan role~playing dengna 

melibatkan peserta sosialisasi, yang kemudian dimintakan tanggapan dalam 

bentuk perkataan maupun perilaku dan perbuatan, menanggapi suatu kasus yang 

terkait dengan isu gender tertentu. 

Yang perlu dipcrhatikan ada!ah narasumber yang diundang sebagai 

pembicam dan pemateri. Hampir seluruh narasumbcr sosiafisasi PUG merupakan 

orang !uar Departemen Hukum dan HAM. Kebanyakan datang dari institusi 

pemerintahan seperti Kemcnterian Pemberdayaan Perempuan maupun Bappenas. 

Juga pemah dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli sool 

peningkatan kepedulian mosalah gender di masyarakat. Hal ini d!ungkapk:an oleh 

salah soorang infonnan dalam pemyataannya berikut: 

" ... .terakhlr saya itu di kegiatan AHU yaa. .. minta paparkan mengenai 
kebijakan departemen hukum dan HAM. Yang kedua adalah di dbjen HAM 
tapi kenyataan., gale jadl karena mereka minta ke menteri negnra 
pemberdayaan perempuan selaku koordinator nasional.'' 

(Kutipan hasU wawancara dengan Fauzi Mahdanl, Kasubbag: Pullahta 3) 

Keterlibatan narnsumber dari pihak eksterna1 memang bagus untuk 

mernperkaya perspcktif dan kedalaman materi serta cakupan contoh-contoh kasus 

yang Jebih komprehensif. Namun penelltl melihat rninimnya naras:umber dari 

kalangan internal Departemen Hukum dan HAM sebagai sesuatu yang mesti 

diperhatikan. Perhatian yang sama juga diberikan oicb salah seorang infcrman 

pcnelitian yang meNSa bahwa kctiadaan narasumber internal dari Bepartemen 
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Hukum dan HAM merupakan masalah tersendiri. Beliau menilai bahwa 

narasumber dari kalangan internal memang terbatas dari segi somber daya 

manusianya seperti yang terangkum dalam pemyataannya: 

"Dan juga, yang lain adalah dari sisi cehh .. personil, untuk bisa atau bisa 
menjadi pemerhati-pengamat kese!araan gender itu sangat langka, jarang 
yang benninar, apalagi untuk jadi narasumber. Bahkar. dengan pensiunnya 
narasumbcr yang lama, kayak Pak Okan, Bu Lies gitu sudah gak ada yang 
melanjutkan. Karena memang dia harus rnjin, meneliti, mengkaji ya gitulah. 
Nah itu jar.mg ada yang mau, yah kita gak: tau lah .. sehingga susah untuk 
internal organisasi itu mengkader narasumber." 

(Kutipan basil wawancara dengan Othman Nasution, Kabag Pullahta) 

Rata-rata pegawai dan pejabat di Departemen Hukum dan HAM memang 

memiliki kecenderungan sulit untuk membagi dan mengalokasikan waktu 

keijanya untuk kegiatan-kegiatan seperti pengkajian, penelitian dan lain 

sebagainya, apalagi untuk isu dan permasalahan seputar gender yang dianggap 

kurang menarik. Kegiatan seperti itu mungkin hanya dapat dilakukan oleh orang­

orang yang memang memiliki ketertarikan dan disertai komitmen tinggi terhadap 

sebuah permasaJahan. 

Dapat dikatakan bahwa, Departemen Hukurn dan HAM saat ini kekurangan 

tenaga ahli soal gender. Ketika ditanyakan kepada informan apakah ketidakmauan 

itu karena minirnnya insentif. beliau tidak menolak anggapan tersebut, walaupun 

beliau menilai bahwa yang penting harus ada sistem yang dibangun terkait 

kompetensi pegawai. Entah itu dari sisi insentit: konsep peminatan hingga jenjang 

karir yangjelas ketika seseora'lg memiliki kompetensi khusus di suatu bidang. 

Akhimya, terpaksa kegiatan sosialisasi diisi oleh narasumer dari luar yang 

mungkin saja belum paham betul tujuan serta makna strategis penerapan PUG di 

bidang hukum. Potensi permasalahan timbul apabila narasumber tidak 

berkompeten dalam bidang hukum. Meskipun sejauh ini hal tersebut belum 

pemah terjadi selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan. 
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Kegiatan Workshop Gender Yang Diisi Oleh Narasumber Eksternal 

Departemeo Hukum dan HAM 
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sumber. dolrumentusi 11m 

Pokj'a PUG Departemen Hukum dan HAM 

Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas: dan 

kompetensi dalam bidang gender di Departernen Hukum dan HAM memang 

rnenimbulkan kesulitan tersendiri bagi pelaksanaan sosiaUsasi PUG. 

Ketergantungan yang berlebiban kepada materi dan narnsumber dari instansi dan 

pihak: luar dapat menyebabk:an PUG di bidang hukum kehilangan esensinya dan 

melenceng dari apa yang sudah digarlskan dalam renstra. Hal ini terindikasi telall 

tmjadi meskipun bclum ada laporan resminya. Beberapa unit dan biro kerja telah 

salah memahami maksud dari sosialisasi PUG dan menafsirkannya dalam bentuk: 

lain seperti capacity building, seperti yang terungkap dalam k:utipan wawancara 

berikut ini: 

"N3h dan kita berha..-ap apa yang mereka lakukan itu scsuai dengan tugas 
mereka masing~masing. Tetapi ada juga yang kayaknya berjalan sendiri, tap.i 
masih kabar angin yah. di dlljen AKl itu, Mcreka., salah pcrsepsi kayaknya, 
karena anggaran yang kita kucurkan itu ~uhcm dipergunak-..m. untuk 
pemberdayaw1 gender, maJah uotuk capacity building. untuk ESQ. Nah itu 
scbenemya salah, mereka salah rnemandang anggaran tersebut jadl me:reka 
ESQ~nya pesertanya perempunn semua."' 

(Kutipan ilasil \'.<:awancara dengan Fauzi Mahdani, Kasubbag Pullahta 3) 
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Ketidaksinkronan ini memang dinilai oleh pejabat yang bertanggungjawab 

sebagai kesaiahan ditjen tersebut Namun sayangnya tidak ada tindak lanjut 

mengenai kesalahan ten;ebut Bahkan laporan kegiatannya sampai saat ini belurn 

sampai ke tangan tim Pokja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan sosialisasi 

PUG. Minimnya informasi dan komunikasi antam lim pelaksana di masing­

masing dirjen dengna tim Pokja sangat disayangkan oleh peneliti, karcna 

scbenarnya mekanismenya sudah diatur sedemikian rupa meski tidak dalam 

bcntuk standard operalional procedure {SOP) yang baku. Meskipun begitu tidak 

scmestinya suatu kegiatan khiJaf untuk: tidak dihtporbn dan 

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, peneliti meUhat perlu adanya 

mekanisme kerja yang lebih intens oleh tim Pokja disamping perlu disusun SOP 

yang baku dalam tata cara pelaksanaan kegiatan sosialisasi PUG di lingkungan 

Departemen Hukum dan HAM 

Kesimpangsiuran pola pelaksanaan sosialisast PUG mcnyebabkan kegiatan 

sosialisasi yang dilakukan menjadi tidak sinkron dengan yang telah digariskan 

dalam renstra. Schingga bo1eh dibiiang. pelaksanaan sosialisasi PUG di 

Departemen Hukum dan HAM terkesan Jambat, mcmakan waktu sedemikian lama 

(kurun waktu tahun 2002 hingga 2008) dikarenakan masih banyaknya kendala 

yang lebih bersifat internal 

4.5. Efektifitas Sosialisasi Program Pengarusutamaan Gender (PUG) di 

Liugkungan Departemeo Hukom dan HAM 

Kegiatan sosialisasi PUG di Departemen Huknm dan HAM boleh dikatakan 

teJah mencapai tahap akhir, meskipun maslh ada permasalahan di beberapa hal. 

Untuk itu diperlu.'am upaya tmtuk rnelihat sejauh mana sosialisasi yang dilakukan 

mampu membangun paradigma dan pemahaman mengenai konsep gender. 

Pembahasan mengenai efektifilas sosiaiisasi PUG di Departemen HID.._um dan 

HAM akan difokuskan pada liga hal, yaitu peningkatan pengetahuan spesiflk dari 
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peserta sosialisasi, perubahan sikap mental peserta sosialisasi~ dan perubahan 

sikap dan perilaku peserta sosialisasi sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan 

sosialisasi PUG. 

4.5.1 Peningkatu.n Pengetahu;:m Spesiilk 

Gender adalah isu yang dalam pandangan masyarakat pada umumnya 

masih kerap di salah persepsikan. Pengetahuan masyarakat mengenai gender 

dan hal~hal seputamya m.asih terbiJang mlnim. Ada beberapa hal yang 

menyebabakan terciptanya kondisi sepcrti itu seperti faktor budaya, agama 

hingga pendidikan yang salah kaprah dalam melihat dan menilai isu gender. 

Pennasalahan seputar gender masih menjadi isu yang sensitif bahkan 

dikatakan tabu bagi sebagian ma&'Yarakat 

Di linglrungan Departemen Hukum dan HAM, konsep pcngetahuan 

mengenai gender yang masib konvensional itulah yang coba dikikis "dan 

dihilangkan dengan sosialisasi PUG. Titiak bisa dipungkiri bahwa tingk:at 

pengetabuan mcngenai gender di lingkungan Departemen Hukum dan HAM 

(dalnm hal ini yang disorot adalah pengetahuan pegawainya) setali tiga uang 

dengan apa yang terjadi di rnasyarakat seperti yang tebh diceritakan di awat 

Tingkat pengetahuan yang minim tersebut membawa dampak pada banyak 

hal, terutama yang paling sering tetjadi adalah da!am soal lingkup peke!jaan. 

Dalam observasinya, peneliti menemukan bahwa di lingkungan 

Departemen Hukum dan HAM, khusunya di Sekretariat Jenderal, sebelum 

diadakannya sosialisasi mengenai PUG masib kerap ditemukan hal-hal yang 

kurang sesuai dengan prinsip gender. Hal tersebut dikarenaka.n adanya 

mispersepsi dan masih kentaJnya paradigma stereotipe bahwa perempuan itu 

kedudukannya mesti di bawalllald-lalci dan ballwa laki-lalci lebih unggul dan 

superior dibanding Ia wan jenisnya terse but. 

Namun setelah diadakannya kegiatan sosialisasi gender, teJjadi 

perubahan-peruballan, reru!ama dalam hal pengetahuan serta konsep dasar 

mengenai gender. seperti yang dikutip dari wawancara dengan peserta 

sosialisasi baik yang laki-laki maupun perempuan berikut ini: 
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" .. ,pengetahuan saya bertambah dalam hal kesetarnan. Perempuan dan 
lalci-laki memang berheda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Setiap 
percmpuan punya kesempatan untuk sama-sama tampil'' 

(Kutipan hasH wawancara dengan Mu[yawandari~ slaf tatalaksana) 

" ... pertama itu kan tahunya gender itu kan hanya memperhalikan wanita, 
tapi setelah mengikuti sih gender itu menjelaskan baJn"JU antara w::mita 
dan JakJAa!ci itu tidak dibedakan" 

(Kutipan hasil wawanCMB dengan Bowo, staf evaluasi lapangan) 
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Tingkat pengetahuan gender yang bcrtambah di saru sisi 

mengindikasikan bahwa sosialisasi yang dilakukan telah berbuah basil yang 

cukup menggembirakan, terutama dari pihak peserta laki-laki yang seolall­

olah mendapatkan pencerahan dan pengetahuan baru perihal definisi dan 

tujuan konscp gender) yang sela.ma ini kerap di salah persepsikan oleh 

tertutam pihak. laki-Iaki. Namun bertambahnya pengetahuan belum serta~ 

merta mencennink:an bahwa telah ada perubahan yang signifrkan da!am po~a 

gender di lingkungan Departemen Hul...--um dan HAM. 

Akan tetapi peneliti melihat bahwa bertambahnya tingkat pengetahuan 

ini suJit untuk diketahui ukunmnya karena tidak adanya evaluasi rerhadap 

pescrta Jalam menilai seberapa jaub pengetahuan yang dimiliki setelah 

mengikuti sosialisasi atau isu-isu tedcait gender mana yang perlu untuk dikaji 

!ebih dalam lagi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan infurman berikut ini: 

" ... soslalisasi tidak bisa diukur ... indikator yang bisa k1ta hitung 
belakangan adalah OOgaimana aoggaran yang mereka susun itu bisa lotos 
di dhjen anggaran. Apakah anggaran terseblJt sudah sesuai dengan jendcr 
bujet sl.atement tadi. Kareaa s:osialisasi itu bersifat nonnatif 11ja, kita ga 
bisa mengukur orang itu paham apa tidak. Jadi nanti pas implementasinya 
saj a kita libat." 

(Kotipan basil wawa.ncara dengan Fauzi Mahdani. Kasubbag Pullabta 3) 

"eeebh ... itu tahap sosiaJisasi, sulit diukur. Karena orang u<lab dikasih 
paparan, paham ga sih? Tapi sedikit banyak kita anggap berhasil, ka.rena 
pcrmaslahanjcnder itu sudah tidak lagi menjadi pertanyaan bcsat" 

(Kutipan hasH wawanca.m dertgan Othman Nasution, Kabag Pullahta) 
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Tidak adanya evaluasi ini menyebabkan antara lain pengutangan tema 

sosialisasi dan pelatilian yang diadakan yang menyebabk:an tidak adanya 

pcrkembangan dari segi ilmu dan pengetahuan gender yang diberikan. Hal ini 

sempat dikeluhkan oleh peserta sosialisasi yang merasa bahwa materi yang 

dlberikan~ walaupun penyampaiannya cukup bagus dengan adanya simulasi 

dan role~playing, namun dari substansinya tidak banyak perkembangan dan 

terkesan monoton. 

Peningkatan pengetahuan yang didapat oleh pese11a sosialisasi. rnc:nurut 

pengamatan peneliti dan dari basil wawancara, mernang terjadi. Pengetahuan 

yang bertamOOh menjadikan pcserta sosialisasi lebili tanggap ketika 

dihadapkan atau dit.anyakan pertanyaan-pertanyaan seputat gender ketimbang 

ketika sebelum mengikuti sosiatisast- Menurut peneliti, hal ini 

mengindikasikan ~ahwa sosialisasi PUG yang dilakukan dengan menekankan 

pada pemahaman konsep dasar gender telah cfcktif dalam membangun 

pemahaman yang benar mengenai konsep gender di peserta sosialisasi yang 

merupakan pegawai Departemen Hukum dan HAM. 

4.5.2 Perubahan Silmp Mental 

Bertambahnya pengetahuan mengenai gender pada peserta sosiaJisasi 

merupakan indikasi yang positif terhadap efektifitas sosialisasi yang 

dilakukan. Namun, pengetahuan gender yang cukup belum dapet dijadikan 

tolok akur yang sah manakala konsep gender yang Ielah dipahami tidak 

diikuti adanya perubahan sikap mental. 

Perubahan sikap mental disini mencakup earn dan sudut pandang. serta 

pola pildr yang dianut. Sering kali terjadi, mental yang belum berubah akan 

mengbambarkan per1ambahan pengetahuan dan lrompetensL Ambil contoh 

dalam isu korupsl, yang mesldpun sudah sangat gencar dikampanyekan~ 

disosialisasikan, dikaj~ ada peraturan yang ketat bahkan ada lembaga 

pengawas yang obyektif, tetap saja tetjadi k:asus-kasus korupsi. Hal itu 

disebabkan karena tidak adanya perubahan dari sisi mentalitas. 
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Ma.salah mentalitas ini dalam konteks PUG memjuk pada pola pikir dan 

sudut pandang dalam memahami suatu isu gender. Dad basil wawancara 

mendalam yang dilakukan oleh pene!it:i, para peserta sosiaJisasi mcrasa 

bahwa mentalitas gender mereka berubah meskipun tidak signiftkan. Dari 

pihak peserta perernpuan, mereka merasa setelah ikut sosiaHsasi mereka 

menjadi lebih yaldn dan bemr;i menuntut kesetaraan dan keadilan bagi 

perempuan di setiap segi kehidupan. 

Mentalitas yang coba dibangun oleh sosialisasi PUG ini adalah hahwa 

perempuan dari segi kemampuan dan kapabifitas tidak ka lab: dari laki-laki, 

mcskipun apabila ditilik dari segi kodrat ftsik, perernpuan memang berbeda 

dan sedikit banyak memiliki ketidak-unggulan ketimbang laki-laki. Dengna 

mentalitas seperti ~ diha.rapkan terbentuk pemikiran~pemikiran yang positif 

ternadap gender sehingga pada akhimya akan terwujud kesetaraan gender. 

Beutuk mentalitas seperti ini tercennin dalam kutipan wawancara berikut ini: 

".,.saya tuh berhadapan dengan laki-laki atnu penllr!puan yah sama saja, 
obycktif saja. Tergantung: mampu at<:m tidal: dia~nya. Kita sederajat tapi 
perannya kan beda." 

(Kutipan hasH wawancaro. dengan. Sorta Delima, kasubbag evalap) 

''Tapi walaupun ada kesetar:aan gender yah, menurut saya sib perempuan 
secara global tetap jadi ma'murn bagi laki-laki, kan sa.ya sebagai seornng 
muslim." 

(Kutipan hasil wawancara dengan Herlina Millasari, kasubbag tatausaha) 

Meskipun dari segi mentalitas sudah ada perubahan,. namun pandangan 

bahwa nilai~nilai agama tentang kodrat perempuan dirasa masih relevan 

dimana perempuan bagaimanapun memiliki keterbatasan~keterbatasan dan 

da1am konteks keluarga. konsep laki~laki adalah pemimpin masih dianut Hal 

tersebut cukup membuat heran peneli~ dimana pe:neliti beranggapan 

seharusnya dengan diterapkannya konsep gender ini, seharusnya perempuan­

perempuan dalam dunja ketja rnampu mengesampingkan pandangan­

pandangan (yang diiatarbelabngi sudut pandang agama) bahwa laki-laki itu 
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sudah sepatutnya menjadi imam atau pemimpin dan perempuan mendapatkan 

posisi sebagai pengikut semata. 

Namun lebih darl itu) pemahaman semacam ini perlu dipeiajari dan di 

kaji Iebih lanjut oleh tim KKG maupun Pokja. Sehingga di satu titik tercipta 

keseimbangan antara konsep gender dengan nilai-nilai budaya dan agama. 

Kondisi ini menurut sebagian besar infonnan memberikan pcluang dan 

kesempatan bagi perempuan maupun lalci-laki untuk dapat berperan 

maksimal. 

Sedangkan bagi pesert.a !aki-laki. sosildisasi PUG memang mampu 

mengubah memalita.~:,; gender, namun menurut mereka, hams secara 

proporsional dan bukan justru rnelebih-lebihkan satu pihak, karena pada 

dasarnya konsep gender ini adalah keadilan baik bagi laki-Jaki maupun 

perempuan. Pandangan ini kembali diperkuat oleh nilai~nilai agama yang 

sebagian besar mereka anutsebagai laki-laki mereka paharn bahwa mereka 

mesti memperlakukan perempuan secarn ad it dan bijaksana. Selain itu, sesuai 

tunutan z:aman yang telah berubah, peran perempuan pun berirembang lidak 

hanya seputar rumah tangga. 

Nrunun, kekhawatir:an terbesar adalah kotika menemui keadaan dimana 

orang-orangnya rnasih berpikiran sempit soal gender ini, seperti diungkapkan 

dari kutipan berikut irll: 

''Naif sekali apabila kita diaougerahi anak perempuan. kita sclrolahkan 
tinggi tapi kemudian OOrtemu atasan yang masih berpandangan 
eehh .. bahwa perempuan itu yah dapur, sumur, kasur jadi .iretika bersaing 
dengan laki-laki, atasaonya lebih me:milib lakl-iaki. Nah kita sebagai 
orangtua kan sedih mendengamya, ini sudah terjadi suatu diskriminasi. 
Pola pikimya hams diubah, berlka.nlah kepada perempuan itu ehh 
kesempa~m~." 

(Kutipan basil wawancara dengan Burbazir Zamda. ka.'>ubbag puUahta I) 

Bentuk: kekhawatiran seperti diungkapkan oleh informan tersebut 

menurut peneliti ada benarnya. Dari basil pengamatan dan analisa peneliti, 

stigma terhadap perempuan di lingkungan pekerjaan mernang masih rnenjadl 

batu sandungan dalam penerapan konsep kesetaraan gender di semua bidang 
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taopa kecuali. Ketika di linglrup pendidikan konsep kesetaraan gender telah 

mengalami kernajuan yang pesat, maka tidak demikian dengan lingkungan 

pekerjaan dan dunia profesi. Di mana-mana masih didapati kasus atau 

kejadian dimana perempuan yang tidak mendapatkan posisi, jabatan dan 

kedudukan dalam pckerjaan yang seimbang dengan lald~laki. Padahal dari 

segi kompctensi dan keahlian. perempuan tersebut memiliki kualifikasi yang 

murnpuni dan seharusnya diberikan kesempatan yang seirnbang untuk 

bersaing. 

Bahkan dalam dunia pekerjaan telah tercipta dikotomi jenis pekerjaan 

yang cocok antara laki-laki dan perempilan. Pekerjaan di belakang rneja dan 

yang berkaitan dengan administratif dikatakan lcbih cocok dike(iaknn oieh 

perempuan, sedangkan pekerjaan Iapangan lebih ooook untuk laki-laki. 

Pembedaan jenis pekeljaan yang cocok dikerjakan seperti ini telah lama 

dipraktikkan dalam kehidupan dunia pekerjaan sehari-harJ hingga akhimya 

membudaya. Di Departemen Hukum dan HAM~ pembedaan tipe pekerjaan 

yang cocok berdasarkan jenis kelamin tertentu juga ditemuj oleh peneliti, 

Meskipun tidak seiarnanya pembedaan itu salah (misalnya pckeljaan yang 

menuntut kondisi flsik yang k:uat serta jam kerja yang lama memang 

dirasaknn iebih cocok apabila dikerjaknn oieh laki-laki), akan tetapi 

dikhawatirkan akan mempengaruhi sistem kerja yang sesuai dengan konsep 

gender yang coba dibangun di lingkungan Departemen Hukum dan HAM. 

4.5.3 Perubahan Sikap dan PerilaktJ: 

Perubahan sikap dan perilaku me:rupakan indikator lainnya kctika 

sebuah konsep teiah diadopsi sebagai pola pikir dan cara pandang yang 

digunakan oleh seseornng, Sikap dan perilaku ini akan dipengaruhi o!eb 

situasi dan kondisi lingkungan yang ada. Dalam konteks gender, sikap dan 

perilaku merujuk pada reaksi yang ditunjukkan oleh seseorang menyikapi isu 

gender yang dihadapinya. 

Gender behaviour ini oontohnya misalnya daiam penentuan jahnmn, 

ada ealon laki-Iaki dan ada calon perempuan. Maka perilaku yang diambil 
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mesti seobyektif mungkin dan selaras dengan konsep gender_ Tidak ada 

disk:riminasi da.lam peni!aian hanya karena jenis kelamin tertentu dan mesti 

dilihat secara komprehensif soal kemampuan, kelayakan dan kesempatan 

yang ada. 

Dari basil observasi. peneJiti rnenemukan bahwasanya konsep 

kesetaraan gender tc!a.h menjadi fenomena tersendiri di lingkungan 

Departemen Hukum dan HAM. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa 

kondisi tersebut dimungkinkon untuk te!jadi bukan hanya J...-arena adanya 

sosialisasi PUG. Ada beberapa faktor lainnya yang terkait. salah satu yang 

paling kuat adalah peraturan yang menekankan pentingnya PUG ini. 

Contohnya adalah dalam penyusunan anggaran yang mesti sesuai dengan 

konsep ARG, sehingga rnemaksa tim penyusun anggaran tersebut untuk 

mengubah perilakunya selama ini dna lebih memperhatikan dan 

mengedepankan kepentingan gender. 

Dalam hal perubahau perilaku gender ini, pcneliti melihat ada 

setidaknya dua hal yang mesti diperhatikan yaitu: 

a. Inisiatif 

Ada tidaknya perubahan perdaku mcsti diawaii oleh niatan dan dorongan 

yang kuat dati diri sendiri. Peneliti melihat bahwn ins:iatif untuk merubah 

sikap masih belum ditunjukkan oleh sebagian besar peserta soslalisasi di 

dal.am lingkup peketjaannya. Berbeda dengan misalnya kalau di 

lingkungan keluarga, dimana sebagian besar infurman yang menjadi 

pesert:a sosialisas~ ketika ditanyakan mengenai p.raktik konsep gender, 

pada umumnya lebih banyak rnenjawab dalam konteks keluarga yang 

dalam pabam mereka, te!ah senantiasamempraktikkan konsep gender 

dengan sebaik dan semaksimaJ mungkin. 

Minlnutya inisiatif pr.iktik gender di lingkungan pekeljaan memang 

dirasakan juga oleh peneliti, dimana terosa bet ... d tidak adanya dorongan 

dari individu-individu yang memHiki inisiati£ Bahkan praktik kesetaraan 

gender Iebih kentat nuansa fonnal~proseduralnya ketimbang praktik nyata 

secara alamiah. Kondisi seperti ini tercipta mcskipun sosialisasi gender 

sudah sedemikian intensif (sudah befjalan bertahun-tahun) dan para 
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pesertanyapun secara umum sudah paham apa itu gender pada tataran 

pemahaman dasar maupun aplikasinya. 

b. Kondisi lingkungan 

Perubahan perilai.<J harus ditopang oleb kondisi lingkungan yang 

kondusif bagi terciptanya perubahan tersebul Lingkungan disini adalah 

keterpadoan nntara pola hidup rua:,·yarakat, nilai-niJai serta norma yang 

dianut serta kesempatan yang diberikan pada pandangan dan cara baru. 

Dalam konteks gender, lingkungan yang kondusif adalah lingkungan 

yang merniliki sifat toleransi yang tinggi terhadap hal-hal barn. Mengapa? 

karena gender ini adalah konsep yang mendobrak paradigma lama yang 

ada di masyarakat. 

Lingkungan yang dinamis~ dapnt mendorong keberhasilan perubahan 

sikap dan perilaku karena pada umumnya manusia baru mau berubah 

dalam bcrsikap apabila lingkungannya pun berubah yang memaksa 

sesorang untuk ikut bcradaptasi dafam perubahan yang terjadi. 

Dalam praktik rlilnya, ancaman terbesar bagl perilaku pro-gender 

adalah sikap pragmatisme, dimana meskipun seseorang memiliki niatan yang 

kuat untuk mengubah peri1aku, namun situasi kondisi lingkungan yang tidak 

menduirung, maka muncullah sikap pragmatis yang cenderung main aman 

dan mengikuti arus. Sungguh amat disayangk:an, sikap pragmatis ini ditemui 

olch peneliti dala.m studi lapangannya, seperti terlihat di kutipao wawancara 

berikut ini: 

"' •.. yah mau dijaianini gimana. saya kan punya keduduk~ pimpinan 
yang 1ebih mengetahui. kenapa saya yang dipilib kenapa yang laki­
taki ... saya kan enggak tahu itu ... gitu kan? Ini kan dari sudut 
kepemimp!nan yah" 

(Kutipan basil wawancara dengan Herlina Millasari. kasubbag ta.tausaha) 

·~ ... sebetulnya di Indonesia gak perlu yah, karena dt agama dan norma sudah 
je!as soal penman wanita. m sinl kan sudah bagus, sudab baoyak yang maju 
perempuannya ... " 

(Kutipan basil wawancara dengan Eddy Sutardi, kabag tataulaksana) 
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Lingkungan birokrasi yang sangat formal dan terikat dengan berbagai 

aturan dan protokoler rnemang terkadang kontrawproduktif dengan semangnt 

kesetaraan gender. Di lingkungan Departemen Hukum dan HAM sendiri, ciri 

birok:rasinya memang masih kentara sehingga menyulitkan untuk rnembual 

tcrobosan-terobosan yang sifatnya revolusioner. Contoh nyatanya aJalah 

hingga saat ini masih sedikitnya pejabat eselon puncak (I dan 2) yang 

berjenis kelamin perempuan. Padahal dari penilaian peneHti, cukup banyak 

pegawai percmpuan eselon di bawahnya yang memiliki kompetensi dan 

potensi yang layak. Belum terbukanya sistem birokrasi dalam menyikapi 

keterwak:ilan dan kesetara.an gender dalam stuktur organisasi ini menurut 

peneiiti sedikit banyak dapat mengbambat sosialisasi PUG karena minimnya 

role-model yang bisa dijadikan tauladan dan contoh konkritnya. 

Namun hal tersebut bukanlah indikator akhir untuk me1ihat apakah 

sudah ada perubahan dalam sikap dan perilaku terkait konsep gender ini, 

Untuk merubah perilaku memang membutuhkan proses dan wak."tu yang 

cukup. Proses tersebut juga harus diiringi dcngan pendampingan dan 

bimbingan yang tepat sehingga menghasi1kan pcriJaku yang sesuai 

dengantujuan awal. Sisi positifuya darl proses tersebut ada1ah bahwa konsep 

gender dapat diterima dengan resistensi yang minim dan tanpa penyimpangan 

makna. 

Secara umum dapat diklltakan bahwa sosialisasi program PUG di liogkungan 

Departemen Hukum dan HAM telah efektif dalam merubah mentalitas pesertanya 

dengan tcrlebih dahulu dipaparkan dengan sejelas dan scgamblang mnogkin 

mengenai konscp gender yang dipakai MentaHr.as yang dahulunya terkesan tidak 

peduli akan konsep lresetaraan dan keadilan gender digantikan oleh men!alitas 

yang lcbih peduli terbadap isu-isu gender, baik itu yang diaJami oleh laki-iak.i 

maupun perempuan. 

Akan tetapi pada tataran perilaku., terutama dalam tingkup dunia keijf4 

konsep gender waiau pelan~peJan muiai dipraktikkan namun masih mengaiami 

ganjalan berupa birokrasi dan mininmya inisiatif untuk mempraktikkan kesetaraan 
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gender terlepas dari jabatan, tupoksi maupun kondisi~kondisi terkait lainnya. 

Selama ini di lingkungan Departemen Hulrum dan HAM, prnktik gender lebih 

kepada tataran formal dan belum menjadi senyawa yang menjadi satu dengan 

praktik kerja sehari-hari. Hal ini pada titik tertentu menimbulkan sikap 

pragmatisme. 

4.6.Faktor~Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Silsialisasi Program 

Pcngarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Departcmen Hokum 

daoHAM 

4.6.1 Kemauan Dalam Me:nerima Pengetahuanllnfonnasi Barn 

Pengetahuan yang baru akan dapat lebih mudah disampaikan rnanakala 

target penyampaian (audicns)~nya memiliki kemauan yang kuat, dan 

bcgitupun sebaliknya. Kemauan dan kerel<!an lni timbul dari kesada.ran dan 

rasa membutuhkan yang kuat, schingga mendorong seseorang untuk mencru.i 

pengetahuan yang barn. Setiap indtvidu memiliki gayanya masing-rnasing 

dalam mencari infonnasi dan pengemhuan. 

Daiam konteks sosialisasi gender di Departemen Hukum dan HAM. 
pcncliti menemukan bahwa meskipun kemauan (eagerness) dari peserta 

da1am menerima pengetahuan gender ini cukup besar (dililiat dari jumlah 

pcserta yang banyak dari setiap kegiatan)~ namun sebagian besar dari mereka 

beranggapan bahwa pengetahuan mengenai gender ini sebetu,nya banyak 

sumbcmya. Jadi dari data in:forman yang berhasU dikumpulkan, para 

infbrman merasa bahwa kegiatan sosiatisasi ini memang berguna dan mereka 

sangat antusias (terutama dari yang perempuan), akan tetapi sebagian dari 

merekapun mencari swnber referensi lain mengenai gender ini a tau ada juga 

yang cenderung memilild pemaharnan mengenai gender basil dari 

pengamatannya. 
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Yang patut disyukuri adalah tidak adanyu konflik pemikiran yang 

berarti atau signi-fikan. Peserta relatif dapat menyesuaikan konsep PUG 

dengan apa yang teiah mereka yakini sebelumnya, sehingga potensi konflik 

pernikiran dapat dihindarL Salah satu informan perempuan menggambarkan 

antusiasmenya sebagal berikut: 

"Oh sangaLkan untuk ana.k juga ... hmm saya itu kart rlulu memang 
korban gender di keluarga, Nah saya belajar gender untuk memahami 
triknya untuk mengubah kondisi ilu." 

(Kutipan hl:ISil wawancara dengan Sorta Delima, kasubbag evalap) 

Namun sepcrti yang telah disingguog sebelumnya bahwa meskipun 

antusias akan pengetahuan mengenai konsep gender init ada juga yang 

mengambil paham bahwa gender tidak sertn merta menjadi topik utama. Hal 

ini dapat dinilai dari dua sudut pandang, pcrtama bahwa individu tersebut 

sudoh paham akan gender sebelurn mengikuti sosialisasi cntah itu dari 

kegiatan acarn rnaupun dari Jiteratur-literatur. Atau yang kedua bahwa 

individu tcrsebut menilai bahwa gender hanyaiah salah s.atu dari sekian 

banyak program pemerintah/departemen yang mesti dijaJankan. Jadi yang 

satu melihatnya dari sisi pemahaman sedangkan yang satunya lagi melihat 

dari sisi pragmatis. Kedua sudut pandang tersebut dapat dilihat dari kutipan 

wawanca.ra dengan infonnan sebagai berikut: 

"yah kurang molivasi lah yah, karena saya sudah merasa porsi gender di 
Indonesia sudah cukup" 

(Kutipan basil wawaru::am dengan Eddy Sutardl, kabag tataJaksana ) 

<-~ ... autusiasmenya sebetulnya 50% sih.. Kenapa? Karena kan udah tabu 
sebelumnya. Gender itu kan banya strategi aja" 

(Kutipan basil wawancara dengan Wiryono, kasubbag pul1alrta 4) 

Unik:nya memang bahwa pandangan tersebut datang dari infonnan !aki­

laki. Cara pandang tersebut memang tidak. satah, akan tctapi rnenarik untuk 

dibahas dari segl dasar pemikirannya. Bahwa konsep gender adalah sebuah 
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stra.tegi, memang betul, karena telah digariskan dalam renstra Departernen 

Hukum dan HAM. Disamping itu sifat sosialisasi, seperti yang telah 

disinggung sebe!umnya, yaitu umumnya bersifat pcmahaman dasar mengenai 

gender membuat peserta dari kalangan laki-laki memiJiki pandangan bahwa 

sosialisasi PUG int hanya1ah bagian dari program rutin Departemen yang 

intinya mereka sudah tahu, yaitu mcngcnai emansipasi W'd.flita. 

Bahkan bisa jadi, kcik11tsertaan peserta dari kelompok lak.i-laki 

dilatarbelakangi olch pcmenuhan tugas bdaka. Dan yang lebih parah lagi 

adalah hanya scmata untuk mendapatkan uang perja[anan dinas atau insenlif 

pelatihan semata. Kalau sudah begitu, rr.aka sulit mengbarapkan sosialisasi 

ini dapat efektif". Da!am pelaksanaannya saja, sosialisasi ini dari pengamatan 

peneliti lebih banyak dihadiri oleh perempuan, sehingga t.imbul anekdot 

bahwa kegiatan sosialisasi PUG lebih mirip pertemuan Dhanna Wanita atau 

Jbu PKK. Tidak sahth memang apabila pesena yang hadir mayoritas adalah 

perernpuan, akan tetapi program PUG ini sebenamya sasaran utamanya lebih 

kepada laki-laki, karena laki-lakilah aktor ul:ama penentu apakah konsep 

gender ini diterima dengan baik atau tldak. 

4.6.2Informasi yang Disampaikan Secara Terarah 

Faktor ini oleh _peneliti dilihat dari sisi penyelenggaranya, apakah sudah 

menetapkan strategi sosialisasi yang semestinya dan sesuai atau belum. Dari 

segi informasi yang ingin disampaikan, yaitu mengcnai penerapan PUG 

dalam pembaogunan bidang hukum, sudah dibentuk pola penyampaiannya 

yang rnengacu pada rens!Ta dcpartemen seperti yang terlihat dari gambar 

berikut ini: 
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Sl!ffilx.:r; Rinusu. Pcngarusutamaan Get1der dalam Bidang Hukurn, disampaikan pada diskusl 

rapat lll'!ggota tim KKG bidang hukum DEPK.UMHAM, 2 Juni 2009 

Da1am strntegi penyampaian informs.si dan sosialisasi. Tim Pokja 

menggunaka.n beberapa media mulai dari leaflet hingga compact disc (CD) 

dan modui. Namun sangat disayang.k~ da1am pengarnatan peneliti, modul 

panduan mengenal PUG ini bukan dalam konteks penerapannya di bidang 

hukum, meiainkan berupa konsep dasar saja. Modul PUG daiam bidang 

hokum memang belum ada dan sangatjauh tertinggal ketimbang Departemen 

Kesehatan atau Departemen Pertanian yang sudab memiliki modul panduan 

PUG yang sesuai dcngan konteks kebijakan departemennya. 

Ketika dikonftrrnasi soal modul ini, jawaban yang peneliti terima dari 

tim Pnkja adalab keterbatasan soa! anggaran yang dia!ami. Namun ke 

depannya memang diharapkan ada penyesuaian dalam hal anggaran, 

mengingat konsep Anggaran Responsif Gender akan diterapkan. sehingga 

dapat menjadi panduan peningkatan anggaran mengenai gender. 
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Selain ito kesesuaian arah infonnasl dapat dilihat dari evaluasi kegiatan. 

Namun sayangnya untuk kegiat.an PUG ini, evaluasi kegiatannya han}'a 

berupa laporan sederbana, seperti penuturan lnfonnan berikut ini: 

"kita juga melaksanakan evaluasl yah tapi tidak akurat lah, tidak detil, 
banya evaluasi dalam hentuk penyelenggaraan. Jadi misalnya gini, talmn 
inl klta melakMlnakan gender kalau ga salah haoya satu kali. Kegiatannya 
apa? Bentuk kegiatannya kita mensosialisasikan ARG kcpuda e.selon 3 
khususnya bidang PPL, kenapa PPL'J Karcua mereka penyusun program. 
Nah kenapa bid.ang pcnyusun prognun? Nah karena gender ini sl::!'ategi. 
Kenapa dia. ada di situ'? Karenagjender ini harus tersusun di PPL ittL Lalu 
dari kegiatan yang: kila Jaksanakan itu terakhir ya kiln o.1valuasi~ ini 
sampai apa tidak. SeJanjutnya? Y:ah cnggak terlalu klta kejar. Jadi 
evaluasinya ltu evaluasi nanggung. 

(Kutipan basil wawancara dengan Burhazir Zrunda., kasubbag pullahta 1) 

BegitupWl evaluasi tcrhadap peserta yang relatif hanya dilakukan pada 

tahap proses awal sosiaHsasi tahun 2002-2003 saja. ltupun hasilnya tidak 

ditindaklanjuti sebagaimaoa mestinya. Ddfi penuturan be:berapa informan, 

bahkan ditemui fakta bahwa tidak ada yang oamanya evaluasi peserta 

sosialisasi~ seperti yang diungkapkan informan berikut ini: 

"yang di plhak panitia. ... kayaknya enggak ada. Tapi evaiuasi di diri 
sendiri iya yah"' 

(Kutipan hasH wawancara dengan Mulyawandari, slaftataiaksana) 

Mininmya cvaluasi baik itu evaluasi kegiatan maupun evaluasi terhadap 

peserta membuat program PUG ini minim inovasi daJam haf infonnasi yang 

hendak disampaikan, mengingat hampir tidak ada proses feedback yang 

mumpuni. Padahal feedback ini dalam teorinya sangat dibutubkan agar suatu 

program dapat diketahui kelemahannya, sehingga dapat diperbaiki di lain 

kesempa!lln. Padahal dalam praktiknya evaluasl bukanlah hal yang sulit 

untuk dilaksanakan. Terlebih apabila memang telah ada indik:ator dan kriter.ia 

penialaian yang jelas. Dalam beberapa hasil wawanc~ peneliti 

mendapatkan informasi bahwa evaluasi pelaksanaan tidak scpenuhnya 

dilaksanakan dikarenakan tidak adanya kriteria baku dalarn penilaian. 
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Sedangkan. evaluasi terhadap peserta hanya sekali diadakan dikarenakan 

adanya pengulangan tema kcgiatan, sehingga oleh tim panitia diasumsikan 

sama hasiinya drui satu kegiatan ke kegiatan lainnya. 

Kompilas:i ketidaksesuaian modul dan minimnya evaluasi inilah yang 

pada akhimya menurut pcneliti menjadi faktor penghambat ketersampaian 

informasi yang balk dan terarah. Sebingga pada akhirnya soslafisasinya pun 

betjalan biasa-biasa saja cenderung menjadi kegiatan rutin dalam pagu 

anggaran bahkan kakm dibiarkan begitu saja akan menjadi tanpa geregct dan 

dampak akhirnya adalah sikap acuh terhadap isu gender. 

Altematif pola sosiaiJsasi, se:benarnya pemah diajukan oleh salah satu 

anggota tim Pok;ja yang berhasil diwawancara.i oich peneliti, Beliau 

memberikan altematif pola sosialisasi dengan rnekanisme advokasi seperti 

yang dikutip dari pernyataan beriknt 

" ... pertama mentang k:ita harus mengadvoka.si minimal di internal kita. 
Melakukan penelitian dan kajian mengenai llal-hal yang menyangkut 
pcrempuan dan laki-laki dan aspek-aspek pelayaJ'lan, anggaran, kcbijakan, 
bisa. .• kcmudian diadvokasikan kcpada yang tx:rsangkutan tapi diOOrikan 
juga solusinya harus ka!au mau tercapa.inya inpres no 9 talmn 2000 itu." 

(K.uttpan hasH wawanco.ra dengan Othman Nasution, Kabag pullahta) 

Pola advokasi semacarn itu diharapkan lebih efektif dalarn 

penyampaian informasi mengenai gender kepada target tertentu. Ketimbang 

mengadakan kegiatan semacam seminar, Jokakarya, pelatihan dan bentuk­

bentuk pertemuan atau kelas umum yang bersifut publik namun minim 

evaluasi yang menyebabkan kegiatan tersebut terke:san hanya repetisi materi 

tanpa ada feedback yang berarti. Dengna advokasi maka mao;aJah-masaiah 

yang seringkaJi tidak terbahas dalam mctode seminar atau bahkan role~ 

playing dapat terkuak dan dicarikan solusinya. Apalagi masalah tersebut 

memiliki ciri dan karakterlsitik sesual dengna lingkup tupoksi unit kerja 

masing-masing. 
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Apalagi ketika model advokasi tersebut didukung oleh mekanisme 

Pokja yang lebih dinamis. dalam artian tim Pokja mampu memberikan 

dukungan penuh dalam bentuk keijasama tim yang solid. Hallni pula yang 

menjadi sorotan peneliti, karena Pokja yang diisl oleh pejabat eselon puncak 

sangat kurang dalam koordinasi. Pokja tidak mcmpunyai kelembagaan yang 

kuat dan mengikat karena prinsipnya hanya tbrum diskusi dan tergantung 

perkembangan isu sehingga Pokja in I rawan dari sis:i strategis. 

4.6.3 Opinion Leaders 

Dalam masyarakat seJalu ada individu-individu maupun pibak seperti 

maedia massa yang mcmiliki kecenderungan sebagai pembentuk opini publik 

yang bagus. Mereka inilah yang selalu memberikan pendapat mereka yang 

kemudian diikuti oleh sebagian besar masyarako:l setelah melalui serangkaian 

proses dan pertimbang:an rasional. Mereka tidak sekedar menginforrnasikan, 

akan tetapi mrunpu mem~persuasi publik untuk menerima suatu informasi 

yang disampaikannya. 

Aspek penting dari opinion leaders ini dalarn kegiatan sosialisasi adalah 

apa yang dinamakan homophilius communication, yaitu bahwa sosialisasi 

dapat lebih efektif dijalankan rnanakala terjadi diantara individu-individu 

dengan karakteristik yang reiatif sama. Dan ketika sosialisasi dilaksanakan di 

lingkungna yang bersifat hetero atau tidak memilliki karakteristik yang sama, 

maka akan tercipat hambatan~hambatan penyebaran infollllllSL 

Dalam PUG. opinion leaders inl diinisiasi dalam konsep gender focal 

point, yang dalam tahapan PUG sudah dimulai ketika tahap sosialisasi dan di 

konkritkan ketika tahap implementasinya. Namun dari pengamatan peneliti di 

lapangan. konsep gender focal point ini belum berjalan sebagaimana 

mestinya. Para focal point ini kebanyakan tidak mampu mewakili secara 

kelembagaan, rutinya mereka hanyaJah orang-perorang yang tidak memiliki 

keterikatan kuat dengna lembaga yang dlwakilinya. Padahal seperti yang 

sudah dibahas sebelumnya mengenai opinion leaders ini, bahwa sebaiknya 
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merupal.,_tlll individu yang memiliki keterikatan dan hubungan yang kuat 

dengan tembaga atau unit kerja yang diwakiHnya. 

Pandangan peserta sosialisasi yang berharap bahwn keberadaan focal 

point dari kalangan tim Pokja mampu membantu mereka lebih mendalami 

soal konsep gender ini memang tidak s.alah, akan tetapi memang tim Pokja 

ini kurang rnendapal dorongan maksimal. Salah sotunya menurut peneliti 

adalah karena hilangnya sosok atau figur yang betul~betul pcduli mengcnai 

gender inL Peneliti melihat bahwa semenjak lerjadi pergantlan 

kepemimpinan dari pimpinan scbelumnya ke pimpinan yang sekarang tcrjadi 

penurunan dan degradas! kuaiitas pelaksanaan sosia1isasi gender. 

Pimpinan sebelurnnya s.angat berdedikasi dan mencurahkan segenap 

perhatiannya agar konsep gender ini dapat betul-betul terlaksana di 

lingkungna Departemen Hukum dan HAM. Dan memang kebetulan beJiau 

jug ada1ah seorang perempuan sehingga boleh dikatakan beliaulah motor 

penggerak yang snagat diandaikart. Ketika beliau diganti, walaupun 

programnya masih berjalan, namun pemimpin yang baru menganggapnya 

hanyaJah kegiatJ.m proyek rutin saja yg anggarannya sudah pasti muncul 

setiap tahun dan untuk pertanggunjawabannya haruslah dibuat kegiatan­

kegiatan yang berlrubungan dengan isu gender. 

Peneliti merasa bahwa opinion leaders sesungguhnya ada pada sosok 

figur pemimpin sebelumnya yang peneliti sendiri rasakan bagaimana beliau 

memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi sehingga unit kerja Pullahta 

mampu mengemban tugas meJaksanakan sosialisasi PUG ini dengan baik. 

Memang terlihat perbedaan yang mencolok dalam pelaksanaan sosialisasi 

gender saat ada beliau dan saat tidak ada beHau. Dimana setelah beliau tidak 

ada lagL gender di Departemen Hukum dan HAM pun terasa kehiJangan 

greget-nya. Memang secara kebetulan beUau adalah perempuan sehingga 

merasa memiliki kewajiban luhur untuk memberikan pencerahan mengenai 

gender dan meluruskan pola pikir yang selama ini dirasakannya keliru perihal 

gender ini. Hiiangnya sosok pemimpin yang tidak hanya memitiki 

kompetensi akan tetapi juga diperkuat oleh semangat dedikasi akan 
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perubahan yang tinggl memang dirasakan juga oleh tim Pokja, yang 

mengalami kesulitan karena pengganti beliau tidak memmki antusiasme dan 

keahlian yang setara da1am hal gender. Hal ini diperkuat oleh pemyataan 

informan berikut ini: 

"tetutama dari para pctingginya dulu, kalau petinggioya sendiri kurang 
perha!ian maka pasti ke bawahnyajuga s-eperti itu." 

(Kutipon ha.sil wawancara dengan Riza.idy. kabag eva lap) 

" ... seorang pimpinan dari mu!ai rendah sampai atas harus punya kcserugaman 
dalam meman.iang gender, kemudian dikemas sebaik mungkin. Istilahnya 
adalah orang yang bagian pemasaran, bagaimana produk ini~ gender ini 
dipasarkan.'' 

{Kutipan hasll wawancara dengan Wiryono, kasubbag pullahta 4) 

Poia suri tauladan yang dipedihatkan oleh pemimpin sangat kentara 

dalam dunia birokrasi. Ketika pimpinannya eenderung mcndukung progr,un 

PUG maka. dapat dibilang otomatis bawahannya pun mengik.uti pola 

pimpinan.. begitupun sebaiiknya. Kalaupuo ada yang tidak sejalan mungkin 

hanya segelintir dan minorit.as saja scrta tidak mcmiliki pengaruh besar. Ja!an 

keluamya adalah menyiapkan kader-kader gender dari kaiangan pegawai 

biasa, yang memiliki inisiatif sendiri dan antusiasn1e yang besar terhadap 

PUG. Mereka marnpu mandiri terlepas dari struktur organisasi yang ada, 

karena struktur yang baku kerap menghalangi munculnya terobosan­

terobosan bam. Modal untuk mewujudkannya sudah ada dalam bentuk 

pemahaman bahwa konsep gender ini dimulai dari diri sendiri, seperti yang 

diungkapkan oleh infbrman berik:ut ini: 

"eehhh saya kira mulai dari diri pribacH kita .. bm kita yang menjalani, kita 
yang merasakannyajuga. ... "" 

(Kutipao basil wawancara dengan Burhazir Zamda, kasubbag pullahta l) 

Dengan dem ikian, ideatnya ketika pimptnannya relatif tidak tertalu kuat 

dalam mengusung konsep PUG, masih ada individu-individu yang memiliki 
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kesadaran untuk rneningkatkan pemaharnan serta melakukan aktivitas sesuai 

dengan konsep responsif gender minimal untuk dirinya sendiri dan 

Iingkungan terdekatnya, yaitu keluarga di rumah. Narnun peneiiti meJihat 

kenda1a 1ainnya muncul dari sistem birokrasi, yaitu betum adanya surat 

keputus.an penetapan pejabat st:ruktural sebagai gender focal point baik: di 

tingkatan pusat maupun di kantor wilayah di daerah, Padaha! semesiinya 

urusan surat ketctapan sudah beres ketika sosialisasi ini dijalankan. Larnanya 

penetapan tersebu! rnenurut penutumn namsumber adalah dikarenakan 

penentuan !criteria gender focal point yang belum finaL 

Yang patut disayangkan adalah minimnya kontribusi dari tim Pokja 

maupun tim KKG untuk setidaknya menggantikan konsep gender focal point 

dengan kchijakan Jainnya yang dapat lebih cepat terealisasikan dan 

memberikan dampak yang positif terhadap sosiatisasi PUG. Padahal 

sebarusnya mereka mampu leblb responsif dalam melihat kendaLl yang 

muncul. Apalagi sulit untuk menghampkan dari pegawai yang eseionnya 

lebih rendah atau bahkan staf untuk berinisatif sendiri. Ketika ditanyakan 

oleh peneliti rnengapa hai ini bisa terjadi, alasan yang dikemukakan relatif 

k!asik yaitu sumber daya manusia, sepetti yang dikutip dari wawancara 

berikut Ini: 

" ... teuaga namsumber PUG yang sudah banyak yang puma bal..ii, jadi 
susab buat narasumber. Di Iiogk:ungan dephukham ini masih minim 
pejabat s.truktural yang bisa jadi naraswnber PUG." 

(Kutipan hasi.l wawancara deogan Burhazir Zarnda. kasubbag puUahta l) 

Haf tersebut pedu menjadi perhatian utama para pihak yang 

berlrentingan, apabila mau melanjutkan program PUG di bidang bulrum 

secara komprehensif. ApaJagi setelah tahap sosialisasi selesa~ maka akan 

memasuki tahap implementasi dimana diperlukan Slimber-surnbl!r daya ya11g 

tidak: banya paham akan tetapi juga mampu menernpkan konsep gender 

secara benar. Apa.bila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan sulit bagi 

program PUG ini dapat diimplementasikan dcngan baik. Sejauh ini, pcneiiti 

meHhat bahwa kebergantungan terhadap pihak ekstcmal sangat kentara. 
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Terutama kepada pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai 

inisiator program PUG dan pihak yang memonitor pelaksanaan program 

PUG secara nasional. Sudah saatnya Departemen Hukum dan HAM melepas 

kctergantungan tersebut sccara bertahap dan sisternatis. Dan salah satunya, 

sebagai langkah penting ada1ah adanya opinion leaden; yang tidak hanya. 

pttham mengenai isu gender dcngan balk, namun juga mem11iki kompetensi 

dan pengetahuan dunia hukum yang cakap. 

Ketiadaan opinion leaders yang rnumpuni membuat sosialisasi PUG 

k:urang mendapat dorongan dari aspck penerapan di pesertu sosialisasi. 

Karena tidak adanya tokoh yang mampu membuat opini, mernotivasi bahkan 

menggerakkan peserta sosia1isasj agar setelah kegiatan sosiaiisasi tetap 

menjunjung tinggi dan menernpkan konsep gender dengan baik. Lowongnya 

posisi opinfon leaders ini~ mesti disikapi secara scrius dan pedu segcra 

diambi! tindakan serta langkah~langkah strategis agar sosia\isasi yang telah 

dijalankan selama ini dapat bersifat kontinu seperti yang diharapkan oleh 

peserta bcrikut ini: 

'"Sekarang sosialisasi kita sudah. tapl cuma di pusat saja bclum di daernh. 
Jadi PUG ini harus lanjut, kan sekarang sudah sampai tahap focal point 
yah. nah itu harus terns, terutama bjar samapi ke yang di dae:rah juga." 

(Ku6pan hasil wawancara dengan Mulyawandari; slaftatalaksana) 

Keberlanjutan dari sosialisasi sudah semestinya menjadi perhatian 

utama para pihak yang berlrepentingan. Apaiagi mengingat tahun anggaran 

2010 llkan diberlakukan pola penganggamn dengan konsep Anggaran 

Responsif Gender. Peneliti meliliat bahwa Departernen Hukum dan HAM 

mesti melakukan langkah-langkah yang signifikan agar tllrget pengelolaan 

anggaran yang responsif gender dapat tercapai tahun depan. Hal ini 

dikarenakan saat ini peneliti melihat masih banyak cclah-ceiah dalam sistem 

penyusunan dan pengelolaan anggaran yang belum berorientasi gender secara 

baik di Departemen Hukum dan HAM. Meskipun tim KKG merasa optimis 

bahwa target t.erscbut akan dapat direalisasikan,. akan tetapi diperlukan kerja 

keras dari semua pihak terutama dalarn rnerubab mental dan. perilaku menjadi 
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lebih responsif gender. Dengan begitu, program PUG ini dapat betul~betul 

memberikan pcrubahan positif datam konteks pembangunan bidang hukum 

sehingga tercipta masyarakat yang sadar huk.um dan sadar gender pula. 

Keharmonisan antara konsep hukum dan gender perlu terus dikembangkan 

agar senantiasa tercipta keadilan yang hakiki di Indonesia. 
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BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasi! penelitian mengenai Efektifitas Sosialisasi Program PUG 

di lingkungan Departemen Hukum dan HAM, maka kesimpulan yang Jiperoleh 

antara lain: 

1. Pelaksanaan Sosialia'ii program PUG di lingkungan Departemen Hukum dan 

HAM yang tclah dimulai dari tahun 2002 tclah beljalan dcngan baik dan 

disambut dengan tingkat antusiasme yang cukup tinggi dari para pesertanya. 

Namun sangat disayangkan, proses sosialisasi yang tclah dijalank.an sejauh ini 

hanya mampu efel-tif dalam rnembangun pengetahuan dan membawa 

pencerahan perihal konsep dasar gender, terutama bagi peserta laki-laki yang 

sebelumnya memiliki pandangan yang berbeda tentang gender. Sosialisasi 

yang dilakukan belum mampu menyentuh soal mental dan memberikan 

perubahan yang signifikan terutama dalam hal perilaku kerja sehari-hari yang 

semestinya lebih responsif gender. 

2. Efektifita5 sosialisasi program PUG di lingkungan Departemen Hukum dan 

HAM banyak dipengaruhi oleh faktor- faktor teknis seperti ketidaksiapan 

modul dan perangkat evaluasi yang mumpuni. Modul yang ada belum 

disesuaikan dengan konteks gender dalam hukum secara proporsional. 

Sedangkan evaluasi terkendala kesiapan basis kriteria penilaian yang baku. 

Disamping itu masih minimnya individu yang mampu bertindak sebagai 

opinion leaders di kalangan pegawai yang memilik.i kompetensi dan perhatian 

yang baik mengenai PUG, mengakibatkan ketergantungan pada atasan dan 

atau naraswnber clalam hal praktik gender di lingkungan pekerjaan. 
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5.2. Saran 

Berdas.arkan basil pene!itian di atas., maka dapat disarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan PUG, daiam hal ini tim 

KKG dan Pokja perlu melakukan cvaiuasi secara menyeluruh terhaclap proses 

sosialisasi yang telal:t dilakukan. Evaluasi ini setidaknya perlu menyoroti 

beberapa hal seperti pola dan kansep sosialisasi, metodc sosialisasi, kesiapan 

teknis serta tentunya evaluasl terhatlap pescrta, baik dalam evaluasi tertulis 

maupun evaluasi daiam bentuk penilaian kinerja schari-hari di lingkungan 

pekerjaan. 

2. Perlu adanya forum-fonun informal terkait pembahasan isu gender dalam 

pembangunan hokum. Dikatakan informal agar tidak ada sekat-sekat 

birokrasl yang menghadang,. sehingga diharapkan dari forum-forum tersebut 

dapat mw1cul k:ader-kader gender yang mampu menjadi opinion leaders yang 

handal di kemudian hari. 
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LAMPl RAN 

~rflp~krip wawantata 1: Banak Othman Nasution; Kabag puDahfl) 

T: Peraturan.-perundang~undangan apa sajakah yang dijadikan dasar pela.ksanaan 
program Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Departemen Hukum dan 
HAM? 

J: yaahh ..• peraturan itu kan banyak yang tumpang tindih, tidak konsisten dan masih 
berwawasan jender. serta masih banyak peraturan yang belum jelas jadi bisa 
mengundang interpretasi yang berbeda. Yang kedua. rnasih adanya perlakuan 
diskriminatif terhadap kelompok dan golongan tertentu serta masih 1emabnya 
peJaksanaan PUG di bidang hukum, i.tu permasalahan. tapi itu dart sisi apa namanya 
di bidang perundang-undangan. 
Tapi darl sisi internal dephukham. masaJahnya itu kelembagaannya. Kelembagaannya 
beJum ada untuk tingkat departemen. apalagi untuk ereion 1. jadi hanya merupakan 
kegiatan yang ditempelkan di satu kelembagaan misalnya di biro perencanaan dan 
ditempatka.n di sisi informasi lagi. jadi sama sekaJi ga nyambung iah. Tapi mau ga 
mau sudah berjalan dari tahun 2002, itu dari masalah kebijakan. Nah, bagi saya, 
kelembagaan itu tidak terlalu penting, tapi kalau tidak ada kelembagaan, tupoksinya 
enggak menangani hal itu secara konsisten, karena kan fungsinya sistem infurmasi. 
Dan juga, yang lain adalah dari sisi eehh .. personil. untuk bisa atau bisa menjadi 
pemerhati-pengamat kesetaraan jender itu sangat langka,. jarang yang bermJnat, 
apalagi utnuk jadi narasumber. Bahkan dengan pensiunnya narasumher yang 
atmarhum ibu pratiwi, lalu Pak Oka, Bu lies gitu sudah gak ada yang melanjutkan. 
Karena memang dia harus rajin. rneneliti, rnengkaji ya gitulah. Nah itu jarang ada 
yang mau, yah kita gak tau lah .. sehlngga susah untuk lntema~ organisasi itu 
mengkader narasumber. Dan juga untuk hal-hallainnya.. rata2 pegawal sendiri belum 
paham betul. Hanya sekadar melaksanaka.n kegiatan saja. 

T: dan soal penyusunan modul? 

J: nab juga soal modul karena memang tidak ada tenaga yang benar~bena.r konsen 
disa:na, tidak ada kelembagaan. 

T; kalau dari sisi anggaran tidak ada yah? 

J: yah kalau dari sisi anggaran sih ada juga tapi sebenarnya tidak terlalu herdampak 
kalau orang-orangnya kspabel 

T; ada saran ga dari Pak Otman biar sosialisasi ini berjalan efektif? 

J: sarannya .. ehh .. pertama ya harus dibuat surat keputusan orang-orang yang akan 
didudukkan didalam tim itu dengan jelas dan dimoniror dan barns disusun bukan 
berdasarkan struktur organisasi tapi berdasarkan kemampuan orang berbicara 
mengenai jender. Jadi masing2 unit itu hams dicari orang2nya yang concern jender, 
suka meneliti, menuiis misalnya dan bisa merurnuskan kegiatan maupnn kebijakan 
yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dephukham, masing2 unit tentunya. 
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T: menurut pandangan pribadi bapak, penting ga sib sosialisasi itu sebenarnya? 

J: ohh penting, karena begini... 

T: bisa ga sosialisasinya dalam bentuk Jain eee.. medta ... dalam rangka 
mengkampanyekan PUG ini? 

J: bisa ... pertama memang kita harus mengadvokasi minimal di internal kita, 
Melak:ukan penelitian dan kajian mengenai hal· hal yang menyangkut perempuan dan 
laki-laki dan aspek-aspek pelayanan, anggaran. kebijakan. bisa .. kemudian 
diadvokasikan kepada yang bersangkutan tapi diberlkan juga solusinya hanJs kalau 
mau tercapainya inpres oo 9 tahun 200 ltu. Juga daJam rangka jender bujct statement 
!tu 

T: terus pelaksanaan dari tahun 2002 sampai sekarang iru sudah efektifbelum? 

J: eeehh .. Jtu tabap s:osialisasi, sulit diukur, Karena orang udah di.kasih paparan, 
paham _ga sih? Tapi sedikit banyak kita anggap berhasil, karena permasalahan jender 
itu sudah tidak Jagi menjadi pertanyaan besar. Cuma implementasinya ngerti1 gap· 
gapnya ga ngerti yah karena ada kuJtur hukum, perilaku2 yang sulit dirubah. Tapi 
secara umum, jender mereka- ga mempertanyakan Jagi. Pengertian jender sudah tahu 
merek~ diHhat dari situ saja. 
Nanti tabap k:edua kan impJementasi1 bagaimana pemahaman mereka walau masih 
samar2, dia sudah bisa kita kasih tahu penjelasan itu. Kesenjangan-kesenjangan itu, 
basil penelitian kita disampaikan. Bagaimana misalnya pelayanan di bidang 
pemasyarakatanJ yang lak4 perempuan, anak1. Tapi inget orang-orangnya yang betul­
betur kapabel, lepas dari struktur yang ada. 

Transkrip Wawnocara 2: Fnuzi 1\fnhdani,; Kasubbag Pullabta 3 

J: undang-undang KDRT ... udah itu undang-undang trafficking ... terus undang~ 
undang ... pedindungan anak. Sesudah itu undang-undang eee ... ratifikasi 
cedaw ... undang undang no 7 tahun 84. dan yang sekarang sedang dibuat tapi belum 
jadi dasar hukum itu undang:·undang kesetaraan gender ... sedang digodok, dan yang 
lain-lain .saya se.mpaikan belakangan lah.. ttu yang pokok~pokok. 

T: visi-misi program PUG 

J: visi misinya ada1ah eee ••• terlaksananya penyusunan program kegiatan yang 
responsivejender, itu tujuannya5 di bidang hukum 

T: tujuan strateginya? 

J: yah tentu selaras dengan inpres no 9 yah. Babwasanya pembangunan sektor hukum 
itu hatus eee •.• mencapai kesetaraan dan keadilan jender. Tidak ada diskriminasi 
jender, tidak ada bias jender. Itu rencana untuk strategisnya,. yang nanti akan dHindak 
lanjuti dengan ee .. oleh dirjen PP tentunya. pengk.ajian undang-undang yang bias 
jender. Pengkajiannya terus ee .. akan diadakan usulan ee .. revisi atau modifikasinya. 
Tetapi itu program yang eee ... harus ditindaklanjuti oleh PP dan merekalah yang akan 

2 
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mengkaji soal itu. Tapi kita tak masuk disana. karena sangat substantif sifatnya. 
Itulah rencana kerjanya. 

T: stakeholdersnya? 

J: yang bertanggungjawab? Secara struktura1 memang ee,..seluruh unit eselon 1 
bertanggungjawab 

T: seluruh unit yah? 

J; ya .. seluruh unit eselon 1 bertanggung jawab. Karena mereka punya kegiatan yang 
sangat berbeda-beda. yang punya pennasalahan jender yang berbeda-beda. Nab di 
aspek pelayanan, di AHU di HKl. Juga di 1embaga pemasyatakatan, tentang 
narapidana perempuan, laki-laki, anak-anak. Mereka juga bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan jender itu 

T: oh makanya mereka dimasukkan dalam tim 

J: iya..karena itu mereka dimasukkan anggota agar dapat melihat kesenjanganjender 
yang arla. Baik di internal pegawai maupun yang pelayanan. kita kan pelayanan 
hukum. Pendekatan hukum, tehadap UU yang mengalur di kegiatan masing2, 
misalnya UU pemasyarakatan. keimigrasian, kewarganegaraan..mereka harus bisa 
meHhat itu darl aspek jender. Iadi semua unit bertanggung jawab. Cuma 
ee ... leademya, adaJah sekretariat jenderai 

T: strategi yang dilakukan untuk sosielisasi PUG di lingkungan departemen kita? 

J: eee ... memang tabap a.wal kegiatan jender itu tidak lepas darl sosiaJisasi, karena 
sosialisasi itu membuka masalah wawasan tentang apakah yang dimaksud dengan 
jender. Itu dimulai dari penjelasan soal inpres, apa yang ingin dicapai oleh inpres, 
sudah itu tentang ee ... kasus2 yang terjadi di diskriminasi terhadap wanita maupun 
faki-laki1 yah itu dengan berbagai narasumber, paparan. kajian. data2 maupun juga 
ee .. simulasi2, pengertian jender itu sendiri, perbedaan jender dengan sex misalnya 
harus diberi penjelasan. Dan semua materi2 yang menyangkut kebutuhan 
pemahiunan tentang jender. Itu yang disoastalisasikan. Nab kita mengharapkan dari 
yang dilnksanakan sejak tabun 2002, sampai dengan terakbir adalah 2007, itu kita rasa 
eukup untuk sosialisasi baik tingkat pusat maupun wHayab. Karena kita tidak bisa 
dite.ruskan seJamanya untuk sosialisasi. Semua masalah tentang jender, kita anggap 
secara de facto mereka sudah paham. Sekarang kita mengharap mereka 
mengimpJementasikannya. Maka dari ito di tiap-tiap itu kita kasih anggaran. supaya 
mengimplementasikan apa yang dulu didapat dari sosialisasi 

T: lalu tugas kita, sete1ah itu'? 

1: tugas kita sebagai supervisor, memberikan dukungan teknis ... 

T: tetap mengontroi ga? 

J: kita tetap mengontrol, karena mereka adalah anggota 

3 

Efektivitas Sosialisasi..., Lisca Presylia W., Pascasarjana UI, 2009



T: di kita tetap ada tim? 

1: tetap ada tim, dan mereka anggota di kita dan semua kegiatan itu kita minta 
laporannya dan kita kaji nanti, apakah sudah sesuai dengan implementaslnya atau 
enggak 

T: implementasi.nya mercka panggil kita sebagai narasumber ga? 

J: ada, iya terakhir saya itu di kegiatan AHU yaa ... minta paparkan mengenai 
kebijakan departemen hukum dan HAM. Yang kedua adalah di dirjen HAM tapi 
kenyataan, ga jadi karena mereka minta ke menteri negara pemberJayaan perempuan 
seiaku koordinator nasionaJ. Tapi ito ga apa, yang penting mereka sudah mengctahu1 
mana narasumber yang perlu diketahui. Nah yang lain-lain kayaknya sudah 
meuyeJenggarakan sendiri-sendiri tapi saya beium mendapatkan laporannya dan kita 
ga pemah dikasih tabu. Tapi sebagian mereka pernah datang k:emari. konsultasi 
bagaimana menjatankan ini. Kita tetap sebagai supervisj, fasilitator tetap membantu 
mcreka, baik: dari sisi perencanaan kegiatannya, narasumber~ atau apappun yang 
mereka butuhkan. itu tetap kita bantu. Dan mereka kita mintain laporanny~ Japoran 
mereka itu akan kita evaluasi apakah sudah sesuai dengan implementasi 
pemberdayaan perempuan. katakanlah di bidang masing-masing. Kalaupun ada 
kekeurangan, laporan yang rekapitulasi itu akan kita buat di kegiatan tim yang 
berikutnya .... 2010. sekarang 2009 kita evaluasi, bikin peta repormya, rnelihat apo 
yang menyimpang. mana yang belum mencapai target. 
Nah dan kita berharap apa yang mereka lakukan itu sesua.i dengan tugas mereka 
ma.sing'l. tetapi ada juga yang kayaknya berjalan sendiri, tapi masih kabar angin yah. 
di dirjen HKl itu. Mereka. slaah persepsi kayaknya, karena anggaran yang ldta 
kucurkan itu bukan dipergunakan untuk pemberdayaan jender, malah untuk capacity 
building, untuk ESQ. Nab itu sebenemya salah. mereka salah memandang anggaran 
tersebut jadi mereka ESQ-nya pesertanya perempuan semua. Tapi laporannyapun 
sampai saat inl belum kita dapat,. nanti kita lihat. Ketahuan nanti pas diaudit kan. 

T: yang menjadi target SQSialisasinya sendiri siapa? 

J: yang tercapai oleh anggaran waktu itu ada eee ... beberapa level yab. Pertama mulai 
dari ese!on 2 pemah kita lakukan. dan bahka.n rnereka ee .. menjadi ketua~ketua pokja 
terus ldta beri paparan narasumber. Terus eselon 3 dan kepala UPT sejabotabek, 
sudah itu stat,. dharma wanita dan remaja dan pegawai baik yang di pusat maupun 
yang di kanwil. Tapi yang eselon 2 dan staf wataupun cuma formalitas, tetapi 
sebagian besar sudah. 

T: jadi tujuan sosiaHsasi itu yang menyamakan persepsi itu yah? 

J: yah. kalau persepsinya gak sama bagaimana? 

T: pola komunikasi yang hendak dibangun? 

J: polanya adalah ee •. hmmm .• barus ada rencana strategis yang jelas 

T: seiama ini? 
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J: selama ini ada, tapi implementasinya ee . .lingkupnya disesuaikan kern bali karena 
tahapnya bukan sosialisasi tapi implementasi, jadi renstranya mesti diperbaharui. 
Setelah itu memang komunikasinya harus rapih, sesudah itu mengevaluasi kegiatan 
mereka. sejalan dengan kebijakan dari departemen keuangan, dirjen anggaran yang 
menetapkan anggaran berbasis kinerja, maka dari itu mereka harus memenuhi 
ketentuan dalam membuat anggaran, dengan menulis TORnya apakah anggaran ini 
sudah ee... mempunyai konspirasi terhadap pemberdayaan perempuan dalam 
penyusunan anggaran. Jadi pada intinya anggaran itu disampaikan berbarengan 
dengan TOR, dan TOR itu harus berdasarkan responsive jender. Itulah yang harus 
sudah dilakukan di kita tahun 20 II. 
Karena di departemen keuangan juga ada yang namanya Gender Budget Statement, 
itu istilah mereka. Penentuan suatu sistem anggaran yang mencakup kebutuhan laki~ 
laki amupun perenlpuan, dan mereka juga kita pakai tahun 2008-2009 kemarin 
sebagai pcmbicara. Nab itulah hal-hal yang harus kita jalankan kedepannya. 

T: siapa yang diberikan tanggung jawab dan kewenangan dalam menjalankan 
sosialisasi PUG? 

J: kalau secara formil adalah sekjen eee ... selaku ketua tim adalah kabiro perencanaan, 
selaku sekretaris kabag pullahta, da11. staf2 pullahtanya 

T: lalu bentuk2 sosialisasi yang telah dilakukan? 

J: komunikasi informasi mengenai jender, perbedaan mengenai kelamin dan jender, 
diskriminasi terhadap perempuan, simulasi-simulasi dan bedah kasus jender, dan 
pementasan-pementasan dari ee .. masing-masing peserta jender, itu sudah pernah 
dilakukan. ltulah bentuk-bentuk sosialisasi 

T: lalu evaluasi dari pelaksanaan PUG ini? 

J: evaluasi yang sudah dilakukan adalah menginventarisir semua kegiatan yang sudah 
dilakukan, jumlah peserta yang sudah mengikuti sejak tahun 2002. dan juga evaluasi 
terhadap renstra 2004-2009 dan rencana penyusunan renstra tahun 2010. 

T: hal atau faktor yang dijadikan indikator keberhasilan? 

J: sosialisasi tidak bisa diulwr ... indikator yang bisa kita hitung belakangan adalah 
bagaimana anggaran yang mereka susun itu bisa lolos di dirjen anggaran. Apakah 
anggaran tersebut sudah sesuai dengan jender bujet statement tadi. Karena sosialisasi 
itu bersifat norrnatif aja. kita ga bisa mengukur orang itu paham apa tidak. Jadi 
nanti pas implementasinya saja kita lihat. lmplernentasinya kan harus terwujud dalam 
aspek hukum, setelah anggaran yang 1esponsif itu, supaya eee... kegiatan 
pembangunan yang dilakukan berdasarkan anggaran itu, yang RKA-KL itu. selama 
hari ini tidak terlihat dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan, bahkan terjadi 
diskriminasi2 disana. 
Nah kedepan kita harus melihat pembangunan yang ada harus membawa perubahan 
terhadap pemberdayaan perempuan. Kan selama ini perempuan selalu tertinggal 
dalam hal pendidikan, politik, ekonomi. Nah pembangunan kedepan harus 
memberikan ekses positifterhadap keberadaan dan kesetaraan perempuan. 
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T: yang dijadikan Iandasan legal formal pengadaan anggaran sosialisasi program 
PUG? 

J: eee. .. bukan jumlabnya yah? Landasannya yah in pres no 9 thn 2000 

T: Pola!sistem anggaran apa yang digunakan? 

J: ya itu tadi, pota yang diterapkan kedcpan mu1ai tahun 2011 yang polajender bujet 
statement itu 

T: itu kan baru nanti, 201!, kalau yaug laJu.Jalu? 

J: yang lalu-lalu enggak, tapi kita sudah disyaratkan mempersiapkan tenaga-tenaga 
eee, .. penyusun anggaran itu, katakan lah kabag2 PPA-

T; jadi yang dulu masih berdasarkan pengajuan aja yah? 

J: yah, masih berpusat di jender saja, tapi yang sekarang itU bukan anggaran jender 
aja, tapi seluruh kegiatan yang diusulkan harus responsif jendcr. Apakah itu belanja 
bahan, belanja pembangunan ee .• fisik yah. Kalau dulu enggak hanya anggaranjender 
aja yang respono;ifjender 

T: Berapa besaran anggaran yang dialokasikan? 

J: ah itu biasanya sekadar untuk perjalanan dinas, honor 

T: Apakah ada peningkatan dari tahun ke tahun? 

1: nabh tidak. bahkan menurun di sekjen ini karena sudah didistribusi ke unit~unit lain, 
dan kedepannya stabiJ ajab 

T: Bagaimanakah dengan evaluasi anggarnn yang dilakukan? 

1: belum ada .. ah paling ada dari pemeriksaan eee,.kegiatan yah yang dari inspektorat, 
yang dl bendahara itu aja. 

Transkrip Wawaocara 3a: Bnrhazir Zamda;. Kasubag PnUahtal 

T: menu rut bang bmw pelaksanaan PUG di depbukbam itu gimana? 

J: yah yang pertama itu pengenalan konsep dasar jender, kenapa? Karena dar! situlah 
diharopkan para peserta sudah benar2 dipahami. Kenapa hal itu yaug diutamakan? 
Karena disituiah dijelaskan beda jender dengna kodrat. Jender bicara kesetaraan, apa 
yang blsa dilakukan oleh laki~laki dan juga perempuan. Kalau kodrat, itu jelas basil 
ciptam~ dari AHah dimana tidak bisa dirubah~rubah, sedangkanjender bisa dirubah. 
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Nah strateginya itu kita memberi eehh pemahaman konsep dasar ini ke pimpinan 
tertinggi, karena diharapkan ke bawahnya itu turon. Kenapa? Karena kalau yang 
diatas ini) pembuat.keputusannya tidak memahami konsep jender~ kita tak akan bisa 
melaksanakan PUG. Karena disinl yang utama adalah pemahaman sehlngga terbentuk 
perubahan pola pikir. Ka.n selama ini kesetaraan jender dianggap maunya perempu.an 
saj~ dianggap agar memenuhi koneferensi sedunia, boleh dikatakan pandangan yang 
menyempit yah. Yang diharapkan sebenarnya dari jender ini adalah agar disetiap 
program itu didapat kesetaraan dalam penyusunan, ada kesempatan yang sama. 
Jadi strategi yang pertama adaJah pemahaman konsep dasar jender di pejabat2 eselon 
tertinggi sampai staf. Strageinya itu yahh TOT, kegiatan bedah kasus, mengadakan 
s:osiaJiasi bagi dharma wanita, staf hingga kanwil2, calon hakim, para widyaswara. 
Nah sekarang kan sudah lebih bagus karena mllSuk dalam kurikulum BPSDM, jadi 
setiapa ada program pelatihan ada ma:terl PUG yang masuk di da1amnya. 

T: Poinlinformasi apa yang bendak disampaikan di dalam rangkaian kegiatan 
sosialisasi program PUG dan apa tujuannya? 

J; info:rmasi yang ingin disampaikanjelas :mengerucut pada inpres no 9/2000. ini kan 
hasil konferensi wanita. D[ inpres itu jelas sekali bahwa seluruh instansi harus 
melaksanakan PUG. Jadi dari gambaran seperti ini, poin yang ingin kita sampaikan 
adalah terciptanya rasa keadilan, kesetaraan, bo1eh kesempatan yang sanut; atau tidak 
ad any a disktlminasi dalam seluruh sektor pembangunan. 
Jadi apabila lcita memperhalikan plkiran kerdil. Naif sekali apabila kita dianugerahl 
anak perempuoo. kita sekolahkan tinggi tapi kemudian bertemu atasan yang masih 
berpandangan eehb .. bahwa perempuan itu yah dapur. sumur. kasur jadi ketika 
bersaing dengan laki~laki, atasannya lebih memHib Jaki~laki. Nah ldta sebagai 
orangtua kan sedih mendengarnya, ini sudah terjadi suatu diskrimlnasL Pola pikirny.a 
harus diu bah. berikanlah kepada perempuan itu ehh kesempatan. 

T: Media sosialisasi apa saja yang cligunakan dalam rangka sosialisasi program PUG 
di di Departemen Hukum dan HAM? 

J: banyak juga sib, cuma kita ini medianya pertama yah mungktn leaflet, CD ... apa 
yah .... modul·modul. 

T: tapi modulnya katanya banyak yang dari luar yah? Dari narasumber luar? 

J: iya .. karena sampai sekarang ini belum mempunyai modul itu. Yang sudah ptlnya itu 
departemen kesehatan. departemen pertanian. ... 
Terus kan ada juga kan ada bedah kasus yang diambil dati surat kabar den 
sebagainya. 

T: terns eebh. .. Apakah sudah sesuai dengan tujuan sos!alisasinya? 

J; kalau di kita boleh dikatakan eehh sudah sesuai mengingat kemampuan angggaran 
di kita, sedlklt 

T: tapi di awal-awal sempat besar? 
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J: iyah sempat karena ehh ... kia dalam hal ini memang gencar rnemberikan kontribusi, 
kan maslh perkenalan. Kemudian kan makin menciut, mungkin karena pengambil 
kebijakan di kita 1ni ehhh sudah mulai berkurang paham konsep dasar jendemya. Nab 
maka itu untuk kedepannya setelah ada komitmen antara menteri keuangan dengan 
meneg PP. tahun 2009 ini tercipta satu komitmen di dalam setiap penyusunan 
anggnma, harus mencenninkan produk2 ARG. Artinya di dalam TOR yang kila buat 
itu harus ada anggaran yang responslf jender. Nah ini akan diterapkan tafllln 20 ll, 
kenapa karena selarna ini tidak ditemukan program2 yang rnenciptakan kesetaraan. 
Ada tub kan peraturan dari menteri keuangannya, saya lupa nomer berapa yang 
kurang lebih mengatakan bahwa bi!amana dalam program yang anda bikin dalam 
TOR tidak mencerminkan ARG, maka jangan harap akan dapat direalisasiko.n. Nah 
untuk program itu ada panduannya, ada formatnya dari depkeu. Dan juga ada 
!ampirannya, ada pathway-nya kenapa peraturan ini ada .. yah karena ini-ini-ini. Nab 
ke depan harus dibuatkan anggaran ini karena kita mau mencapai ini~ini-ini. 
Anggarannya itu sudah eehh apa itu data terpilah. nall hasi data terpilah JUab yang 
menjadi pokok utama dalma pembuatan ARG. Jadi ga bis:a lagi kita bikin anggaran 
itu, bikin ini. bikin ini~ bikin ini. Nanti pas di dirjen anggarannya bilang ini ga bisa 
nih. gak sesuai dengan aturannya, 

T: Adakah evaluasi terhadap pelaks""""n sosialisasi program PUG di Ilepartemen 
Hukum dan HAM? 

J: semestinya harus ada ••. 

T: tapi be!um yah? 

J: ah enggak, kita juga melaksanakan evaluasi yah tapi tidak akurat lab., tidak detil, 
hanya evaluasi dalam bentuk penyelenggaraan. Jadi misalrtya gini, tahun ini kita 
melaksanakan jender kalau ga salah hanya satu kali. Kegiatannya apa? Bentuk 
kegiata.nnya kita mensosialisasikan ARG kepada eselon 3 khususnya bidang PPL, 
kenapa PPL? Karena mereka penyusun program. Nab kenapa bidang penyusun 
program? Nah karena gender ini strategi, Kenapa dia ada di situ? Karena gender ini 
harus tersusun di PPL itu. Lalu dari kegiatan yang kita Iaksanakan itu terakhir ya kita 
evaluasi, ini sampai apa tida.k. Selanjutnya'l Yah enggak terlalu kita kejar. Jadi 
evaluasinya itu evaluasi nanggung. Evaluasi ini kita jadikan acuan untuk kedepannya, 
untuk perbaikan. Tapi yah itu lagi~lagi karena responsif penentu kebijakan kita ini 
kurang terhadap gender ini. lsi evaluasi kan jelas harus bagaimana Jangkab yang 
diarnbil, tapi terkadang yah sudahlah tahun depan yah kegiatannya begini lagi, jadi 
rutin tiap tahunnya. 
Oh ya anggaran kita itu paling sadikh ka!au soal PUG ini dibanding yang lain. Tahun 
tru saja kita alokasinya 250jt untuk PUG tm1 sedangkan di 
eehh..departemen. .. kesehatan itu bisa 2·3 milyar, jauh sekali. Jadi sulitlah untuk 
mendapatkan prestasi gender. 
Dan kalau soal evaluasi ada itu peringkat yang dikeluarkan oleh ... apa itu di Bappenas, 
pokoknya kita kurang baiklah. 

T: memangnya kenapa tub, ko<j bisa seperti itu? 

J: yah karena memang kita sayangnya gak pernah melaporkan hasil kegiatan kita ke 
baik itu bappenas maupun eehh meneg PP-nya, kecuali kalau diminta yah. 
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T: ada saran ga pak? Agar sosiafisasinya dibilang efektif. 

J: yaabh ... pertama PUG itu barus dilaksanakan secara kontinu. Yang kedua, dari hasil 
evaluasl itu, barusnya ditindaklanjuti. Yang ketiga. yang perJu adalah adanya 
perubahan poJa pikir penentu kebijakan, apalagi sudah ada peraturan yang PMK 
(peraturan menteri keuangan) itu. Dengan adanya PMK itu,. mau ga mau kan harus, 
menyusun TOR itu. 

T: tapi menurut bapak mungkin ga sih apa ka.rena tupoks!nya yang belum jelas untuk 
gender !ni? 

J: iya memang ito pemah saya sampaikan waktu di eehhh ... fOrum PUG di meneg PP, 
itu ehh disitu digambarkan babwa selayaknya PUG itu melembaga, ada lembaga yang 
tersendiri yang menangani itu. Namun dalam hal ini, kalau lembaga baru itu kan perlu 
dana, eehhh belum tenvujudlah keinglnan kita untuk mewujudkan hal itu. Tapi di 
daerah, jangan sa lab, mereka PUG itu sfJdah jadi jabatan strukturaL Jtu prnpinsi mana 
itu? PUG itu di eselon 2, ada juga yang eselon 3 atau 4. Nah cuman barnpir semua 
departemen menempatkannya di biro perencanaan karena a.pa, yah karena strategi itu. 
Nah cuman di biro perencanaan kebetulan. disini itu kebagiannya di biro puUahta. 
Kenapa? Karena terkait data, jadi pelaksanan2 gender itu masuk dalam pengumpulan 
dan pengo laban data 

Wawaocara Jb 
T: Apa strategl yang dilairukan untuk mensosiaiis'{isikan program PUG di Lingkungan 
Departemen Hukum dan HAM 

J: ee .. salah satunya adalah pelaksanaan PUG di Depkurn HAM. ltu ada beberapa 
eee .... bentuk kegiatan atau variasi, antara lain pemahaman konsep dasar gender, 
komitmen bersama untuk melaksanakan gender~ komunikasi, infonnasi dan edukas~ 
bedah kasus gender, focal point dan terakhir itu pelatihan penyusunan anggaran 
berdasarkan ARG, anggaran responsif gender. ltulah strareginya 

T: terus target sosialisasinya siapa saja pak? 

J: targetnya adalah seJuruh unit utama di departemen, eselon l dan termasuk juga unit 
k:anwii didaerah dan UPT di kanwH. Meskipun belum seJuruhnya dapat direa1Jsasikan 
karena anggaran yang terbatas 

T: tujuan apa yang menjadi sasaran sosialisasi? 

J: ya kita juga harus mengacu pada tujuan yang sudah dijabarkan pemerintah yaitu 
meneg PP, tujuannya ya untuk apa ... agar pengaru~utamaan gender dalam 
pembangonan dapat diterapkan pada instansinya masing2. 

T: Pola. komunikasi dan sosialisasi seperti apakah yang bendak dibangun 

J: yang sudah pemah dilaksana.kan adalah melalui komunikasi informasi dan edukasl 
tadi eee ... pertemuan atau workshop antara pejabat dan komponen perencana yaitu 
pejabat eselon 3~4 dan staf yang duduk sebagai anggota gender focal point 
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T: apakab ada SOPnya? 

J: strandarisasi operasional memang kita ga ada standar bakunya, kita hanya acuan 
inpres no 9 /2000 dimana disitu diinstruksikan kepada seluruh kementria.n, gubernur, 
walikota maupun bupati untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ini secara 
nasiona[ di instansi pemerintah. Dan barus melaporkan pelaksanakan PUG tersebut 
kepada meneg PP sebagai yang diberi kewenangan oleh presiden untuk melaksanakan 
PUG ini. 

T: berarti dari meneg PP belum ada yah? 

J: yah, kita melaksanakannya sesuai dengan inpres aja 

T: Bagaimana dengan ketersedinan SDM (pembicara., trainer. panitia dsb) dan sarana· 
prasarana serta fasilitas penunjang lainnya (gedung/ruangan) matert pelatihan dsb)? 

1: mengenai narasumber yang selama ini dilaksanakan ee .. kita memang belum bisa 
ee,belum ada na.rasumber untuk memberikan materi gender di Hngkungan 
depattemen hukum dan HAM. banya sebatas ee •. gender focal point saja dad unit-unit 
yang klta minta, itupun herdasarkan permintaan dari kepala unit teknis: masing­
masing, jadi belum ada narasumber yang berfokus pada .. untuk membawakan materi 
gender tersebut. Kita sefama lni bekerjasama dari meneg PP, bappenaii; LSM maupun 
dariBKKBN 

T: soal materl pelatihanjuga dari mereka? Atau dari puilahta ada? 

J: puiJahta belum ee ... ada yang mampu untuk membuat materi, yaa banya sebatas 
pengetah.uan sekelumit aja, jadi tidak secara keselurullan membuat mated gender itu. 

T: kllrena belum nda modul itu yah pak? 

J: iya he-eh, disamping modulnya be!um dibuat 

T: itu termasuk kendala yah? 

J: iya termasuk kendala 

T: upaya-upaya yang dilakukan untuk memantau dan mengawasijalannya sosialisasi? 

J: upaya pemantauannya? ltu kita kan ada tim kesetaraan dan keadilan 
gender~ee ... dimana ketuanya bapak kabiro perencanaan dan anggotanya para 
komponen perencana dari 11 unit utama di lingkungan departemen ini. Tugasnya 
salah satunya adaiah mem.onitor pelaksanaan PUG di lingkungannya masing-masing. 
Jadi pejabat eselon 3 yang diberi tanggung jawab untuk menge1ola PUG masing­
masing unit utam.a, kita undang nanti ee .. didalam forum pertemuan rapat anggota tim, 
tapat evaluasi akhlr. 

T: di akhlr triwulan? 
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J: nah iya, dia akhir triwulan itu, nab itu untuk memonitor bagaiman hasil pelaksanaan 
yang selama inLuntuk tahun 2009 ini kita bn sudah mengalokasikan anggaran ke 
masing-masing unit yang 1 i itu. Nah dari anggar.an itu, mereka melaksanakan PUG, 
terserah bentuk pelak:sanaannya seperti ap~ apakah bentuknya sosialisa.si, pelatihan 
edukasi dan sebagainya. Karena dana dari sekjen sudah diserabkan ke masing~masing 
unit untuk melaksanakannya. Nah itu kita pantau, karena kita sebagai tim KKG 
ini ... ee .. wajib untuk rnelaporkan ha.<;ii pelaksanaan secara keseluruhan di lingkungan 
deparl.emen ini k:epada sekjen sebagai penanggungjawab. 

T: Bagaimana cara mengetahuif mengukur keberhasilan suatu kegiatan sosialisasi? 
Adakah indikator-indikator keberhasilan tersebut? 
J: iya .. Jadi evaluasi yang dilakukan oieh tim KKG terhadap 1 J unit itu, sebelum kita 
rapat akhir evaluasi1 biasanya kita memberikan suatu form isian untuk diisi masing2 
unl~ untuk kita sebagai tim ini mengetahui sejauh mana pelnksanaannya yang telah 
dllaksanakan itu. apakah ada ee kendalanya, apakah ada proses atau prosedur 
mekanisme yang harus dilalui atau apalah hal-hal lainnya. Da.ri situ kita akan 
mengetahui seberapa jauh unit~uni~ ini re1ah melaksan3kan PUG ini. Dari situ 
diketahu! lndikator apa yang sudah di!aksanakan, 

T: mereka sudah ngjrim beium pak? 

J: mereka waktu itu sudah kita kirim form kuesioner itu, sebagian sudah ada basilnya 
tapi befum seluruhnya. 

T: Apakah ada mekanisme evaluasi terhadap peserta I penerima snsialisasi, untuk 
mengetahui sejauh mana program PUG tersebut dipahami sebagai sebuah kebijakan? 

J: mekanismenya .... evaluasi peserta itu ada pada wak:tu klta melaksanakan sosialisasi 
at.aupun dalam bentuk pelatihan. Itupun kita kasili furmulir biodata mereka sebagai 
peserta.. untuk sewaktu-waktu kita kontak secara personalt apabila dibutuhkan. 

T: Kendala-kendala apa saja yang timbul terkait dengan kegiatan sosialisasi program 
PUG di Dep. Hukum dan HAM? 

J: kendalanya itu ee .. banyak. yah, Pertarna beium ada modui sebagai pedoman atau 
panduan pelaksanaan PUG. Kemudian belum adanya peraturan menterl ataupun surat 
edaran tentang pelaksanaan PUG di DEpbukHAM. 8elum adanya surat penetapan 
pejabat struktural sebagai jender focal point pusat maupun di kanwil Kemudian 
tenaga narasumber PUG yang sudah banyak. yang puma bakti, jadi susah buat 
narasumber, Di Hngkungan dephukham ini masih minim pejabat sturktural yang bisa 
jadi narasumber PUG. 
T: padahal di sekjen ini kita kan harusnya yang lebih punya SDM yang kompeten 
kan? 

J: iya, betul 

J: kemudian rnasilt banyak peraturan perundangan yang belum revisi dan masih belum 
responsif jender 
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J: tadi ada itu eehh ... indlkator kinerja keberhasilan itu meningkatnya kesetaraan 
gender, kemudian tersusunnya peraturan perurnlangan yang berkeadilan gender, 
ters.usunnya berbagai solusi permnsalahan hukum yang ddak diskriminasi serta 
meningkatnya kualitas produk hukwn yang sensitif gender. Kemudian ada lagi, 
tersedianya data dan informasi terpilah mengenal jenis kelamin, kemudian 
terwujudnya jumlah aparat penegak hukum lainnya yang berkesetaraan gender. ltulah 
indikator~indikatornya 

T: ada saran dari bapak agar PUG ini mencapai keberhasilan 

J: barus ada komitmen bersama antara penentu kebijakan terutama da.ri tingkat 
pimpinan yang paling tinggi. untul< mernberikan rekomendasi terhadap 
ee ... pentingnya pelaksanaan PUG di instansi pemerintah terutama di dephukham ini. 
Jadi ads komitmen khusus dari pimpJnan unit untuk pelaksanaan PUG pada tahap­
tahap yang akan datang. 

T: jadi selama ini sejak tahun 2002, belum ada komitmen bersama? 

J: komitmen bersama artinya yah kita ada dari itu sesuai dengan apa. .. surat 
eehh. .. surat untuk melakukan penugasan kepada pejabat yang berwenang untuk 
mengikuti kegiatan PUG di unit pusat hanya sebatas itu saja. Jadi kalau untuk 
keputusan dari komitmen darl pejaba:t yang bersangkutan dari unit masing-masing itu, 
saya rasa bclum sepenubnya. 
Juga yang modul dan surat peraturan menteri itu tadi 

T: yang surat itu. kenapa sampai belum ada sih Pak? Siapa yang seharusnya nge-­
push? 

J: yah harusnya kabiro perencanaan sebag.ai ketua tim KKG untuk memberikan 
rekomeudasf. 

T: lalu tujuan strategis yang hendak dicapai dengan program PUG? 

J: kalau di dephukham ini ya terclptanya sistem hukum nasional yang adil, konsisten 
dan tidak bias gender. Kalau tujuan PUG dalam bidang hukumnya agar perencanaan 
kebijakan dan program pembangunan bidang hukum menjadi yang responsif jender . 
Kalau tujuan yang secara nasionai itu tersefenggaranya perencanaan, penyusunan, 
pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang 
berspesifik gender dalam rangka mewujudkan KKG dalam kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. 

T: Lalu visl-misinya? 

J: visi misinya kita hams mengacu kepada renstra dephukham 2005-2009, nab kita 
harus mengacu pada itu. Dimana visinya itu terwujudnya sistem dan politik hukum 
nasional yang mantap dalam rangka tegaknya supremasi hukum dan HAM untuk 
menunjang tercapainya kehidupsn masyarakat yang bersatu, mku~ damai dan 
sejalttera. Sedangkan mtsmya, pertama membentuk, menyempurnakan, 
memperbaharui bukum dan perundang~undangan. Kemudian meningkatkan dan 
memantapkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Tiga, melaksanakan 
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penelitian dan pengernbangan bidang hukum. Keempat. meningkatkan pembinaan 
SDM aparatur hukum. 

T: Siapa sajakah stakeholders (pemangku kepentingan) dalam program PUG ini 

J: stakeholder pelaksanaan program inl, terhadap 11 unit itu 
T: perannya? 

J: yah itu harus disesuaikan dengan eehh..tugas pokok dan fungsi masing~masing unit. 

Transkrip Wawaocara 4: Herlina Milasari; .Kasubbag TU 

T: Pengetahuan dan pernahaman seperti apa yang dimiliki oleh and a mengenai konsep 
gender sebelun1 mengikuti kegiatan sosialisasi PUG? 

J: konsep gender itu ya kesetaraan la:ki-faki dan perempuan. itu menurut mindset gue. 

T: setelah rnengikuti? 

J: yah sama dengan mindsel yang saya pikirkan. Tidak ada bedanya deb antara Jaki­
laki dan perempuan dalam suatu pekerjaan 

T: Informasllpengetahuan apa yang oleh anda dianggap penting dalam lronsep PUG 
terkait dengan kehidupan sehari-hari?Mengapa? 

J: eehh ... ya jni jadi Jaki~laki ga boleh semena~mena pada perempuan, tidak ada 
KDRT. Memang yang nyari nafkah laki~1aki, namun perempuanjuga punya hak yang 
sama" 

T: pandangan dan sikap anda dalam melihat dan memabami perrnasalahan isu gender 
sebelum ada sosialisasl program PUG? 

J: isu gender itu dalam hal apa? Tapi walaupun ada kesetaraan jender yah, menurut 
saya sih perempuan secara global tetap jadi ma•mum bagi laki-laki, kan saya sebagai 
seorang muslim. 

T: cara dan pola pikir anda dalam meJihat dan memahami permasalahan isu gender 
sebelum dan sesudah sosialisasi? Misalnya soaijabatan'! 
J: kalau untuk menduduki jabatan dalam suatu organisasi, mungkin perempuan sah· 
sah saja untuk menduduki jabatan tersebut, tapi pola karirnya dilihat, kalau ada yang 
lebih baik, misalnya laki-laki yah lebih didahulukanlah. Karena menurut saya kan 
organisasi dipirnpin perempuan kan pasti bed a. 
Tapi pertama-tama pasti dilihat kemampuannya. Tapi untuk pckerja:m tertentu, 
misalnya disini yah, untuk PPA misalnya yah lebih cocok laki-laki karena jam 
kerjanya yang penuh. Lain kalau ketatalaksanaan, organisasi ~ mungkin itu pemikiran 
aku. 

T: Hal/poin apa terkait dengan konsep PUG yang telah anda terapkan di kehldupan 
and a sehari-hari? 
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J: kayaknya Brut sosialisasi atau enggak itu enggak ada bedanya, karena yang 
rna' mum llu. 

T: jadi prinsip PUG belum dijalani? 

J: yah mau dijalanini gimana, saya kan punya kedudukan, pimpinan yang lebih 
mengetabui, kenapa saya yang dipilih kenapa yang iaki-laki...saya kan enggak tabu 
itu ... gitu kan? Ini kan dari sudut kepemimpinan yah. 
Tapi kalau kehidupan sehari-hari hehe, yah kaJau soal mencari nafkah kan sudah sarna 
dengan suami 

T: motivasi anda mengikuti kegiatan sosialisasi program PUG 

J: yah menambah Hmu 

T: Seberapa besarkah antusiasme anda dalam mengikuti kegiatan sosialisasi? 

J: ya pasti besar lab karena ilmu itu dengan makin banyaknya narn.surnber yang ada 
pasti ilmunya makin banyak kan, itu aja sih 

T: Apakah ada semacam evaluasi bagi anda sebagai peserta setelah mengikuti 
sosiaHsasi program PUG? 

J: belum ... 

T: Menurut anda. siapa yang paling bcrtenggungjawab dalam sosia!is:asi program 
PUG di unit kerja anda? 

J: yaa pimpinan tertinggi dong, dalam hal ini sekjen tapi tak menutupi bahwa sekjen 
pun pasti dibantu oleh stakeholder, daiam hal ini siapa ininya .. ehh PUG itu 

T: Menurut anda, sfapa yang paling banyak berperan dalarn sosialisasi program PUG 
di unit kerja anda? 

J: yah orang2 panitia inLpullahta 

T: Apa pengaruh pandangan,sikap dan peri!aku opinion leaders terhadap pandangan. 
sikap dan perilaku anda sendiri dalam menyikapi program PUG? 

J: yah baik-baik aja ..• yah pandaogan mereka biasa aja, tidal< pengaruh yah 

TramkriR Wgnopra 5: BowQ; atafmkp 

T: Pengetabuan dan pemahaman seperti apa yang dimiliki oleh anda mengenai konsep 
gender sebelum mengikuti imgiatan sosialisasi PUG? 

J: sebelumnya sih enggak tahu gender itu epa ... 

T: seteiah mengikuti? 
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1: pertama itu kan tahunya gender itu kan hanya memperhalikan wanita, tapi setelah 
mengikuti sib gender itu menjelaskan bahwa antara wanita dan iaki-laki itu tidak 
dibedakan 

T: Informasl/pengetahuan apa yang oleh anda dianggap penting dalam konsep PUG 
terkatt dengan kehidupan sehari-hari?Mengapa? 

J: peran antara lak.i-laki dan perl'!mpuan daiam masyarakaL.ada persamaan. 

T: pandangan dan siknp anda dafam melihat dan memahami permasalahan isu gender 
sebelum ada sosialisasi program PUG? 

T: cara dan pola pikir anda da!am melihat dan memah(lmi permasalahan isu gender 
sebelum dan sesudah sosialisasi? Misalnya soal jabatan? 

J: masih belum ngertijuga ... 

T: Hallpoin apa terkait dengan konsep PUG yang telah anda terapkan di kahidupan 
and a sehari-hari? 

1: belum ada 

T; motivasinya apa menglkuti kegiatan gender? 

J: yaa ingin mengetahui gender itu apa 

T: antusiasme? 

J: yah lumayan lah 

Transk:tip Wawancara 6: Mulyawandari: staftatnlaksana 

T: Pengctahuan dan pemahaman sepertl apa yang dimiliki oleh anda mengenai konsep 
gender sebelum mengikuti kegiatan sosialisasi PUG? 

J: eehh .. saya meoganggap kaiau perempuan itu selaiau ada di bawab Jaki-laki 

T: •etelah? 
J: pengetahuan saya bertambah dalam hal kesetaraan, Perempuan dan laki~laki 
memang berbeda. tapi buk.an untuk dibeda-bedakan. Setiap perempuan punya 
kesempatan untuk sama~sarna tampil 

T: Informasi/pengetahuan apa yang oleh and a dianggap penting dalam konsep PUG 
terkait dengan kehidupan sehari~hari?Mengapa? 
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J: eehh kesetaraan yah ... misalnya dalam pekerjaan, tidak milih-milih lagi. Apa yang 
bisa dikerjakan oleh laki~laki, perempuan juga bisa 

T: Bagaimanakah pandangan dan sikap anda dalam melibat dan memahwni 
perrnasalahan isu gender sebe1um ada sosiaUsasi program PUG? 

J; kalau ldta bel urn sosialisasi kan kita be[um tahu yah 

T: cara dan pola pikir anda dalarn rnelihat dan mernahami permasalahan isu gender 
sebelum dan sesudah sosialisasi? 

J: yah bahwa perempuan juga bisa. Jadi pandangan masyarakat juga hisa menilai 
bahwa lingkungna itu mampu yah ... mendukung 

T: sudah diterapkan belum konsep gender di k.ehidupan anda sehari~hari7 

J: kan eehh gender itu kan ada 8 yah, yang marjinalisasi, stereotip, Kalo permasaiahan 
yang saya hadapi sekarang eehh punya kesempatan, atasan kita pun me!ihat Jadi 
perbedaan itu sudah tidak terlihat Jagi. sejajar yah. 

T: terus ada respon Jingkungannya? 

J: oh ada. responnya mendukung 

T: motivasi anda mengikuti kegiatan sosialisasi program PUG? 

J: yaahh karena ingin tahu yah, sampai sejauh mana pengaruh gender itu 

T: terus besar banget yah antusiasme anda dalam mengikuti kegiatan sosialisasi? 

J: sebagai perempuan, say a puny a antusiasme yang besar 

T: Apakah adn semacam evaluasi bagi anda sebagai peserta setelah mengikuti 
sosialisasi program PUG? 

J: yang di pihak panitia .... kayaknya engga ada. Tapi evaluasi di dlri sendiri iya yah. 

T: Menurut anda, siapa yang paling bertanggungjawab daJam sosialisasi program 
PUG di unit kerja anda? 

J: sekjen ... di biro perencanaan khususnya..di bagian pullahta yah 

T: Menurut anda, pengaruh pandangan dan sil<ap opinion leaders terhadap anda? 

J: ehhmm .. ,kalau masalah pekerjaan enggak: tercermin yah. Yah ada sebagian yang 
ngarti yah, yang engga ngabeda-badain. 

T: ada saran-saran gitu engga? 
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J: sckarang sosialisasi klta sudah, tapi cuma di pusat saja belum dj daerah. Jadi PUG 
ini hams lanju~ kan sekarang sudah sampai tahap focal point yah, nab itu harus terus, 
terutama biar samapi ke yang di daerah juga. 

Irnnskrii!.,Wowapcarn 7: Eddy Sulardi; Kabacta!aloksani! 

T: Pengetahuan dan pemailaman seperti apa yang dimiliki oleh anda mengenai konsep 
gender sebeium mengikuti kegiatan sosialisasi PUG? 

J: ya.ahh ... sebetulnya sama aja dengan pejabat yang lain, ini ada PUG., yah urusan 
perempuan deh ini pastinya hehe ... makanya setiap kali ada kegiatan gender itu pasti 
pesertanya banyak: perempuan. Nanti narasumbemya pasti bHang ini saiah, gender jtu 
bukan bicara perempuan. tapi bicara mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. 
Nah berarti yang ngirim bapak-ibu ini belum mengerti gender 

T: terus setelah mengikuti jadi tabu gender itu? 

1: iya, jadi tahu bahwa gender itu bicaranya mengenai kesetaraan. tidak ada 
diskriminasi terhadap satu jenis kelamin. terus dari situ juga dipahami bisa. dikerjakan 
laki maupun perempuan, bisa dimana saja dan bisa berubah~ubah sesuai situasi 
kondisi di lapangan. Mlsalnya kit.a di rumah. melihat ada piring kotor, jangan lalu 
diasosiasikan piring kotor itu kerjaan perempuan, Iaki~laki juga bisa. Namun berbeda 
dengan jenis kelamin yah. karena itu kodrat yang ga bisa diubah-ubah karena ciptaan 
Tuhan. 

T: saran? 
J: yah yang bicara jangan ibu-ibu PKK, harusnya laki-laki dong. Kon gender ini 
gimana laki·aki memperlakukan perempuan. 

T: ehhm, cara pandang dan sikap anda dalam melihat dan memahami pennasalaban 
isu gender sebelum ada sosialisasi program PUG? 
J; sebetulnya di Indonesia ga perlu yah. karena di agama dan norma sudah jelas soal 
peranan wanita. Di sini kan sudah bagus, sudah banyak yang maju perempuannya. 

T: sudahkab anda menerapkan konsep gender? 

J: yah kaJau soal jabatan buk.an wewenang saya yah. Tapi selain itu yah saya sudah 
menjalankannya, yah engga membeda~bedakan itu. 

T: motivasi mengikuti sosialisasi? 

J: yah kurang motivasi tab yah, karena saya sudah merasa porsi gender dj Indonesia 
sudah cukup. 

Trnnsktip Wawancapt 8; RimJdy; Kabag eya!ap 

T: Pengetahuan dan pernahaman seperti apa yang dimilild oleh anda mengenai konsep 
gender sebeium mengikuti kegiatan sosiaUsasi PUG? 

J: saya menganggapnya itu biasa~biasa saja, gak populer lah 
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T: setelah mengikuti? 

J: yah ternyata gender itu diper1ubn yah, di ee ... di lingkungan kita, di tempat kerja 
kita 

T: Infunnasi/pengetahuan apa yang oleh anda dianggap penting dalam konsep PUG 
terkait dengan k.ehidupan sebari-bari?Mengapa'f 

J: rnengenai kesetaraan gender, artinya bahwa laki~lald _perempurm punya hak dan 
kewajiban yang sama. 

T: Bagaimanakah pandangan dan sikap anda dalam me!ihat dan memahami 
permasalahan isu gender sebelum ada sosialisasi program PUG? 
J: sebelumnya sangat tajam bener. .. kalau perempuan tuh gak bisa ngerjain gini­
ginL..tapi setelah sosialisasi itu tersadar saya bahwa sebenernya banyak pekerjaan 
laki-laki yang bisa dikerjakan wanita dan sebaliknya juga. 

T: sudah diterapkan belum konsep gender di kehldupan anda sehari~hari? 

J: saya ... untuk anal saya, kan ada perempuan dan Iaki-laki. Saya melihatnya sama 
saja, tinggat diUhat dari prestasi dan kemampuan. Jadi enggak ada tuh yang 
perempuan harus tinggal di rumah saja, sedangkan yang )ak.i-laki boleh kemana saja. 

T: ada respon lingkungan 

J: oh ada. .. pertama-tama memang ada ketidak~sepahaman, tapi setelah diberi 
penjelasan seperti yang disosialisasi akhirnya mereka pabam juga tub. 

T: motivasi anda mengikuti kegiatan sosialisasi program PUG? 

J: karena mengenai gender tni kan sudah marak. nab saya ingin tahu seperti apa sih 
gender itu 

T: selama inl ada evaluasi sebagal peserta 

J: ada, seperti kuesioner ... wawancara, diskusi dan tanyajawab 

T: Menurut anda, siapa yang paling bertanggungjawab dalam sosialisasl program 
PUG di unit kerja and a? 

J: semuanya yah .•• tapi tertutama dari para petingginya duiu, kalau petingginya sendiri 
kurang perhatian maka pasti ke bawahnya juga ~eperti itu. 
T: ada saran2? 

J: ada ... semua pihak harus bergerak dan mendukung. Jadi tidak hanya diserabkan 
pada unit di bawahnya atau staftapi pimpinannya ga peduli. 
T: selama ini peJaksanaan gender ini bagaiamana menurut bapak? 

J: perlu iebih dalam lagi, kurang lah selama ini menurut saya. 
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Trauskril! Wa"Wanca.ra 9: Rahmi; staf evalan 

T: Pengetahuan dan pemahaman seperti apa yang dimiiiki oleh anda rnengenai konsep 
gender sebelum mengikuti kegiatan sosiulisasi PUG? 

J: sepengetahuan saya gender itu hanyalnh perbedaan jenis kelarnin antara lakl--laki 
dan perempuan 

T: setelah? 

J: bahwasanya gender itu bukan yang seperti tadi. yang harfiah. Narnun merupak.an 
suatu konsep dimana persamaa kedudukan meskipun secara kodratinya iaki~lald dan 
perempuan berbeda dari jenis kclamin. Tetapi dari peran dan kedudukannya memiliki 
hak yang sama. 

T: Infonnasilpengebhuan apa yang oJeh anda dianggap penting dalam konsep PUG 
terkait dengan kehidupan sehari~hari?Mengapa? 

J: eehh menurut saya bahwa perempuan ini memilik suatu kewajiban yang tidak 
berbeda jauh dengan laki~Iakl meskipun secara kodrati itu beda yaitu flsiknya narnun 
secara pemikiran maupun peran tidak bisa dibedakan dengan laki-laki. Dan memang 
dalam kehidupan kita sehari~hari ada beberapa hal yang eehh ..• benolak belakang 
dengan gender misalnya justru kadang-kadang perbedaan itut perempuan itu sendirL 
Nah diharapkan dengna konsep gender ini perempuan sadar akan kemampuan 
masing-masing. 

T: Bagaimanakah pandangan dan sUmp anda dalam melihat dan memahami 
permasalahan isu gender sebelum ada sosialisasi program PUG? 
J: ehhh pengetahuan kita memang kedudukan perempuan di bawah Jaki~Iaki. Dari segi 
agama yang saya anut, memang laki-lakl itu imam. Tapi dalatn kehidupan yah sama 
saj~ kedudukannya yang setara gitu. 
Sebelum sosialisasi kan kita. tahunya harus mengalah lah kalau sama Iaki-laki, bukan 
berarti apa yab. .. ehh yah itu tadi tergantuog kalau dalam sehari·bari. 

T: hal apa terkait konsep jender yang diterapkan di kehidupan anda sehari~bari? 

J: eehb kalau saya sudah menerapkannya dalam artian, Jcita di rumah tangga punya 
pembagian peran yang seimbang. yang diukur dalam prosentasepun seimbang. 
Misalnya kalau dalam finansia1. suami memang perannya lebih besar~ tapi kaieu 
dalam hal misalnya rumah dan anak-anak saya lebih tanggungjawab 

T: terus ada respon Ungkungan pekerjaan? 

J: yah karena di tingkungan pekeljaan saya menempatkan gender itu sesuai 
proporsinya aja yah. Jadi apa yeng saya kerjakan yah samalah dengan yang laki-laki, 
selama kita mampu. Jadi responnya fine~ftne aja yah kalau di kantor, Kalau di rumah 
kan sudah ada komitrnen. sudah disepakati jadi tidak ada masalah 

T: motivasi anda mengikuti kegiatan sosiaJisasi program PUG? 
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J: yaahh menu rut say a dengan kegiatan ini pengetahuan saya bertambah soal gender 
ini, dan saya bisa memhantu orang2 sekitar saya apabila terk:ena masalah gender 
misalnya KDRT 

T: terus besar banget yah antusiasme anda dalam mengikuti kegiatan sosialisasi? 

J: saya senang sekal~ karena tidak monoton pada konteks ceramah ... kan ada 
game2nya jadi 1ebih mudah untuk menangk:ap makna dari pennainan itu 

T: Apakah ada semacam evaluasi bagi anda sebagai peserta setelah mengikuti 
sosialisasi program PUG? 

J: n<'.h itu, tapi evaluasinya janmg sekali, bahkan saya ini baru sekali~kalinya 

diwawanearai sebeiumnya gak pemah ikut sosialisasi terus diwawancarai tentang 
gender. 

T: Menurut anda, siapa yang paling bertanggungjawab dalam sosialisasi program 
PUG di unit kerja and a? 

J: eehhh saya kira mulal dari dirl prlbadi kita.. kalau unit kerja yah pasti sekjennya, 
lalu unit dibawahnya 

T: Menurut anda. pengaruh pandangan dan sikap opinion leaders terhadap anda? 

J: kalau untuk di lingkungan kantor sudah lah yah. 

T: ada saran~saran gitu engga? 

J: eehh saran saya rnateri kita kan cenderung kurang luas, hanya seputar KDRT. Saran 
saya justru bagaimana ldta memotivasi perempuan itu untuk: berkarya atau 
meningkatkan potensi diri masing-masing. jadi tidak ada lagi tudingan bahwa 
perempuan itu warga kelas dua, ada pencerahan gitu lah. 

Transkrlp Wawan£Sim 1(): Wirwno; kasubag puHahta 4 

T: Pengetahuan dan pemahaman seperti apa yang dimiliki oleh anda mengenai konsep 
gender sebeium mengikuti kegiatan sosialisasi PUG? 
J: eehhh. .. sebetulnya dari agamapun sudah tahu yah. kalau dari kamus, gender itu kan 
jenis kelamin, Tapi setelah dikembangin kan jadi peran sosial antara Iaki-laki dan 
perempuan. 

T: seteillh? 

J: yah bahwa sosama orang itu harus menghormati law an jenisnya. Scbetulnya tanpa 
ada sosiaJisasi pun barusnya kita sating menghonnati 

T: Informasi/pengetahuan apa yang oleh anda dianggap penting datam konsep PUG 
terkait dengan kehidupan sehari-hari?Mengapa? 
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J: eehh yah menambah mantel!, perempuan dan laki~laki sama, Jadi kalau kita 
mendidik anak gak bisa membeda~beda:kan lagi. 

T: Bagaimanakah pandangan dan sikap anda dalam melihat dan memahanti 
permasa1ahan isu gender sebe1urn ada sosialisasi program PUG? 

J: yaa itu tidak. .. eeehhh antara laki-laki perempuan itu kan manusla juga jadi harus. 
sam a 

T: cant dan pola pikJr anda dalam melihat dan memabami permasalahan isu gender 
sebelum dan sesudab sosialisasi? 

J: yah otomatis ada perubahan 

T: sudah diterapkan belurn konsep gender di k~bidupan anda sebari~hari? 

J; di rurnah yah, saya memandang istri saya sama, ya kerjasamalah 

T: terns ada respon lingkungannya? 

J: oh yaahh kalau di kantor saya kan masih eseJon 4, yah ga bisa ..• kalau di rumah sih 
istri welcome 
T: motivasi anda. mengikuti kegiatan sosialisasi program PUG? 

J: ya untuk rnemantapkan kcingintahuan, bagaiaman sib gender itu dikonsep untuk 
strategi pembangunan 

T: antusiasme a.nda dalam mengikuti kegiatan sosialisasi? 

1: sebetulnya 50% sib. Kenapa? Karena kan udah tahu sebelumnya. gender itu kan 
hanya strategi aja 

T: Apakah ada semat:am evaluasi bagi anda sebagai peserta setelah mengikuti 
sosialisasi program PUG? 

J: dulu pemah ada, eehh isian kuesioner .. .2003, kalau gak salah1 itu ada pra pelatihan 
dan pasca pelatihan. 

T: k:enapa sekarang in ga ada lagi yah? 

I: yah gak tabu juga lab 

T: Menurut anda., siapa yang paling bertanggungjawab dalam sosialisasi program 
PUG di unit kerja arula? 

J: yah pimpinan rertinggi itu kan hlll1ls menyolrong, terlibat. .. yah minimal eselon2lah 

T: kaJau yang paling berperan? 

J: kayalroya ga ada deb, kalau ada anggaran ajah hahaha 
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T: Menurut anda., pengaruh pandangan dan silmp opinion leaders terhadap anda? 

1: ehhmm ... kalau masalah pekerjaan enggak tercermin yah. Yah ada sebagian yang 
ngerti yah~ yang engga ngebeda-bedain. 

T: ada saran~saran gitu engga? 

J: sarannya begini, seorang pimpinan dari mulai rendah sampai atas harus punya 
keseragaman dalam memaodang gender. kemudian dikemas sebaik mungkjn. 
lstilahnya adalah orang yang bagian pemasaran. bagaimana produk ini, gender ini 
dipasarkan. 

Iranskrip Wawnneara 11: Sorta Delima; Kasubag evalap 

T: Pengetahuun dan pemahaman seperti apa yang dimiliki oleh and a mengenai konsep 
gender sebelum mengik:uti kegiatan sosialisasi PUG? 

J: kalau tadinya gender itu hanya sekadar untuk mengangkat bak2 perempuan biar 
sama kayak lelaki. 

T: setelah? 

J: Tapi teroyata namanya gender ga sebatas itu, gender itu ada persamaan sampai hak 
yang mendasar g1tu yah. 

T: Informasi/pengetahuan apa yang oJeh anda dianggap penting dalam konsep PUG 
terkait dengan kehidupan sebari~hari?Mengapa? 

1: gender itu tebih ke eehh ... kalau di kantor ini kita memang belum sampai tataran 
pengetahuan babwa laki-laki-perempuan itu sama, karena mungkin budaya yang 
patrilineal alau dari agamanya yah. Padahal kan misalnya perempuan jadi pemimpin 
kan ada bagusnya juga. Perempuan itu bisa nahan cgonya, lebih bisa mengayom. 

T: mpi sulitjuga tuh mbak dilorapkannya 
Y: ya itulab susahnya di kita ini. Coba libat di eselon 2 deb, paling cuma berapa. 
Jangan tanya yang eselon 1 yah karena dari 11 cuma 1. padahal saya yakin kalau ada 
banyak perempuan yang bisa tub. 

T: Bagaimanakah pandangan dan sikap anda dalam melihat dan memahami 
permasaiahan isu gender sebclum ada scsialisasi program PUG? 

1: yah sebcnemya saya ga sampai kritisi tapi setelah ikut sosialisasi yah jadi 
pemikiran juga. Sekarang ka1au dibilang dalam agama, perempuan tidak boleh 
menjadi pemimpin itu lean hanya tafsiran saja 

T: jadi cara dan pola pikir anda seperti itu dalam melihat dan memahami 
pennasaiahan isu gender? 
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J: Tapi jangan sampai konsep gender ini malah disalabgunakan untuk kepentingan 
pribadi yah, misalnya utnuk jabatan. Kalau untuk kepentingan banyak yah bagus lah 
silahkan saja, 

T: sudah djrerapkan belum konsep gender di kehidupan anda seharl~hari? 

J: saya tuh herhadapan dengan Iaki-Jaki atau perempuan yah sam a saja, obyektif saja. 
Tergantung mampu atau tidak dianya. Kita sederajat tapi perannya kan beda. 

T: terus ada pengaruhnya ga konsep tadi di Hngkungan pekerjaan 

J: oh ya pada awalnya pas ikut suami...klta kan ga terlalu ambisi daJam karir. Tapi 
setelah itu ya pemikiran berubah, karir saya harus eksis juga. Ambisi tidak, tapi 
maksimal naahh .... 

T: terus ada respon lingkungannya? 

J: ehlumn saya rasa ada yah ... ,kalau kita berbuat maksimal maka dad orang lain juga 
berbedayah 
T: motivasi anda mengikuti kegiatan sosialisasi program PUG? 

J: hmm snya itu kiln dulu memang korban gender di keiuarga. Saya kan keluarga 
Batak, dimana marga itu kan laki-laki yang dapat, yang perempuan yah hilang saja. 
Nah di keluarga saya itu abang saya dapat perhatian yang lebih besar, jadi yah saya 
korban gender juga dulu, Nah saya belajar gender untuk memahami triknya untuk 
mcngubah kondisi itu 

T: terus besar banget yah antusia.sme anda da1am meng.ikttti kegiatan sosialisasi? 

J: sangat .. kan untuk anak juga 

T: Apakah ada semacam evaluasi bagi anda S<?bagai peserta setelah mengikuti 
sosiali<oasi program PUG'l 

J: enggak..itulah sedihnya, Sa.ya libatnya tidak sistematis. tidak terstruktur da:ri 
sosialisasi gender ini. K.an yang sudah mengikuti bisa jadi focal point, a tau jadi kader, 
itu akan dia bisa buat program apa sih yang selanjutnya baiknya. Waktu itu pertama 
kali saya ikut sosialisui gender di Lampung iru pembicaranya dari Australia, terns 
ada eehb APIK yah yang asosiasi pembela itu ... yang Nursyahba.ni Katjasungkana. Dia 
itu sudah punya program yang baik sampai di daerah yang parah banget kayak di 
Papua yang punya budaya dan konsep aneh~anch. Ngeri deh disana perempuan itu 
udah kayak binatang..he-eh. 

T: Menurut anda, siapa yang paling bertanggungjawah dalam sosialisasi program 
PUG di unit kerja and a? 

J: kalau di unit kerja kita .. ,bagus. perencanaan bagus. kalau sekjen itu ... kenapa? 
karena perencanaan itu berfungsi sebagai policy~ program apa, anggaran berapa, 
Cum a masalahnya koordinasinya kurang dengan ya11g punya konsep. 
T: Menurut anda, pengarub pandangan dan sik:ap opinion leaders tcrhadap anda? 
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J; yah baUk lagi ke tupoksinya, dilaksanak.an apa enggak. 

T: ada saran-saran gitu engga? 

J: jadi ginl .. he·eh jadi holding sectornya tolonglab orang yang punya misi untuk 
gender. Punya misi dia, gender itu mau buat apa sib, ga usah muluk2. di sini aja dulu 
de h. 

T; apa karena engga ada lembaganya? 

J: oh no.,enggak: jangan sekali kali kayak gitu ... paradigrna yang salah dimana kita 
berpikir bahwa lreberadaan lembaga akan menyelesaikan masalah. Masalahnya tidak 
ada kerangka, ga ada polanya. .. sistemnya. misalnya ditetapkan fuca! pointnya st 
kabiro perencanaan yah dia lah yang tangguugjawab. 

T: kalau di~rolling orangnya 

J: oh ga masalah kan udah ada deskripsinya. .. masalahnya ada di kompetensinya dang. 
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